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BEBERAPA TAHUN TERAKHIR, Indonesia telah secara intensif membentuk 
perjanjian perdagangan dengan berbagai mitranya. Hingga awal 2021, Indonesia 
memiliki 40 perjanjian perdagangan dan paling tidak ada 11 perjanjian lain yang 
ditargetkan selesai segera.1 Salah satu perjanjian perdagangan yang sedang 

dalam proses negosiasi adalah dengan Uni Eropa (European Union, selanjutnya disingkat  
sebagai EU). Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership 
Agreement (IEU CEPA) resmi dimulai pada 18 Juli 2016 dan sudah menyelesaikan sembilan 
putaran hingga akhir tahun 2020. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan akses produk 
ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa akan menjadi lebih terbuka dan dapat meningkatkan 
daya saing produk-produk tersebut.

Tetapi lebih dari itu, arti perjanjian ini menjadi semakin relevan apabila dilihat dalam 
konteks reformasi ekonomi, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah-tengah 
krisis akibat pandemi Covid-19. Perekonomian Indonesia mencatatkan kontraksi sebesar 
2.09 persen pada tahun 2020. Mempertimbangkan terbatasnya anggaran pemerintah untuk 
menopang perekonomian, Indonesia memerlukan produktivitas yang tinggi untuk menopang 
pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam hal ini, IEU CEPA membawa peluang 
untuk peningkatan produktivitas Indonesia. Tidak hanya melalui peningkatkan akses pasar, 
melainkan juga mendorong perdagangan jasa serta investasi yang berperan penting dalam 
pemulihan ekonomi. 

Selain itu, beberapa bagian dalam perjanjian mendorong perbaikan kerangka regulasi. 
Reformasi kebijakan ini mencakup perbaikan iklim usaha, pasar tenaga kerja yang lebih 
fleksibel, kebijakan ekonomi yang lebih pasti dan tidak diskriminatif, serta kebijakan 
perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Reformasi kebijakan tersebut akan 
melengkapi berbagai usaha perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia yang selama ini telah dijalankan. 

Studi ini bertujuan untuk menelaah potensi dampak IEU CEPA terhadap perekonomian 
Indonesia dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Indikator-indikator perdagangan 
internasional serta simulasi model ekonomi merupakan instrumen yang digunakan dalam 
analisis kuantitatif. Dalam analisis permodelan ekonomi, studi ini melihat potensi dampak 
perjanjian IEU CEPA yang diestimasi pada level makro, sektoral, kewilayahan, hingga sosial 
ekonomi. Model ekonomi yang digunakan berupa model Computable General Equilibrium 
(CGE), yakni Global Trade Analysis Project (GTAP) dan IndoTERM, dan model mikrosimulasi 
untuk menganalisis dampak perjanjian terhadap indikator sosial ekonomi. Sementara 
itu, analisis kualitatif memanfaatkan wawancara mendalam dan focus group discussion 
dengan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, asosiasi, pelaku usaha di pusat 
maupun daerah.

1 Berdasarkan Asia Regional Integration Center (ARIC) dan Kontan (11 Januari 2021)  Kemendag Akan Fokus 
 Menyelesaikan 11 Negosiasi Perjanjian Dagang pada 2021  diakses pada 13 January 2021.
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Susunan laporan ini akan dimulai dengan diskusi terkait pola, hambatan, dan potensi 
perjanjian pada perdagangan barang dan jasa, serta investasi antara Indonesia dan Uni 
Eropa. Selanjutnya, studi ini juga menganalisis hasil simulasi model CGE dan mikrosimulasi. 
Temuan-temuan dalam keempat bab ini kemudian dibahas lebih mendalam menggunakan 
kerangka rantai nilai global (Global Value Chain) pada bab berikutnya. Laporan ini juga 
mengelaborasi isu-isu penting lainnya dalam perundingan seperti isu perlindungan investasi, 
kekayaan intelektual dan persaingan usaha. Terakhir, studi ini ditutup dengan rekomendasi 
beberapa opsi penyesuaian kebijakan untuk lebih mengoptimalkan perolehan potensi 
manfaat dari perjanjian IEU CEPA di masa depan serta kesimpulan studi.

PERDAGANGAN BARANG

Liberalisasi perdagangan barang adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam 
perjanjian ekonomi. Perannya cukup krusial dan strategis sekaligus menjadi pintu gerbang 
bagi penetrasi dalam berbagai aspek lainnya. Sebagai contoh, intensitas perdagangan 
barang terkait erat dengan upaya meningkatkan perdagangan jasa, mempromosikan 
investasi, dan mendorong partisipasi dalam rantai nilai global. Oleh karena itu, studi 
ini dimulai dengan mendiskusikan perdagangan barang dalam konteks IEU CEPA yang 
meliputi pola perdagangan, hambatan perdagangan, serta kondisi daya saing dan potensi 
diversifikasi.

Uni Eropa adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. Sejak tahun 2010, neraca 
perdagangan Indonesia dengan EU mencatatkan surplus meskipun dengan nilai yang 
berfluktuasi. Selama tahun 2010-2019, rata-rata nilai ekspor Indonesia ke EU mencapai USD 
16 miliar, sedangkan nilai impor Indonesia dari EU sekitar USD 12 miliar. Dari semua negara 
anggota EU, Belanda adalah destinasi utama ekspor Indonesia dengan rata-rata nilai ekspor 
selama 2017-2019 mencapai USD 3.7 miliar. Sementara itu, Jerman adalah sumber utama 
impor Indonesia dengan nilai perdagangan sekitar USD 3.5 miliar pada periode yang sama.

Indonesia dan Uni Eropa memiliki tingkat komplementaritas yang tinggi sehingga IEU 
CEPA membawa potensi besar dalam meningkatkan intensitas perdagangan barang antara 
kedua perekonomian. Hal ini diindikasikan oleh Trade Complementarity Index ekspor 
Indonesia dan impor EU yang relatif tinggi (0,6 dari 1). Selain itu, dari 500 produk utama ekspor 
Indonesia ke dunia, terdapat sekitar 74 persen yang merupakan impor utama Uni Eropa. 
Adanya perbedaan dalam latar belakang sosio-ekonomi, kemajuan ekonomi dan teknologi 
serta keunggulan komparatif merupakan faktor yang menjelaskan sifat komplementer 
tersebut. Selain melengkap satu sama lain, kedua perekonomian juga bukanlah pesaing 
secara langsung di pasar global sebagaimana ditunjukkan oleh Export Similarity Index yang 
relatif rendah, yakni sebesar 0,3 dari 1. Indonesia cenderung mengekspor produk sektor 
primer ke pasar Uni Eropa, sedangkan Uni Eropa cenderung mengekspor produk sektor 
sekunder – yang umumnya berteknologi tinggi – ke pasar Indonesia. 

Akan tetapi, hubungan perdagangan kedua pihak masih belum optimal karena produk 
Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan, baik yang bersifat tarif maupun non tarif, 
yang berasal dari pasar domestik dan pasar Uni Eropa. Beberapa regulasi dalam negeri yang 
menghambat optimalisasi perdagangan kedua perekonomian, misalnya Tingkat Kandungan 
Dalam Negeri (TKDN), bea keluar, dan kebijakan impor holtikultura. Sementara itu, dari pihak 
EU, masih ada kebijakan terkait Rules of Origin (ROO), Sanitary and Phytosanitary (SPS) 
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dan lisensi khusus produk. Adapun dalam hal tarif, pemberlakuan Generalized System of 
Preference (GSP) – di mana masih banyak produk Indonesia yang bergantung pada kebijakan 
ini – perlu mendapatkan perhatian khusus. Lebih tepatnya, Indonesia perlu menyiapkan 
strategi jika tarif GSP tidak lagi berlaku bagi beberapa produk-produk yang mendapatkan 
fasilitas tersebut. Dalam konteks inilah IEU CEPA menjadi penting karena menawarkan bea 
masuk preferensi yang lebih rendah dari Most Favoured Nations (MFN).

Lebih lanjut lagi, IEU CEPA diharapkan dapat mengurangi berbagai hambatan 
perdagangan tersebut sehingga produk Indonesia semakin kompetitif dan terdiversifikasi. 
IEU CEPA dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui akses terhadap 
input berkualitas yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri, terutama di sektor industri 
pengolahan (manufaktur). Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian ini juga merupakan 
upaya untuk mempertahankan daya saing Indonesia agar pangsa pasarnya tidak semakin 
tergerus akibat persaingan dengan negara lain yang juga memiliki perjanjian dengan 
EU, misalnya Vietnam. Selain itu, IEU CEPA diharapkan mampu membawa kesempatan 
untuk diversifikasi produk agar ketahanan ekspor Indonesia semakin kuat. Urgensi untuk 
diversifikasi pun meningkat seiring stagnannya komoditas yang diekspor Indonesia ke 
pasar EU dan dunia sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien korelasi Spearman yang 
bernilai cukup tinggi (0,7 dari 1).

Terakhir, perjanjian ini tetap berpotensi menguntungkan walau dalam kondisi krisis 
akibat pandemi Covid-19. Seperti dampaknya pada perekonomian global, pandemi juga 
berdampak negatif pada perdagangan antara Indonesia dan EU. Hingga bulan November 
2020, ekspor Indonesia ke EU mengalami penurunan sekitar 1,3% dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya, sementara impor dari EU mengalami penurunan sebesar 11,9% 
dibandingkan periode yang sama dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, ada kesempatan 
besar bagi kedua perekonomian untuk meningkatkan hubungannya dengan memanfaatkan 
komplementaritas yang cukup tinggi. Melambatnya aktivitas industri di China saat pecahnya 
wabah Covid-19 akan mendorong terjadinya restrukturisasi pada rantai pasokan global, 
yang sebelumnya sangat tergantung pada produksi di China. Perusahaan multinasional 
akan mempertimbangkan untuk mendiversifikasikan investasi dan produksinya ke wilayah 
lain supaya tidak terfokus di satu titik. Indonesia melihat keadaan ini sebagai peluang yang 
muncul untuk lebih terlibat dalam rantai suplai global dengan menjadi destinasi peralihan 
produksi dan investasi. 

PERDAGANGAN JASA

Peran strategis sektor jasa dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat melalui empat 
hal. Pertama, proporsi sektor jasa dalam PDB terus meningkat, mulai dari kisaran 45% 
pada tahun 2000an menjadi sekitar 55% di beberapa tahun terakhir ini. Kedua, peningkatan 
angkatan kerja Indonesia yang bekerja di berbagai sektor jasa dan pergeseran tenaga kerja 
ke sektor jasa yang lebih produktif seperti keuangan, telekomunikasi, serta profesional dan 
bisnis. Ketiga, semakin berkembangnya perekonomian, aktivitas ekonomi pun akan semakin 
tergantung pada output sektor jasa yang berkualitas dan dapat diandalkan. Keempat, 
dengan masifnya perkembangan teknologi dan globalisasi, jasa dianggap sebagai produk 
yang dapat diperdagangakan dan berpotensi meningkatkan neraca perdagangan dan 
neraca berjalan Indonesia
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Dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, perdagangan jasa merupakan 
salah satu aspek penting. Indonesia pada dasarnya secara konsisten menjadi net importer 
perdagangan jasa dengan Uni Eropa. Indonesia banyak melakukan impor untuk beberapa 
produk jasa yang berasal dari EU, seperti transportasi, komunikasi, komputer dan informasi 
teknologi, keuangan, dan jasa lainnya. Ini sesuai dengan karekateristik perekonomian 
Indonesia yang masih membutuhkan banyak produk jasa untuk menunjang aktivitas 
ekonomi. Namun, Indonesia tetap mampu mencatatkan surplus dalam perdagangan jasa 
di sektor perjalanan (travel) serta hukum dan jasa manajemen (legal and management 
services). Surplus perdagangan jasa di sektor perjalanan mencapai kisaran € 590 juta -  
€ 1,2 miliar, sedangkan di sektor hukum dan jasa manajemen mencapai kisaran € 90 juta -  
€ 200 juta.

Rendahnya proporsi jasa dalam nilai tambah ekspor Indonesia kemungkinan menjadi 
salah satu faktor dibelakang rendahnya daya saing produk ekspor. Analisa terhadap 
kebutuhan dan pasokan jasa di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat excess 
demand yang tinggi untuk berbagai produk jasa penting seperti telekomunikasi, transportasi, 
keuangan serta jasa bisnis dan penunjang administrasi. Tanpa ketersediaan yang cukup, 
aktivitas produksi dan ekonomi tidak akan optimal, sementara produktivitas akan menjadi 
rendah. Akibatnya produk Indonesia cenderung tidak akan dapat bersaing di pasar dunia. 
Impor produk jasa, terutama dari negara penghasil jasa berkualitas tinggi seperti Uni Eropa 
merupakan keharusan dan menguntungkan perekonomian.

Tetapi impor jasa masih terkendala pada hambatan yang cenderung masih cukup 
tinggi. Skor Services Trade Restriction Indicators (STRI) menunjukkan bahwa Indonesia 
menerapkan restriksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Restriksi 
ini utamanya berbentuk pembatasan masuknya penyelenggara jasa asing yang semakin 
menyulitkan tersedianya jasa di dalam perekonomian Indonesia. IEU CEPA membuka 
kesempatan bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan perdagangan jasa secara  
lebih optimal. 

Kesempatan tersebut dapat mengambil bentuk sebagai potensi ekspor produk jasa 
Indonesia ke negara Uni Eropa. Indonesia Services Dialogue Council (ISD) mengidentifikasi 
beberapa produk jasa dari sektor-sektor di Indonesia yang dapat mempunyai potensi untuk 
ekspor (2018)2, misalnya konstruksi, jasa bisnis, serta jasa-jasa terkait pariwisata. Selain 
itu, IEU CEPA juga dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memenuhi kelebihan 
permintaan di berbagai sektor jasa dan meningkatkan kinerja ekspor secara keseluruhan. 
Peningkatkan kinerja ekspor dapat terjadi melalui dua jalur. Pertama, impor jasa dapat 
mendorong peningkatan kinerja industri jasa dalam negeri sebagai akibat dari tereksposnya 
pada kompetisi global. Kedua, impor jasa menyediakan opsi untuk input jasa yang lebih 
murah sehingga mendorong efisiensi biaya.

Akhirnya, perjanjian ini diharapkan akan memfasilitasi aktivitas perdagangan jasa melalui 
empat elemen. Pertama, perjanjian dalam perdagangan jasa akan memberikan akses pasar 
yang lebih luas untuk aliran jasa lintas batas antara kedua perekonomian. Kedua, perjanjian 
ini akan memberikan keleluasan yang lebih atas investasi untuk penyediaan jasa yang 
berasal dari Indonesia dan negara-negara Uni Eropa. Ketiga, perjanjian ini juga seharusnya 
dapat memfasilitasi dan membuka keleluasaan atas pergerakan individu pemberi jasa, baik 
yang terkait dengan perusahaan maupun individu, dari satu perekonomian ke yang lainnya. 

2 ISD, Roadmap Pemetaan Sektor Jasa Prioritas Dalam Mendukung Pembangunan dan Meningkatkan Daya Saing  
 Ekonomi Nasional
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Keempat, perjanjian ini juga diharapkan dapat menciptakan kerangka regulasi sektor jasa 
yang lebih baik dengan memperhatikan berbagai prinsip transparansi dan menghindari 
praktik yang memberatkan dunia usaha.

INVESTASI

Walaupun berfluktuasi, jumlah proyek dan nilai arus masuk Foreign Direct Investment 
(FDI) dari negara-negara Uni Eropa ke Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam 
satu dekade terakhir. Nilai arus masuk FDI meningkat dari sekitar USD 900 juta pada tahun 
2010 menjadi lebih dari USD 2.6 miliar pada tahun 2019 atau meningkat hampir tiga kali lipat 
dalam sepuluh tahun terakhir. Secara komposisi, terjadi pergesaran sektor dari FDI yang 
berasal dari Uni Eropa. Selama periode 2012-2015, sektor sekunder (sektor manufaktur) 
mendominasi tujuan FDI dari Uni Eropa ke Indonesia, akan tetapi, sejak 2016, FDI tampak 
beralih pada sektor tersier (sektor jasa) dan sektor primer (pertambangan). Hal ini dapat 
disebabkan oleh meningkatnya kompetisi di sektor manufaktur, terutama terkait biaya 
tenaga kerja, dari Tiongkok, Vietnam, India dan Bangladesh. Akibatnya, sektor manufaktur 
padat karya Indonesia, seperti tekstil, garmen dan alas kaki menjadi kurang menarik untuk 
investor asing, termasuk yang berasal dari negara-negara Uni Eropa.

Perjanjian Indonesia-EU menempatkan investasi sebagai salah satu isu dan tujuan yang 
sangat penting dalam klausul perjanjiannya. Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan 
masuknya aliran investasi asing langsung ke Indonesia, serta menjadi platform ekspor 
sekaligus impor bagi Indonesia. Terkait dengan potensi investasi, perdapat probabilitas 
yang cukup besar untuk terjadinya peningkatan ekspor dari Indonesia ke EU ketika Indonesia 
menerima aliran masuk FDI yang meningkat dari EU, dan sebaliknya. Salah satu penjelasan 
yang mungkin untuk hal tersebut adalah investor asing yang berasal dari EU akan cenderung 
berinvestasi pada sektor-sektor yang memiliki ekspor yang signifikan ke negara-negara EU. 
Hal ini terkait dengan jenis atau motif investasi yang masuk ke Indonesia yang kebanyakan 
cenderung investasi vertikal, dibandingkan investasi horizontal. Selain itu, perusahaan-
perusahaan yang berinvestasi di Indonesia pun diuntungkan karena dapat   mengimpor 
barang-barang input atau parts and components yang berkualitas dari Uni Eropa dengan 
lebih mudah dan murah. Perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa menjangkau pasar 
yang luas, bukan hanya Indonesia tapi juga negara-negara ASEAN lain dan Asia Timur yang 
telah memiliki kerjasama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.

Walaupun IEU CEPA diharapkan berpotensi meningkatkan aliran masuk FDI dari  
Uni Eropa ke Indonesia, dampak nyata dari perjanjian ini masih akan perlu dilihat kembali. 
Hasil dari perjanjian ini tergantung dari hasil akhir serta bagaimana implementasinya di 
lapangan. Hal ini termasuk bagaimana Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan 
dan hambatan investasi yang ada. Perjanjian ini diharapkan dapat membantu mempercepat 
dan memperlancar pelaksanaan reformasi ekonomi di Indonesia. Dengan adanya klausal 
terkait investasi, diperlukan adanya reformasi regulasi yang sesuai dengan hasil negosiasi 
dalam perjanjian ini. 

Dalam konteks ini, keberadaan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law)  
yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dapat membantu mempercepat tercapainya 
kesepakatan perjanjian IEU CEPA yang saat ini sedang dinegosiasikan. Selain itu,  
UU Cipta Kerja juga dapat membantu Indonesia untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian 
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peraturan dan kebijakan ekonomi di masa depan pada saat IEU CEPA diimplementasikan. 
Tak hanya itu, reformasi regulasi yang dibawa oleh UU Cipta Kerja ini menjadi lebih 
penting lagi dalam konteks krisis akibat pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan 
investasi dunia jatuh secara siginifikan sehingga kompetisi dalam menarik investasi akan 
semakin ketat. Namun, penerbitan UU ini saja tidaklah cukup untuk mampu menarik 
peningkatan masuknya investasi asing ke negeri ini. Masih diperlukan banyak penyesuaian 
kebijakan dan pembuatan peraturan turunan dan pelaksana yang baik dari adanya UU ini.  
Pada akhirnya, perjanjian IEU CEPA serta reformasi regulasi dan kebijakan ekonomi  
diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan membantu memperluas  
keunggulan komparatif Indonesia.

ANALISIS PERMODELAN EKONOMI

Hasil simulasi permodelan ekonomi menunjukkan bahwa dampak liberalisasi 
perdagangan dari perjanjian ini adalah Indonesia mengalami peningkatan persentase PDB 
riil yang lebih besar dari EU. Pada kondisi dimana perjanjian ini menerapkan penurunan tarif 
perdagangan hingga nol untuk hampir seluruh produk, serta menurunkan setengah NTM 
pada sektor perdagangan barang dan jasa, pertumbuhan PDB riil Indonesia akan meningkat 
0,19% dan EU sebesar 0,01%. Pertumbuhan ini sejalan dengan tercapainya kesejahteraan 
yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Dengan skenario ini, dibandingkan dengan kondisi 
baseline, efek pendapatan meningkat sebesar USD 2,8 miliar bagi Indonesia dan USD 2 
miliar bagi Uni Eropa. Meningkatnya kesejahteraan berkaitan erat dengan meningkatnya 
produktivitas akibat menurunnya harga bahan baku dan perantara. Peningkatan output 
utamanya terjadi pada sektor pakaian, minyak nabati, dan makanan dengan besaran 
masing-masing 9,23%, 0,57% dan 0,39%. Secara keseluruhan, total output industri Indonesia 
mengalami peningkatan sebesar 0,1% terhadap baseline.

Peningkatan ini memberikan Indonesia kapasitas lebih untuk menambah volume 
ekspornya ke EU. Ekspor Indonesia ke EU diestimasikan mengalami peningkatan sebesar 
57,76% dan ekspor EU ke Indonesia meningkat sebesar 76,17%. Berbeda dengan PDB riil 
dan kesejahteraan, peningkatan ekspor EU ke Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan 
ekspor Indonesia ke EU. Hal ini dikarenakan EU memiliki pangsa pasar yang lebih besar 
dibanding dengan pangsa pasar Indonesia di EU, dibuktikan dengan fakta bahwa EU 
menempati posisi ketiga3 sebagai mitra dagang Indonesia. Sedangkan, posisi Indonesia 
sebagai mitra dagang EU berada di posisi ke-32. Sektor pakaian dan jasa merupakan sektor 
dengan peningkatan ekspor Indonesia ke EU tertinggi.

Sementara itu, sektor yang mengalami pertumbuhan impor tertinggi di Indonesia adalah 
sektor kehutanan (Forestry) yakni sebesar 13,4%, diikuti dengan produk susu (Dairy) dan 
pakaian (Clothing) masing-masing sebesar 11,8% dan 9,95%. Permintaan terhadap impor 
datang dari rumah tangga swasta dan perusahaan. Meningkatnya impor oleh rumah 
tangga swasta menunjukkan terjadinya peningkatan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, 
permintaan impor yang utamanya datang dari perusahaan menandakan bahwa terjadi 
kenaikan permintaan untuk barang antara yang akan digunakan untuk keperluan produksi. 
Dengan kata lain, peningkatan permintaan barang impor dari perusahaan akan meningkatkan 
produksi dalam negeri sehingga daya saing industri Indonesia semakin kompetitif. 

3 https://ec.europa.eu/Trade/policy/countries-and-regions/countries/indonesia/index_en.htm
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Apabila ditelaah lebih lanjut, secara regional, perjanjian ini diestimasikan memberikan 
dampak yang bervariasi kepada setiap provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan, terdapat 
10 provinsi yang akan mengalami kenaikan PDRB riil setelah perjanjian tersebut terlaksana, 
sedangkan 24 provinsi sisanya mengalami penurunan terhadap indikator tersebut. Lima 
provinsi dengan pertumbuhan PDRB riil tertinggi adalah Banten (0,13%), Jawa Tengah 
(0,06%), Kepulauan Riau (0,05%), Jawa Barat (0,04%), dan Sumatra Utara (0,034%). Sektor 
yang tumbuh paling pesat di kelima provinsi tersebut adalah sektor pakaian dan tekstil. 
Sementara itu, lima provinsi dengan penurunan PDRB riil terbesar adalah Sulawesi Selatan 
(-0,10%), Kalimantan Barat (-0,07%), Sulawesi Tengah (-0,068%), Sumatra Barat (-0,066%), 
dan Sumatra Selatan (-0,05%). Adapun sektor yang mengalami penurunan terbesar pada 
kelimanya adalah sektor permesinan. Meskipun terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi 
secara geografis, sejatinya tidak ada wilayah yang benar-benar worse-off dari adanya 
perjanjian IEU CEPA ini, apabila dilihat dari variabel PDRB riil per provinsi. Hal ini dikarenakan 
pada setiap pulau, tetap akan ada provinsi yang mengalami pertumbuhan PDRB dari adanya 
perjanjian tersebut. 

Adapun dari aspek sosio-ekonomi, implementasi IEU CEPA membawa peluang bagi 
perbaikan kondisi kemiskinan Indonesia. Kebijakan ini mendorong liberalisasi perdagangan 
yang berprospek positif terhadap PDB dan upah yang dapat membantu meningkatkan 
daya beli rumah tangga. Hasil analisis komparatif statis menunjukkan bahwa kebijakan ini 
dapat menurunkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan. Perbedaan tingkat 
kemiskinan (poverty rate) dengan dan tanpa perjanjian kerjasama ini bisa mencapai sekitar 
0.01 poin persentase dari penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan juga diperkirakan 
lebih rendah, walaupun perbedaannya tidak signifikan dengan kondisi tanpa diterapkannya 
perjanjian ini. 

Namun, keuntungan dari kerjasama tidak berdampak merata bagi seluruh kelompok 
masyarakat. Kondisi ketimpangan dengan kebijakan IEU CEPA bisa meningkat sekitar 0.038 
poin persentase. Pasalnya, perjanjian kerjasama ini cenderung meningkatkan permintaan 
akan pekerja yang terampil yang kemudian berpotensi meningkatkan upah mereka. 
Kelompok 20 persentil terbawah terpengaruh secara negatif dengan besaran yang kurang 
dari 0,1 %. Masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan mendapatkan pengaruh positif 
dengan kelompok kaya yang cenderung mendapatkan peningkatan yang lebih besar.

PERSPEKTIF RANTAI NILAI GLOBAL

Pengembangan ekspor dan pendalaman industri dapat pula dilihat dari kerangka Rantai 
Nilai Global (Global Value Chain, GVC) yang terkait erat dengan aspek perdagangan barang 
dan jasa, serta investasi. Hasil dari simulasi dan analisis data perdagangan memperlihatkan 
bahwa manfaat dari CEPA lebih banyak mendorong pertumbuhan sektor produksi dimana 
Indonesia memang mempunyai keunggulan komparatif. Padahal seperti diketahui, Indonesia 
perlu mengembangkan produk sektor-sektor perekonomian menjadi lebih terdiversifikasi. 
Hal ini dapat berubah jika Indonesia dapat berpartisipasi lebih jauh di dalam GVC, terutama 
GVC yang dibangun oleh perusahaan dan dunia usaha dari Uni Eropa.

Pada dasarnya, ASEAN adalah hub penting dari GVC yang berasal dari Uni Eropa. Namun, 
saat ini, posisi Indonesia dalam rantai nilai yang berasal dari negara-negara Uni Eropa 
masih lemah atau belum optimal. Secara total, hanya 0,58% dari forward value added (FVA)  
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Uni Eropa yang melewati Indonesia. Angka yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan untuk 
sektor manufaktur. Bahkan untuk beberapa sektor produksi yang mempunyai karakteristik 
GVC lebih tinggi, seperti elektronika dan kendaraan, angkanya hanya mencapai 0,3%. 
Angka ini cenderung kecil dibandingkan dengan keterlibatan negara-negara lain di ASEAN. 
Misalnya, Malaysia, menjadi hub yang lebih penting karena berkontribusi 2,4%, demikian 
pun dengan Thailand. Untuk beberapa sektor produksi, Vietnam dan Filippina juga menjadi 
hub yang lebih penting dibanding Indonesia.

Dengan adanya IEU CEPA, ada banyak peluang untuk meningkatkan hubungan antara 
kedua perekonomian, termasuk untuk semakin mengintegerasikan Indonesia dalam GVC 
yang dibentuk oleh perusahaan asal Eropa. Hambatan perdagangan yang diekspektasikan 
semakin berkurang akan memperlancar arus barang, mendorong tersedianya jasa yang 
berkualitas, dan meningkatkan investasi. Ketiga aspek ini krusial dalam meningkatkan 
partisipasi Indonesia dalam GVC, bukan hanya yang berasal dari Uni Eropa, juga dari 
berbagai negara lain. Perjanjian ini tentu saja bukan merupakan obat mujarab yang dapat 
langsung mendorong peningkatan partisipasi Indonesia dalam GVC. Berbagai tindakan, 
baik di tingkatan kebijakan maupun pengembangan kapasitas harus dapat dilakukan untuk 
mendukung terciptanya lingkungan usaha yang lebih baik.

ISU- ISU LAIN DALAM PERUNDINGAN

Sebagai perjanjian perdagangan yang komprehensif, cakupan isu-isu yang dibahas 
dalam negosiasi IEU CEPA memang lebih luas dibandingkan sebagian besar FTA yang diikuti 
oleh Indonesia. Selain isu-isu perdagangan barang, jasa dan investasi yang telah dijelaskan 
pada pembahasan sebelumnya, studi ini juga akan membahas isu-su seperti perlindungan 
Investasi, kekayaan intelektual (KI) dan persaingan usaha.

Pertama, proses negosiasi menghadapi tantangan terkait isu provisi dan perlindungan 
investasi yang telah diajukan. EU cenderung menekankan pada liberalisasi dan aspek 
deregulasi secara luas terutama yang terkait dengan perdagangan dan investasi di sektor 
jasa. Perlindungan terhadap penyedia jasa dan investor dari EU kemungkinan akan beririsan 
dengan dimensi kepentingan publik, hak asasi manusia serta lingkungan hidup di Indonesia. 
Proteksi-proteksi investasi yang tengah diajukan saat ini masih diutarakan dalam bentuk 
yang luas dan tebuka untuk diinterpretasikan dalam banyak cara. Oleh sebab itu, banyak 
peraturan dan perundang-undangan yang bisa dianggap sebagai pelanggaran dari prinsip 
perlakuan yang adil dan sama untuk investor asing seperti investor dalam negeri (national 
treatment), yang bisa berimplikasi pada adanya kompensasi ganti-rugi.

Kedua, IEU CEPA merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan reformasi 
dalam bidang KI. Namun, hal ini bukanlah hal mudah karena adanya irisan dengan 
kepentingan nasional dan strategis Indonesia. Perlu dipahami pula mengenai perbedaan 
tingkat pembagunan ekonomi serta kesadaran dalam isu KI yang cukup signifikan antara 
kedua pihak. Pembahasan isu KI dalam IEU CEPA kerap dibandingkan dengan bab yang 
sudah disepakati Vietnam dalam Vietnam-EU Free Trade Agreement (FTA). Namun, harus 
diingat bahwa Vietnam sudah melakukan persiapan harmonisasi regulasi melalui komitmen-
komitmen CP-TPP yang merupakan standard tertinggi dalam perjanjian KI. Indonesia 
bukan merupakan anggota CP-TPP sehingga memerlukan waktu transisi untuk melakukan 
penyesuaian regulasi serta reformasi. Selain itu, isu KI semakin menantang karena 
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menyentuh banyak isu lainnya di luar perdagangan internasional sehingga memerlukan 
kordinasi antar K/L yang lebih komprehensif.

Ketiga, kedua perekonomian menyadari kontribusi kebijakan persaingan usaha terhadap 
penciptaan arus perdagangan yang kondusif, stabil, dan dapat diprediksi. Ini semakin penting 
bagi investor skala kecil yang memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Beberapa aspek 
terkait persaingan usaha juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. 
Misalnya, masalah subsidi yang berpotensi membahayakan perdagangan dan investasi. 
Oleh karena itu, diperlukan aturan-aturan yang mencakup transparansi, konsultasi, dan juga 
kondisi tertentu untuk jenis subsidi yang paling distortif. Aspek lain dalam persaingan usaha 
adalah masalah aturan dan perlakuan terhadap BUMN untuk menjamin level playing field 
antara perusahaan swasta dan BUMN. Kerjasama dan perjanjian dalam bidang persaingan 
usaha dalam IEU CEPA ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan persaingan usaha 
yang lebih baik di Indonesia.

PENYESUAIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPTIMASI

Dalam mengimplementasikan dan mengoptimalkan perundingan IEU CEPA, ada 
beberapa catatan penting tentang dengan opsi penyesuaian kebijakan, terutama yang 
berkaitan dengan Export Quality Infrastructure (EQI), daya saing sektor usaha khususnya 
UMKM, good regulatory practice, dan koordinasi antar K/L.

Pertama, Export Quality Infrastructure (EQI) Indonesia masih perlu perbaikan. Dalam 
jangka menengah, Indonesia dapat mendorong konvergensi peraturan dengan Uni Eropa 
melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) yang melingkupi kesamaan pemberlakuan 
standar, sertifikasi dan pengujian. Dengan demikian, sertifikat yang sudah didapatkan oleh 
pelaku usaha di Indonesia bisa berlaku di Uni Eropa dan sebaliknya. Selain itu, Indonesia 
dapat memberikan insentif bagi Uni Eropa untuk untuk berinvestasi dalam membangun 
laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi di Indonesia yang sesuai dengan standard 
Uni Eropa. Hal ini akan berkontribusi dalam peningkatan kapasitas dukungan peralatan dan 
sumber daya manusia pada sistem EQI di Indonesia. Sebagai tambahan, Indonesia dapat 
memasukan program peningkatan kapasitas yang lebih intensif dan efektif terkait dengan 
EQI dalam pembahasan perundingan IEU CEPA. Khususnya kepada LPK, sektor swasta 
dan pengambil kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan awareness, kapasitas serta 
kepatuhan terhadap standard Uni Eropa dan juga standard internasional lainnya.

Kedua, Indonesia perlu meningkatkan daya saing sektor usaha, khususnya UMKM. 
Kuncinya adalah bagaimana meningkatkan internasionalisasi UMKM di Indonesia baik dari 
sisi kontribusi ekspor maupun menjadi pendukung rantai nilai di dalam negeri. Kebijakan 
penyesuaian dan optimasi juga dapat berfokus pada peningkatan akses dan keterjangkauan 
biaya dalam mencapai standard produk tingkat internasional khususnya kepada UMKM. 
Tujuannya adalah meningkatkan kuantitas produksi untuk mencapai skala usaha yang 
cukup, menurunkan kerugian dari produk-produk yang tidak sesuai dengan standard dan 
memastikan keberlanjutan suplai UMKM. Kerja sama dengan pihak Uni Eropa dalam rangka 
akses informasi, pelatihan dan pendampingan dalam hal kualitas produk dan standard 
diharapkan dapat masuk sebagai salah satu poin penting dalam perundingan IEU CEPA. 
Harapannya, IEU CEPA dapat memfasilitasi kesempatan transfer teknologi dari perusahaan-
perusahaan manufaktur dari Uni Eropa.
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Ketiga, fleksibilitas regulasi perlu didorong dan good regulatory service (GRP) perlu 
dikuatkan. Beberapa isu-isu yang dibahas dalam negosiasi IEU CEPA merupakan isu yang 
sama sekali baru bagi pemerintah Indonesia. Bahkan untuk beberapa isu, belum ada 
landasan regulasi baik ditingkat nasional maupun konsensus internasional (multilateral) 
contohnya adalah isu perdagangan dan pembangunan keberlanjutan, perdagangan digital 
(termasuk pelindungan data) serta isu-isu terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal 
ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim negosiasi dan K/L terkait dalam menentukan 
posisi runding, belum lagi pada saat pelaksanaan nanti. Untuk itu, analisis dan temuan 
studi menggarisbawahi pentingnya kepastian dan transparansi atas regulasi-regulasi yang 
berlaku di Indonesia. Diterbitkannya UU Cipta Kerja, seperti telah dibahas sebelumnya, 
memberikan angin segar untuk perubahan kerangka regulasi. Tetapi ada banyak aspek 
regulasi yang belum sepenuhnya dapat diakomodasi dalam UU tersebut, yang masih 
menghambat realisasi manfaat dari IEU CEPA.

Terakhir, perolehan manfaat yang optimal dapat terwujud apabila terjalin koordinasi 
yang harmonis atar instansi yang terlibat dalam implementasi. Koordinasi internal antar 
K/L menjadi sangat penting baik dalam proses perencanaan, negosiasi dan implementasi 
perjanjian perdagangan internasional. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan 
perjanjian perdagangan adalah kurangnya pengetahuan terkait perjanjian perdagangan. 
Utilisasi Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia untuk mendapatkan tarif preferensial 
masih relatif kecil dibandingkan negara-negara lain. Salah satu masukan yang dapat menjadi 
pertimbangan adalah pentingnya untuk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 
komprehensif secara nasional terkait dengan proses sosialisasi perjanjian perdagangan 
internasional yang lebih komprehensif dan inklusif. Kementerian Perdagangan dan K/L 
terkait biasanya mengikutsertakan asosiasi dan pelaku usaha terkait dalam sosialisasi ini. 
Tak hanya itu, perbaikan khususnya dalam hal monitoring dan evaluasi diperlukan untuk 
meningkatkan transparansi dan juga dukungan dari pemangku kepentingan. Hingga saat 
ini belum ada kerangka regulasi yang mengatur terkait dengan sosialisasi, monitoring dan 
evaluasi perjanjian perdagangan.
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PENDAHULUAN

1.
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SELAMA BEBERAPA TAHUN belakangan, Indonesia telah secara intensif membentuk 
perjanjian perdagangan dengan berbagai mitranya. Hingga awal tahun 2021, 
tercatat ada 40 perjanjian perdangan pada tingkat bilateral dan regional yang 
berjalan, dengan paling tidak 11 perjanjian lain akan diselesaikan segera. Beberapa 

perjanjian mengambil bentuk sebagai perjanjian perdagangan terbatas yang hanya 
mencakup sejumlah produk, biasa disebut dengan Preferential Trade Agreements (PTAs). 
Beberapa perjanjian lain, terutama dengan mitra dagang utama dengan komplementaritas 
tinggi, mengambil bentuk yang lebih komprehensif, bahkan memasukan berbagai aspek di 
luar perdagangan.

Salah satu perjanjian perdagangan yang sedang dalam proses negosiasi adalah 
perjanjian dengan Uni Eropa (European Union, selanjutnya disingkat sebagai EU). 
Penjajakan perjanjian Ini sudah dimulai sejak 2007 ketika ASEAN dan Uni Eropa memulai 
perundingan. Lima tahun kemudian, Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk memulai 
persiapan perundingan berdasarkan Framework Agreement on Comprehensive Partnership 
and Cooperation (PCA). Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (IEU CEPA) akhirnya resmi dimulai pada 18 Juli 2016 dan sudah 
menyelesaikan sembilan putaran hingga akhir tahun 2020.

Berbagai kerjasama ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan perekonomian 
kedua pihak, tidak terbatas pada pembahasan perdagangan barang dan jasa tetapi juga 
menfasilitasi investasi, mempercepat alih teknologi dan mendorong produktivitas, yang 
pada akhirnya mendorong pembangunan ekonomi Indonesia lebih jauh lagi. Percepatan 
pengembangan ekonomi menjadi semakin penting di tengah-tengah krisis akibat dari 
penyebaran wabah Covid-19. Perekonomian Indonesia mencatatkan kontraksi sebesar 2.09 
persen pada tahun 2020. Perdagangan dan investasi juga mengalami penurunan karena 
turunnya permintaan dan kecenderungan dunia usaha untuk mengurangi kegiatan akibat 
pandemi dan ketidakpastian.

Dengan pemberian vaksin dan pengaturan yang lebih ketat di tahun 2021, penyebaran 
Covid-19 diharapkan akan lebih dapat dikendalikan. Tetapi bahkan dengan wabah yang 
terkendali, pemulihan ekonomi masih akan mengalami tantangan dan akan memakan 
waktu. Bank Dunia memperkirakan output potential perekonomian dunia dalam jangka 
panjang akan berada di bawah situasi tanpa pandemi. Potensi pertumbuhan rata-rata untuk 
periode 2020-2029 yang sebelumnya dapat mencapai 2,1% turun menjadi 1,9% (World Bank 
2021). Hingga tahun 2025, ekonomi dunia akan kehilangan output potensialnya sebesar 5%, 
meskipun pemulihan ekonomi mulai berjalan dengan baik di tahun 2021. Dalam situasi yang 
buruk, kehilangan output potensial tersebut dapat mencapai lebih dari 11%. Hal yang sama 
juga terjadi pada perekonomian Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2024, PDB Indonesia 
akan dapat berada hingga 10% di bawah PDB jika krisis tidak terjadi.

Pemulihan ekonomi akan dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh kebijakan 
makroekonomi, baik dari sisi fiskal dan moneter yang mendukung. Dengan dukungan 
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anggaran pemerintah sebesar Rp 403 triliun dan defisit hingga 5,7% pemulihan ekonomi 
diharapkan akan lebih cepat tercapai. Tetapi dalam jangka lebih panjang, anggaran 
pemerintah tentunya tidak dapat diharapkan untuk terus menopang perekonomian. 
Perekonomian harus dapat mencapai produktivitas yang lebih tinggi agar dapat tumbuh 
dengan lebih cepat dan membantu pemulihan ekonomi.

Untuk itu reformasi kebijakan harus segera dijalankan. Reformasi tersebut mencakup 
perbaikan iklim usaha dan perijinan investasi, pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, 
kebijakan ekonomi yang lebih pasti dan tidak diskriminatif, serta kebijakan perdagangan 
dan investasi yang lebih terbuka. Reformasi kebijakan tersebut akan melengkapi berbagai 
usaha perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selama 
ini telah dijalankan.

Sisi penting IEU CEPA dapat dilihat di dalam konteks reformasi bagi pemulihan ekonomi. 
Selain meningkatkan akses pasar untuk produk Indonesia di Uni Eropa, yang berpotensi 
untuk meningkatkan ekspor Indonesia, perjanjian ini juga memberikan banyak potensi lain 
yang selaras dengan kebutuhan Indonesia dalam melakukan reformasi kebijakan. Perjanjian 
ini akan berpengaruh terhadap perdagangan jasa serta investasi yang akan menjadi bagian 
penting dalam pemulihan ekonomi. Beberapa bagiannya juga mendorong adanya perbaikan 
dalam kerangka regulasi dan kebijakan. IEU CEPA

Studi ini bertujuan untuk menelaah potensi dampak IEU CEPA terhadap perekonomian 
Indonesia. Analisa yang dilakukan jauh lebih luas dibandingkan dengan hanya melihat 
potensi peningkatan akses pasar dan ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Indikator-indikator 
perdagangan internasional serta simulasi model ekonomi digunakan untuk melihat potensi 
dari sisi kuantitatif. Studi ini juga menggunakan model ekonomi Computable General 
Equilibrium (CGE), seperti Global Trade Analysis Project (GTAP) dan IndoTERM, dan model 
mikrosimulasi untuk menganalisis dampak perjanjian terhadap di tingkat makro, sektoral, 
kewilayahan, hingga sosial ekonomi. 

Sementara itu, analisis kualitatif memanfaatkan wawancara mendalam dan focus group 
discussion dengan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, asosiasi, pelaku 
usaha di pusat maupun daerah. Ini ditujukan untuk mendapat nuansa lebih dalam mengenai 
potensi yang dapat dicapai serta bagaimana mengoptimalkannya. Selain itu, analisis juga 
akan ditaruh di dalam bingkai rantai nilai global (Global Value Chain, GVC), yang akan 
mendukung pengembangan sektor industri Indonesia.

Susunan laporan ini akan dimulai dengan diskusi terkait pola, hambatan, dan potensi 
perjanjian pada perdagangan barang dan jasa, serta investasi antara Indonesia dan Uni 
Eropa. Selanjutnya, studi ini juga menganalisis hasil simulasi model CGE dan mikrosimulasi. 
Temuan-temuan dalam keempat bab ini kemudian dibahas lebih mendalam menggunakan 
kerangka GVC pada bab berikutnya. Laporan ini juga mengelaborasi isu-isu penting lainnya 
dalam perundingan seperti isu perlindungan investasi, kekayaan intelektual dan persaingan 
usaha. Terakhir, studi ini ditutup dengan rekomendasi beberapa opsi penyesuaian kebijakan 
untuk lebih mengoptimalkan perolehan potensi manfaat dari perjanjian IEU CEPA di masa 
depan serta kesimpulan studi.
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UNI EROPA ADALAH salah satu destinasi utama bagi ekspor Indonesia. Hubungan 
perdagangan antara kedua perekonomian semakin erat dalam satu dekade 
terakhir. Sejak tahun 2010, neraca perdagangan Indonesia dan EU mencatatkan 
surplus dengan nilai rata-rata total perdagangan antara dua perekonomian 

mencapai USD 28 miliar.4 Salah satu hal yang mendorong semakin kuatnya hubungan kerja 
sama ekonomi kedua pihak adalah penjajakan dan eksplorasi pendalaman kerja sama 
perdagangan dan investasi yang perundingannya secara resmi dimulai sejak 18 Juli 2016. 
Hingga Februari 2021, perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership 
Agreeement (IEU CEPA) telah mencapai sepuluh putaran.

Dalam perundingan perjanjian ekonomi, liberalisasi perdagangan barang menjadi salah 
satu aspek yang sangat penting. Walaupun aspek ini merupakan hal yang paling mendasar, 
perannya cukup krusial dan strategis sekaligus menjadi pintu gerbang bagi penetrasi dalam 
berbagai aspek lainnya. Sebagai contoh, intensitas perdagangan barang terkait erat dengan 
upaya meningkatkan perdagangan jasa (Bab 3), mempromosikan investasi (Bab 4), dan 
mendorong partisipasi dalam rantai nilai global (Bab 6). Bab ini secara khusus membahas 
mengenai perdagangan barang dalam konteks IEU CEPA dengan menitikberatkan pada tiga 
temuan utama sebagai berikut.

Pertama, IEU CEPA membawa potensi besar dalam meningkatkan intensitas 
perdagangan barang antara kedua perekonomian karena level komplementaritas dan 
kesesuaian yang relatif tinggi. Hal ini diindikasikan oleh Trade Complementarity Index ekspor 
Indonesia dan impor EU yang relatif tinggi (0,6 dari 1) dan tingkat cakupan produk ekspor 
utama Indonesia yang secara umum lebih dari 70 persen. Adanya perbedaan dalam latar 
belakang sosio-ekonomi, kemajuan ekonomi dan teknologi serta keunggulan komparatif 
merupakan faktor yang menjelaskan sifat komplementer tersebut. Tidak hanya kompatibel, 
kedua perekonomian juga bukanlah pesaing secara langsung di pasar global sebagaimana 
ditunjukkan oleh Export Similarity Index yang relatif rendah, yakni sebesar 0,3 dari 1. 
Indonesia cenderung mengekspor produk sektor primer ke pasar Uni Eropa, sedangkan 
Uni Eropa cenderung mengekspor produk sektor sekunder – yang umumnya berteknologi 
tinggi – ke pasar Indonesia. Kondisi ini semakin menguatkan upaya untuk mengoptimalkan 
perdagangan antara kedua pihak. 

Kedua, hubungan perdagangan kedua pihak masih belum optimal karena produk 
Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan, baik yang bersifat tarif maupun non tarif, 
yang berasal dari pasar domestik dan pasar Uni Eropa. Beberapa regulasi dalam negeri yang 
menghambat optimalisasi perdagangan kedua perekonomian, misalnya Tingkat Kandungan 
Dalam Negeri (TKDN), bea keluar, dan kebijakan impor holtikultura. Sementara itu, dari pihak 
EU, masih ada kebijakan terkait Rules of Origin (ROO), Sanitary and Phytosanitary (SPS) 

4  Perhitungan menggunakan moving average selama tiga tahun untuk periode 2010-2019.



24

dan lisensi khusus produk. Adapun dalam hal tarif, pemberlakuan Generalized System of 
Preference (GSP) – di mana masih banyak produk Indonesia yang bergantung pada kebijakan 
ini – perlu mendapatkan perhatian khusus. Lebih tepatnya, Indonesia perlu menyiapkan 
strategi jika tarif GSP tidak lagi berlaku bagi beberapa produk-produk yang mendapatkan 
fasilitas tersebut. Dalam konteks inilah IEU CEPA menjadi penting karena menawarkan bea 
masuk preferensi yang lebih rendah dari Most Favoured Nations (MFN).

Ketiga, IEU CEPA diharapkan dapat mengurangi berbagai hambatan perdagangan 
tersebut sehingga produk Indonesia semakin kompetitif dan terdiversifikasi. IEU CEPA 
dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui akses terhadap input berkualitas 
yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri, terutama di sektor industri pengolahan 
(manufaktur). Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian ini juga merupakan upaya untuk 
mempertahankan daya saing Indonesia agar pangsa pasarnya tidak semakin tergerus akibat 
persaingan dengan negara lain yang juga memiliki perjanjian dengan EU, misalnya Vietnam. 
Selain itu, IEU CEPA diharapkan mampu membawa kesempatan untuk diversifikasi produk 
agar ketahanan ekspor Indonesia semakin kuat. Urgensi untuk diversifikasi pun meningkat 
seiring stagnannya komoditas yang diekspor Indonesia ke pasar EU dan dunia sebagaimana 
ditunjukkan oleh koefisien korelasi Spearman yang bernilai cukup tinggi (0,7 dari 1).

Untuk elaborasi lebih lanjut, Bab ini membagi penjabaran ke dalam empat bagian. 
Pertama, analisa akan dimulai dengan melihat bagaimana bentuk pola perdagangan antara 
kedua ekonomi, beserta evolusinya. Penting untuk diketahui bahwa klasifikasi produk yang 
diobservasi dalam Bab ini umumnya sangat spesifik mengikuti level agregasi dari data 
yang tersedia dan masukan dari para pemangku kepentingan. Pada bagian kedua, analisis 
dilanjutkan dengan tinjauan terhadap hambatan perdagangan yang ada di antara keduanya, 
terutama dari sudut pandang produk ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa. Ketiga, studi 
ini membahas lebih lanjut mengenai kondisi daya saing produk Indonesia dan potensi 
diversifikasi. Akhirnya, Bab ini ditutup dengan pembahasan terkait potensi perdagangan 
kedua pihak, baik dalam konteks ekspor maupun impor.

POLA PERDAGANGAN BARANG INDONESIA-UNI EROPA

Di pasar global, EU merupakan salah satu perekonomian dengan kekuatan dagang 
terbesar di dunia dengan menyumbang 15-16 persen dari total ekspor dan impor dunia 
secara keseluruhan.  EU juga merupakan mitra dagang utama Indonesia.Hubungan 
perdagangan antara Indonesia dan EU mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun 
terakhir. Sejak tahun 2010, neraca perdagangan Indonesia dengan EU selalu mencatat 
surplus, meskipun dengan nilai yang cukup berfluktuasi. Dengan menggunakan metode 
rata-rata tahun berjalan5 sepanjang 2010-2019, nilai rata-rata total perdagangan kedua pihak 
mencapai USD 28 miliar, di mana secara rata-rata nilai ekspor Indonesia ke EU mencapai 
USD 16 miliar, sedangkan rata-rata nilai impor Indonesia dari EU pada periode yang sama 
mencapai USD 12 miliar. Gambar 2.1 di bawah memperlihatkan bahwa Indonesia secara 
konsisten mengalami surplus perdagangan dengan EU.

5 Moving average (rata-rata berjalan) dalam studi ini dihitung dari rata-rata per 3 tahun. Contohnya, moving average  
 tahun 2012 dihitung dari rata-rata tahun 2010, 2011 dan 2012. Sementara, moving average tahun 2019 dihitung dari  
 rata-rata tahun 2017, 2018 dan 2019.
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Gambar 2.1 Neraca Perdagangan Indonesia-EU 2012-2019 dengan rata-rata berjalan (USD miliar)

Sumber: WITS (diolah)

Krisis ekonomi global yang menyertai pandemi Covid-19 telah menyebabkan 
perdagangan antara Indonesia dan EU mengalami penurunan. Hingga bulan November 
2020, ekspor Indonesia ke EU mengalami penurunan sekitar 1,3 persen dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya, sementara impor dari EU mengalami penurunan sebesar 11,9 
persen dibandingkan periode yang sama dari tahun sebelumnya. Situasi perdagangan ini 
jauh lebih baik dari perkiraan sebelumnya terkait dampak pandemi terhadap perekonomian 
dan perdagangan. Boks 2.1 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dampak pandemi 
Covid-19.
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Boks 2.1 Dampak Covid-19 Terhadap Perdagangan Dunia dan Indonesia

Gambar 2.2 Disrupsi Covid-19 terhadap Diagram Arus Pendapatan Ekonomi

Sumber: Baldwin dan Mauro (2020)

 Gambar 2.2 di atas menggambarkan bagaimana Covid-19 mendistorsi arus 
pendapatan ekonomi (economic circular flow) internasional dan domestik 
(Baldwin dan Mauro, 2020). Disrupsi pada satu titik akan memperlambat 
aktivitas ekonomi secara keseluruhan, termasuk konektivitas barang, jasa dan 
manusia antara satu perekonomian dengan yang lainnya.
 Dampak dari pandemi terhadap perdagangan telah terlihat jelas setelah 
hampir setahun berjalan. Menurut statistik dari WTO, nilai perdagangan 
dunia hingga triwulan ketiga 2020 turun hingga lebih dari 10,8 persen 
dibandingkan periode yang sama pada 2019. Penurunan tersebut disebabkan 
oleh penurunan volume barang yang diperdagangkan, hingga 8,1%= persen, 
maupun penurunan harga barang. Penurunan volume yang lebih dalam 
memberikan indikasi bahwa terjadi penurunan di sisi permintaan maupun 
produksi, terkait dengan terdisrupsinya rantai pasok. 
 Gambar 2.3 memberikan gambaran situasi perdagangan global di triwulan 
ketiga 2020 dibandingkan dengan triwulan pertama 2019, baik untuk nilai 
ekspor, maupun volume ekspor. Dari gambar tersebut terlihat adanya 
penurunan yang tajam pada triwulan kedua 2020. Kinerja perdagangan 
kembali meningkat di triwulan ketiga 2020, meskipun masih berada di bawah 
tingkatan awal 2019. Gambar ini juga menyajikan nilai ekspor Indonesia yang 
juga mengalami penurunan tajam, meskipun terlihat lebih baik dibandingkan 
dengan situasi global.
 Penurunan permintaan dan disrupsi produksi tentunya juga memengaruhi 
hubungan perdagangan antara Indonesia dan EU. Nilai ekspor pakaian jadi 
hingga Oktober 2020 mengalami penurunan sebesar 12 persen  dibandingkan 
periode yang sama tahun sebelumnya, seperti juga yang terjadi pada ekspor 
tekstil yang turun 21,5 persen. Akan tetapi secara umum situasinya tidak terlalu 
buruk, karena ekspor secara total hanya turun sebesar 1,3 persen. Beberapa 
produk ekspor, seperti produk minyak kelapa sawit, alas kaki dan sepatu 
bahkan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 33 dan 12,7 persen.
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Gambar 2.3 Perkembangan Kinerja Ekspor Dunia dan Indonesia

Sumber: WTO Trade Data dan BPS

 Krisis akibat pandemi Covid-19 ini memang membawa dampak negatif 
terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, termasuk perekonomian 
EU. Namun, ada kesempatan besar bagi kedua perekonomian untuk 
meningkatkan hubungannya dengan memanfaatkan komplementaritas yang 
cukup tinggi. Melambatnya aktivitas industri di China saat terjadinya wabah 
Covid-19 akan mendorong terjadinya restrukturisasi pada rantai pasok global, 
yang sebelumnya sangat tergantung pada produksi di China. Perusahaan 
multinasional akan mempertimbangkan untuk mendiversifi kasikan investasi 
dan produksinya ke wilayah lain supaya tidak terfokus di satu titik. Indonesia 
perlu melihat keadaan ini sebagai peluang yang muncul untuk lebih terlibat 
dalam rantai suplai global dengan menjadi destinasi peralihan produksi dan 
investasi. Peluang dari restrukturisasi tersebut, serta berbagai upaya yang 
Indonesia lakukan, sebagai pelengkap dari IEU CEPA, akan dibahas di bagian 
lain laporan ini.

Bagi Indonesia, EU secara konsisten berada di daftar teratas destinasi ekspor Indonesia, 
atau tepatnya berada di bawah Tiongkok dan Amerika Serikat, dan di atas Jepang dan 
India. Produk utama yang diekspor Indonesia ke pasar EU, antara lain produk hewani atau 
nabati, mesin elektronik, alas kaki, karet, dan produk kimia.  Salah satu produk andalan 
ekspor Indonesia ke pasar EU adalah minyak kelapa sawit, yang pada 2019 menyumbang 
10 persen dari total nilai ekspor Indonesia ke EU. Sementara itu, alas kaki merupakan produk 
ekspor teratas lainnya yang hampir mengalami peningkatan pertumbuhan hingga 8 persen 
dari 2018 ke 2019

Negara anggota EU yang menjadi destinasi utama produk Indonesia adalah Belanda 
dengan rata-rata nilai ekspor selama tiga tahun terakhir mencapai sekitar USD 3,7 miliar. 
Ekspor Indonesia yang paling tinggi permintaannya di Belanda umumnya adalah produk minyak 
sawit, bahan kimia, dan timah. Nilai ekspor minyak sawit sendiri mencapai USD 627 juta. 
Selain Belanda, ekspor Indonesia juga banyak ditujukan ke Jerman, Spanyol, Italia, dan Belgia. 
Ekspor ke negara-negara ini mencakup setengah dari total nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa.
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 Meskipun EU merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam kegiatan perdagangan, 
namun tampaknya dalam perspektif EU, Indonesia bukanlah mitra dagang yang paling 
penting. Secara keseluruhan, Indonesia berada di urutan kelima sebagai mitra dagang EU 
di wilayah ASEAN dan ke-32 di dunia.  Umumnya, produk EU yang menghadapi permintaan 
besar di pasar Indonesia adalah yang berteknologi tinggi dan telah melalui proses produksi 
atau peningkatan nilai tambah sebelumnya, seperti produk permesinan. Selain itu, Indonesia 
juga mengimpor obat-obatan yang berasal dari Uni Eropa. Gambar 2.4 mengilustrasikan 
proporsi lima produk ekspor utama Indonesia ke pasar EU (kiri) dan ekspor EU ke pasar 
Indonesia (kanan).

Gambar 2.4 Proporsi Lima Besar Komoditas Ekspor Indonesia dan EU dan Produk EU ke Indonesia

Sumber: WITS (diolah)

Dari sudut pandang impor, Jerman merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia 
dalam hal transaksi impor dengan nilai perdagangan di kisaran USD 3,5 miliar dalam tiga 
tahun terakhir.  Produk unggulan Jerman yang banyak diminati masyarakat Indonesia 
adalah mesin dan peralatan mekanik, kendaraan bermotor, dan mesin pencuci piring.
Rata-rata nilai impor ketiga produk ini mencapai USD 313 juta. Lebih lanjut lagi, Italia, 
Perancis, Belanda, dan Belgia juga merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Dari negara-negara yang disebutkan di atas, mereka 
pada umumnya mengekspor produk-produk yang berteknologi tinggi dan mayoritas berasal 
dari sektor sekunder ke pasar Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan karakteristik produk 
Uni Eropa yang diimpor oleh Indonesia. 

Evolusi Ekspor dan Impor Indonesia-EU
Selain tren ekspor dan impor, ada beberapa hal yang dapat dilihat dalam evolusi 

perdagangan antara Indonesia dan EU, seperti komposisi barang yang diekspor dan level 
cakupan (coverage) ekspor Indonesia. Kedua hal ini akan semakin menguatkan argumen 
yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai seberapa penting posisi masing-masing pihak 
sebagai mitra dagang.

Komposisi ekspor Indonesia cenderung tidak mengalami banyak perubahan. Dengan 
membandingkan pola ekspor antara dua periode, yakni periode pertama yang meliputi 
rata-rata tahun berjalan 2001-2003, di mana ekonomi Indonesia sudah stabil setelah krisis 
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keuangan Asia, dan periode kedua yakni rata-rata tahun berjalan 2017-20196, tampak 
komposisi pola ekspor pada kedua periode memiliki koefisien korelasi yang cukup tinggi 
(lihat Tabel 2.1). Artinya, komoditas yang diekspor Indonesia ke pasar EU dan dunia tidak 
mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun. Tetapi terlihat pula bahwa ekspor 
Indonesia ke EU cenderung mempunyai koefisien korelasi yang lebih rendah dari ekspor 
ke dunia. Hal ini menjadi salah satu sinyal bahwa Indonesia masih memiliki potensi untuk 
melakukan diversifikasi ekspornya ke EU, khususnya produk-produk yang berasal dari sektor 
sekunder atau industri pengolahan.

Tabel 2.1 Koefisien Korelasi Ekspor Mitra Dagang ke Pasar EU dan Global, 
2001-2003 dan 2017-2019

EKSPOR MITRA DAGANG KE PASAR EU EKSPOR MITRA DAGANG KE PASAR 
GLOBAL

REPORTER KOEFISIEN 
KORELASI RANK 
SPEARMAN

REPORTER KOEFISIEN 
KORELASI RANK 
SPEARMAN

JEPANG 0,89 INDONESIA 0.80
AMERIKA SERIKAT 0,88 CAMBODIA 0,26
CHINA 0,85 VIETNAM 0,71
THAILAND 0,78 MALAYSIA 0,84
SINGAPURA 0,75 PHILIPPINES 0,70
INDONESIA 0,68 SINGAPORE 0,88
MALAYSIA 0,67 THAILAND 0,85
VIETNAM 0,56 USA 0,92
FILIPINA 0,54 CHINA 0,85
KAMBOJA 0,19 JAPAN 0,93

Sumber: WITS (diolah)

Tabel 2.1 juga menunjukkan koefisian ekspor Indonesia ke pasar global lebih tinggi 
daripada koefisien korelasi ke pasar EU. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya 
diversifikasi ekspor Indonesia cenderung disebabkan oleh sisi produksi Indonesia dibanding 
sisi permintaan dari pasar EU. Selain itu, tabel tersebut mengindikasikan Indonesia masih 
memiliki potensi diversifikasi ekspor ke EU, khususnya produk yang berasal dari sektor 
sekunder atau industri manufaktur.

Temuan dari koefisien korelasi Spearman diperkuat dengan Gambar 2.5 yang 
menunjukkan scatter plot proporsi produk ekspor Indonesia selama periode 2001-2003 
dan 2017-2019. Koordinat setiap produk mengindikasikan proporsi ekspor Indonesia ke 
EU. Sebagai contoh, alas kaki dan penutup kepala yang memiliki proporsi sekitar 6% pada 
periode pertama lalu meningkat menjadi 10% pada periode berikutnya. Garis 45 derajat 
mengindikasikan tidak ada perubahan proporsi ekspor/ Produk-produk yang berlokasi di 
atas garis mengindikasikan sebuah peningkatan, sementara yang berada di bawah garis 
mengindikasikan penurunan dari periode sebelumnya. Dari 20 kategori, lebih dari setengah 

6 Kami menggunakan rata-rata tiga tahunan untuk analisis pola perdagangan untuk mengurangi fluktuatif tahunan yang  
 biasa terlihat pada data perdagangan di tingkatan terinci.
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berada di sekitar garis 45 derajar yang berarti tidak ada perubahan. Beberapa produk 
mengalami penurunan proporsi ekspor, seperti tekstil, permesinan, dan produk manufaktur, 
sedangkan produk lemak nabati, khususnya minyak sawit mendominasi ekspor Indonesia 
ke EU.

Gambar 2.5 Komposisi Komoditas Ekspor Indonesia ke Pasar EU dan Global, 2001-2003 dan 
2017-2019 

Sumber: WITS (diolah)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komposisi ekspor Indonesia ke pasar EU 
cenderung hanya mengalami sedikit perubahan, meskipun proporsi beberapa produk 
mengalami peningkatan atau penurunan. Secara umum, produk manufaktur cenderung 
berkurang, meskipun produk industri berat seperti produk kimiawi dan plastik, mengalami 
peningkatan. Komposisi yang stagnan dan struktur ekspor Indonesia menyisakan ruang 
untuk diversifi kasi lebih lanjut bagi ekspor Indonesia di masa depan.

Selain komposisi ekspor, pertanyaan yang menarik untuk dibahas dalam evolusi 
perdagangan Indonesia-EU adalah apakah Indonesia dapat mempertahankan pasar produk 
ekspornya ke EU atau tidak. Sehingga, penting juga untuk melihat penetrasi ekspor Indonesia 
ke pasar EU dan membandingkannya dengan pasar dunia. Kondisi ini diilustrasikan pada 
Tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Pangsa Pasar Produk Indonesia di Uni Eropa dan Pasar Dunia (%)

HS 
SECTION

DESKRIPSI PASAR UNI EROPA PASAR DUNIA
2001-2003 2017-2019 2001-2003 2017-2019

I PRODUK HEWAN 0,2 0,1 0,9 0,7
II PRODUK SAYURAN 0,8 0,4 1,6 2,1
III LEMAK DAN MINYAK 7,7 10,1 10,3 22,0
IV BAHAN MAKANAN SIAP 0,4 0,5 1,2 1,6
V PRODUK MINERAL 2,4 0,3 3,6 1,5
VI PRODUK KIMIA 0,1 0,3 0,4 0,7
VII PLASTIK DAN KARET 0,7 0,9 1,7 2,2
VIII PRODUK KULIT 0,4 0,3 0,6 0,6
IX PRODUK KAYU 3,0 2,5 3,9 2,6
X BUBUR KAYU 0,8 0,1 2,2 2,8
XI TEKSTIL DAN ARTIKEL 

TEKSTIL
0,8 0,5 1,3 1,3

XII ALAS KAKI 1,9 2,4 2,0 3,4
XII ARTIKEL BATU 0,3 0,2 0,9 0,6
XIV MUTIARA DAN BATU 

BERHARGA
0,0 0,1 0,7 1,0

XV ARTIKEL LOGAM DASAR 1,1 1,7 2,1 3,6
XVI MESIN DAN LISTRIK 0,3 0,2 0,6 0,4
XVII KENDARAAN 0,1 0,1 0,1 0,6
XVIII PERALATAN PRESISI 2,1 3,5 2,7 4,5
XIX SENJATA DAN AMUNISI 2,1 0,6 0,0 0,0
XX MANUFAKTUR LAINNYA 0,4 0,3 1,2 0,9

  TOTAL 0,5 0,4 0,1 0,4

Sumber: WITS

Secara umum, pangsa pasar produk Indonesia di pasar EU cenderung mengalami 
penurunan dari 0,5 persen di periode awal 2000an menjadi hanya 0,4 persen selama periode 
2017-2019. Penurunan ini terlihat pada banyak produk ekspor Indonesia ke EU. Hanya 
terdapat delapan kelompok barang yang pangsa pasarnya mengalami peningkatan di pasar 
Eropa, seperti lemak nabati dan hewani, makanan olahan, serta alas kaki. Sementara itu, 
produk seperti tekstil dan garmen (XI) serta produk kayu (IX) mengalami penurunan pangsa 
pasar di Eropa.

Kondisi ini agak berbeda dengan situasi di pasar dunia, di mana Indonesia mampu 
meningkatkan pangsa pasar produknya, terutama di beberapa komoditas di mana 
Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Banyak produk-produk yang memiliki 
keunggulan komparatif bahkan gagal mempertahankan pangsa pasarnya di EU. Salah 
satu penyebabnya adalah persaingan dari negara-negara lain yang mengambil pasar lebih 
besar selama periode dua dekade ini, seperti Vietnam maupun negara-negara yang berasal 
dari Asia Selatan. Faktor lainnya adalah hambatan dan kebijakan perdagangan yang akan 
dibahas lebih lanjut di bagian ini. Tetapi sebelumnya, analisis akan dilanjutkan untuk melihat 
pola kesesuaian antara pola perdagangan Indonesia dan EU.
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Komplementaritas Perdagangan Barang Indonesia-EU
Secara alamiah, perdagangan antara Indonesia dan EU memang saling melengkapi 

karena adanya perbedaan latar belakang sosio-ekonomi antara Indonesia dan EU, 
serta keunggulan komparatif masing-masing pihak. Kondisi seperti ini idealnya mampu 
menghasilkan hubungan perdagangan yang menjanjikan. Indonesia merupakan negara 
tropis dengan sumber daya alam yang beragam, sehingga memungkinkan untuk menyuplai 
produk hewani dan nabati ke pasar EU. Di sisi lain, EU merupakan kesatuan negara-negara 
yang mampu memproduksi barang dengan teknologi canggih, sepertipesawat terbang, 
mesin, dan produk listrik, yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur dan 
industri hulu di Indonesia. 

Gambar 2.6 Trade Complementarity Index (TCI) antara Indonesia dan EU27

Sumber: WITS (diolah)

Komplementaritas antara kedua pihak selama beberapa tahun terakhir cenderung 
stagnan, seperti yang dapat ditunjukkan Gambar 2.6.  Trade Complementarity Index (TCI) 
ekspor Indonesia dan impor EU, menunjukkan nilai rata-rata sekitar 0,6 dari tahun 2012 
hingga 20197. Sementara itu, komplementaritas antara ekspor EU dan impor Indonesia 
berada di angka yang relatif lebih rendah, yakni di kisaran 0,4. Meskipun begitu, TCI 
sendiri belum bisa menangkap komplementaritas dari komoditas-komoditas utama yang 
diperdagangkan antara Indonesia dan Uni Eropa secara lebih rinci.  Maka dari itu, studi 
ini menghitung tingkat cakupan (coverage rate) agar bisa melihat lebih detail gambaran 
tentang komoditas-komoditas tersebut pada Tabel 2.3. 

7 Nilai TCI berkisar antara 0 sampai 1, dimana nilai 0 mengindikasikan tidak adanya kesesuaian antara produk ekspor dan 
 impor dari kedua negara tersebut, dan nilai 1 mengindikasikan adanya kesesuaian pola perdagangan yang sempurna.
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Tabel 2.3 Tingkat Cakupan untuk Setiap Kategori SITC 1

Sektor (SITC 1) Jumlah  
Produk

Tingkat 
Cakupan

0)   Makanan dan hewan hidup 35 26.5%

1)   Minuman dan tembakau 4 3.0%

2)   Bahan mentah, tidak bisa dimakan,  
      kecuali bahan bakar

18 13.6%

3)  Bahan bakar mineral, pelumas,  
     dan bahan terkait

8 6.1%

4)  Minyak hewani dan nabati, lemak dan lilin 2 1.5%

5)   Bahan kimia dan produk terkait 59 44.7%

6)   Barang manufaktur 79 59.8%

7)   Mesin dan peralatan transportasi 88 66.7%

8)   Barang-barang produksi lainnya 73 55.3%

9)   Transaksi dan komoditas 2 1.5%

Sumber: WITS (diolah)

Secara umum, tingkat cakupan (coverage rate) merupakan nilai persentase produk 
ekspor utama suatu negara di pasar tertentu. Dalam konteks studi ini berarti persentase 
produk ekspor utama Indonesia di pasar EU. Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah 
produk dalam sektor tersebut yang termasuk dalam 500 besar produk utama yang diekspor 
Indonesia dan diimpor Uni Eropa dari dunia, lalu dibagi dengan jumlah produk yang hanya 
termasuk dalam 500 besar ekspor Indonesia.8 Misalnya untuk sektor makanan dan hewan 
hidup, terdapat 132 produk yang termasuk dalam 500 ekspor utama Indonesia dimana 35 
produknya adalah impor utama EU. Tingkat cakupan untuk sektor makanan dan hewan 
hidup adalah 26.5 persen.

Hasil perhitungan ini mengindikasikan bahwa, dari 500 produk ekspor utama Indonesia 
ke dunia, secara total, terdapat 74 persen yang merupakan produk impor utama Uni Eropa 
dari dunia. Tabel 2.3 menunjukkan terdapat tiga sektor utama yang cakupannya melebihi 
50 persen, yaitu mesin dan peralatan transportasi, barang manufaktur, dan barang produksi 
lainnya. Nilai ini mengindikasikan kompatibilitas atau kesesuaian yang relatif tinggi antara 
ekspor Indonesia dengan impor Uni Eropa. Dengan kata lain, produk dalam sektor ini 
umumnya sangat diminati di pasar Uni Eropa.

Tingginya kompatibilitas produk ekspor Indonesia dengan impor EU untuk sektor-sektor 
tersebut turut mengindikasikan adanya potensi untuk pengembangan ekspor Indonesia ke 
EU. Namun, kapasitas produksi Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat memanfaat tingginya 
level kesesuaian antara kedua perekonomian. Menariknya, kompatibilitas sektor minyak 
nabati dan hewani cenderung rendah, yaitu 1.5 persen, padahal sektor ini mendominasi 
ekspor Indonesia ke EU, khususnya produk minyak sawit. Ini menujukkan struktur ekspor 
Indonesia cenderung terkonsentrasi pada beberapa produk yang sebenarnya tidak 
menunjukkan level kompatibilitas yang tinggi. Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan 
potensi keuntungan dari kompatibilitas yang ada.

Akhirnya, berdasarkan berbagai analisa dan indikator yang dielaborasikan sebelumnya, 
terdapat beberapa hal yang bisa digarisbawahi. Pertama, komposisi ekspor Indonesia ke 

8 Jumlah produk berdasarkan empat digit SITC Rev 4 dan perhitungan 500 besar produk teratas menggunakan rata-rata  
 nilai perdagangan tahun 2017-2019.
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EU cenderung sama meskipun beberapa komoditas mengalami perubahan kontribusi, 
baik peningkatan ataupun penurunan, terhadap total ekspor Indonesia. Indonesia 
cenderung mengekspor sektor primer ke pasar EU, sedangkan EU mengekspor produk 
yang umumnya berasal dari sektor sekunder (manufaktur) ke pasar Indonesia. Kedua, 
penetrasi ekspor Indonesia ke EU cenderung mengalami penurunan ketika penetrasi 
ekspor Indonesia ke dunia cenderung meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh persaingan 
yang dihadapi produk Indonesia saat masuk ke pasar EU, misalnya dengan produk asal 
Vietnam. Ketiga, level kompatibilitas antara ekspor Indonesia dan impor EU masih relatif 
tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya kerja sama yang akan menghapus 
berbagai hambatan, kedua perekonomian masih berpeluang untuk meraup manfaat dari 
perdagangan. Maka dari itu, di bagian selanjutnya, hambatan dan potensi perdagangan 
antara Indonesia dan EU perlu diperdalam supaya dapat memberikan rekomendasi yang 
strategis untuk mengoptimalkan kinerja perdagangan antara kedua belah pihak, khususnya 
dalam konteks IEU CEPA.

HAMBATAN PERDAGANGAN BARANG INDONESIA DAN UNI EROPA

Dalam kaitannya dengan perdagangan barang, memang ada beberapa hambatan yang 
bersifat tarif dan non-tariff yang menyebabkan kurang optimalnya kegiatan perdagangan 
antara Indonesia dengan EU. Selain itu, ada beberapa produk spesifik, seperti kelapa sawit 
dan produk ekstraktif lainnya, yang menjadi isu klasik sejak lama yang mengakibatkan 
kurang efektifnya peran perdagangan internasional dalam menyokong pertumbuhan 
ekonomi kedua pihak. Perjanjian ini juga membahas mengenai hal-hal baru yang tidak ada 
di kerja sama ekonomi lainnya, misalnya terkait aspek lingkungan yang dibahas singkat 
dalam Boks 2.2.
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Boks 2.2 Green Deals dan Indonesia-EU CEPA

 Dalam pertemuan kelompok kerja perdagangan dan investasi di Brussels 
pada tahun 2019, pihak Indonesia dan Uni Eropa mengakui bahwa IEU CEPA 
merupakan perjanjian yang transformatif. Ada banyak aspek baru dalam 
perjanjian ini yang belum pernah Indonesia bahas dalam kerja sama ekonomi 
lainnya, salah satunya adalah aspek terkait lingkungan. Sebagaimana 
masyarakat Uni Eropa memiliki pemahaman yang baik terkait isu lingkungan 
dan iklim, ada semacam konsensus bahwa ini adalah isu penting dan harus 
diatasi. Hal tersebut tentu tidak lepas dari dinamika politik perdagangan dan 
politik lingkungan yang terjadi Eropa.
 Terkait hal ini, Uni Eropa meluncurkan Green Deals yang merupakan strategi 
pertumbuhan baru dengan tujuan untuk menciptakan perekonomian Uni 
Eropa yang berkelanjutan. Salah satu target pakta ini adalah menjadi karbon 
netral di 2050. Green Deals  menawarkan pendekatan yang mempertemukan 
permintaan akan barang dan jasa dengan keharusan untuk mengurangi 
konsumsi sumber daya alam, dan meminimalisir limbah yang mencemari 
lingkungan. Demi mewujudkan obyektif tersebut, EU akan mendorong 
sektor ekonominya untuk menerapkan produksi dan teknologi yang ramah 
lingkungan, dekarbonisasi, dan meningkatkan standar lingkungan global.
 Aspek lingkungan hidup ini dapat menjadi hambatan maupun peluang 
bagi kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua belah pihak. 
Salah satu kondisi di mana aspek ini menjadi faktor penghambat terlihat 
pada perdagangan komoditas minyak sawit (lihat Boks 2.3). Secara umum, 
Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan green economy di 
Indonesia yang terkait dengan kebijakan, modal, dan pasar. Kamar Dagang 
Indonesia (KADIN) menilai bahwa pelaku usaha masih minim pemahaman 
terkait isu ini dan tidak memiliki modal dan sumber daya manusia yang 
memadai untuk mengadopsi green technology yang efi sien. Dari sisi regulasi, 
diperlukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi dan memberikan 
insentif terkait model ekonomi sirkuler.
 Akan tetapi, aspek lingkungan yang dibahas dalam perjanjian ini pun 
membawa peluang, seperti dorongan untuk menciptakan perdagangan yang 
bertanggung jawab. Kebijakan yang ditempuh EU ini tentu berimplikasi pada 
negara mitra kerja sama, sehingga, Uni Eropa menyediakan dukungan fi nansial 
dan asistensi teknis bagi negara yang terdampak atas upaya green economy. 
Di Indonesia, bidang yang telah tercakup dalam kerja sama teknis dan dialog 
UE-Indonesia sejauh ini mencakup ekosistem dan keanekaragaman hayati, 
pendekatan ekonomi sirkuler rendah polusi, transportasi dan urbanisasi, 
serta inisiatif untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan. 
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Salah satu contoh sektor yang belum optimal karena adanya hambatan perdagangan 
adalah produk perikanan Indonesia. EU adalah destinasi ekspor produk perikanan Indonesia, 
selain Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan ASEAN.  Kontribusi ekspor produk perikanan 
Indonesia ke EU mencapai 5,36 persen dari total nilai ekspor produk perikanan.9 Beberapa 
komoditas utama ekspor produk perikanan ke EU di antaranya adalah udang, tuna-cakalang, 
cumi-sotong-gurita, dan rumput laut. Sayangnya, ragam produk ini menghadapi hambatan 
tarif, seperti tarif bea masuk yang cukup tinggi, mencapai 4-7 persen untuk udang dan 18,5-
20,5 persen untuk tuna. Padahal, apabila dibandingkan dengan negara lain di kawasan, tarif 
bea masuk produk perikanan Filipina ke EU saat ini sudah 0%. Selain itu, produk perikanan 
Indonesia juga menghadapi hambatan non-tarif, seperti isu quality and safety, sustainability, 
third party certiification, dan traceability. 

Apabila ditelaah lebih lanjut, dalam struktur tarif Uni Eropa, setidaknya ada tiga jenis 
tarif yang berlaku pada barang ekspor Indonesia, seperti diilustrasikan pada Gambar 2.7. 
Pertama, Most Favoured Nation (MFN) yang digunakan untuk setiap anggota WTO. Tingkat 
rata-rata MFN EU cukup tinggi untuk berbagai produk pertanian dan makanan yang berkisar 
dari 6-16 persen. Selain itu, tarif relatif tinggi juga untuk produk yang berdaya saing tinggi 
bagi Indonesia, seperti produk tekstil dan alas kaki yang rata-rata tarifnya sekitar 7-8 persen.

Kedua, Generalized System of Preference (GSP) yang diperuntukkan bagi negara 
berkembang dan kurang berkembang. Oleh karena itu, tarif GSP pasti lebih rendah dari tarif 
MFN. Perbedaannya dapat mencapai 30 persen seperti yang terjadi pada produk makanan. 
Di sektor seperti mineral, rata-rata tarif GSP semakin mendekati 0, sementara GSP masih 
relatif tinggi di sektor yang cenderung diproteksi EU, misalnya makanan. Tarif GSP untuk 
banyak barang manufaktur juga jauh lebih rendah. Untuk produk Indonesia, EU menerapkan 
tarif MFN ataupun GSP, tergantung dari perkembangan sektornya. Ini menguntungkan 
Indonesia sekaligus mendorong Indonesia untuk bersiap-siap jika sektor-sektor unggulan 
beranjak lulus dari kerangka GSP

Ketiga, tarif Non-Ad Valorem (NAV) yang nilainya bukan sebagai persentase dari harga. 
Jenis tarif ini masih lazim diterapkan Uni Eropa untuk produk-produk makanan, yang 
jumlahnya lebih dari 900 jenis produk (tariff line). Selain itu, dalam struktur tarif ini, sebagian 
besar diterapkan untuk untuk produk pertanian. Jenis tarif ini relatif lebih berpengaruh 
untuk barang berkualitas lebih rendah dan berharga lebih murah, karena diterapkan tidak 
berdasarkan harga dan nilainya, tetapi menggunakan aspek lain, seperti berat, panjang, atau 
jumlah unit.

Gambar 2.7 menunjukkan rata-rata tariff MFN dan GSP yang diterapkan oleh Uni Eropa 
berdasarkan klasifikasi HS Section. Grafik ini juga mengilustrasikan informasi mengenai 
persentase tariff lines yang menerapkan NAV.

9  Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kedeputian Maritim dan Sumber Daya Alam BAPPENAS
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Gambar 2.7 Struktur Tarif Uni Eropa 2019

Sumber: WITS (diolah)

Secara umum, GSP masih berperan penting bagi produk Indonesia dalam mengakses 
pasar Uni Eropa. Tabel 2.4 menunjukkan proporsi impor EU dari Indonesia yang menerima 
fasilitas GSP dari total impor EU selama 2017-2019. Sebanyak 42 persen dari total ekspor 
Indonesia masih mengutilisasi fasilitas ini. Bahkan jika produk minyak hewani dan nabati 
(seperti kelapa sawit), yang tidak bisa mendapatkan GSP, dikeluarkan dari perhitungan, 
proporsi ini naik menjadi 50 persen. Ini jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain di luar 
Uni Eropa, yang sebesar 4 persen. Produk yang paling memanfaatkan fasilitas ini adalah 
alas kaki (91 persen) dan kulit (85 persen). Tetapi terlihat juga bahwa pemanfaatan GSP 
oleh beberapa produk unggulan Indonesia, seperti tekstil, semakin berkurang. Selama tahun 
2017-2019, proporsi rata-rata impor dengan GSP sebesar 62 persen, menurun dari periode 
2010-2012 yang sebesar 98% persen (CSIS, 2015). 

Hal ini mengindikasikan Indonesia pun perlu menyiapkan strategi ekspor ke pasar Uni 
Eropa dengan mempertimbangkan kondisi tanpa GSP yang mungkin akan terjadi dalam 
beberapa tahun ke depan10. Dengan masih tingginya ketergantungan terhadap GSP, 
Indonesia perlu mengupayakan bea masuk preferensi lainnya yang lebih rendah dari MFN. 
Preferensi yang didasarkan atas dasar resiprokal antara Indonesia dan EU, seperti yang
akan diberikan di bawah IEU CEPA ini perlu didorong sehingga potensi perdagangan barang 
di antara kedua pihak akan tetap terjaga.

10 Sejak 2012 Uni Eropa menetapkan batasan negara-negara pengekspor yang masih dapat menerima GSP, yaitu negara 
 yang dikelompokkan sebagai lower-middle income. Beberapa negara berkembang yang telah “lulus” dari kelompok ini 
 sudah tidak lagi menerima GSP, seperti Thailand pada tahun 2015.
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Tabel 2.4 Impor Uni Eropa dari Indonesia (Rata-rata 2017-2019)

HS
SECTION DESCRIPTION

INDONESIA NEGARA LAIN

GSP TOTAL 
IMPOR
(€ Juta)

GSP TOTAL 
IMPOR
(€ Juta)

(% DARI 
TOTAL)

( % OF 
TOTAL)

1 PRODUK HEWAN 79,61 195.69 10,26 26.856,16

2 PRODUK SAYURAN 5,22 435,46 2,48 56.086,17

3 LEMAK DAN MINYAK 0 2.188,12 9,49 9.041,98

4 BAHAN MAKANAN SIAP 52,94 776,23 6,37 41.980,95

5 PRODUK MINERAL 0,1 578,31 0,01 343.450,45

6 PRODUK KIMIA 79,7 1.485,42 1,16 171.641,95

7 PLASTIK DAN KARET 41,15 1.094,46 5,65 60.826,67
8 KULIT 85,08 158,24 19,25 14.905,09
9 PRODUK KAYU 34,16 545,15 2,64 13.514,78

10 BUBUR KAYU 0 279,68 0 16.541,33

11 TEKSTIL DAN ARTIKEL TEKSTIL 62,33 1.578,94 31,06 111.942,86

12 ALAS KAKI 91,42 1.639,39 33,95 23.705,30

13 ARTIKEL BATU 64,66 77,79 4,31 14.504,90

14 MUTIARA DAN BATU 
BERHARGA 53,69 52,61 0,12 79.273,62

15 ARTIKEL LOGAM DASAR 7,65 900,65 1,75 113.546,06

16 MESIN DAN LISTRIK 36,03 2.103,71 1,14 442.589,24

17 KENDARAAN 59,32 333,21 0,7 113.634,77

18 PERALATAN PRESISI 58,5 341,14 0,92 71.672,95

19 SENJATA DAN AMUNISI 0 0,16 0 1.093,86

20 MANUFAKTUR LAINNYA 31,06 652,56 2,62 50.058,40

21 KARYA SENI. PENINGGALAN 
KUNO 0 1,38 0 3.839,63

 TOTAL 42,32 15.418,30 3,87 1.780.707,12

Sumber: Eurostat (diolah)

Sementara itu, dari segi Non-Tariff (lihat Tabel 2.5), beberapa hal terkait persyaratan 
labeling, inspeksi, kualitas dan kinerja produk, sertifikasi, dan masih banyak komponen non-
tariff lainnya, masih sangat dominan mempengaruhi produk-produk yang diperdagangkan 
oleh mitra dagang EU, termasuk Indonesia. Hambatan yang bersifat substantif ini ke 
depannya perlu dinegosiasikan agar kegiatan perdagangan antara EU dan mitra dagangnya 
dapat lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua pasar tersebut. 

Adanya hambatan tarif dan non tarif ini memang secara langsung memengaruhi kinerja 
perdagangan barang di antara kedua pihak. Maka dari itu, IEU CEPA perlu dioptimalkan 
sebagai sebuah titik terang untuk menghapus atau minimal mengurangi hambatan-
hambatan yang ada. Diversifikasi ekspor pun juga dimungkinkan akan terjadi jika hambatan 
perdagangan sudah dihilangkan atau minimal dikurangi. Keunggulan komparatif di antara  
kedua pihak yang selama ini cenderung statis, berpotensi untuk melakukan penyesuaian ke 
arah keunggulan komparatif yang lebih dinamis. 
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Tabel 2.5 Komponen Non-Tariff yang Diterapkan oleh EU

Measure Rasio  
Cakupan 
NTM

Rasio 
Frekuensi  
NTM

Jumlah  
Produk  
Terpengaruh  
NTM

Jumlah  
Perdagangan  
Terpengaruh  
NTM

Persyaratan pelabelan (B310) 72,79 70,37 3.645 1.375.659.312

Persyaratan inspeksi (B840) 60,03 42,43 2.198 1.134.527.750
Kualitas produk atau 
persyaratan kinerja (B700) 57,53 47,2 2.445 1.087.378.138

Persyaratan sertifikasi (B830) 54,86 50,83 2.633 1.036.848.669
Persyaratan pendaftaran 
untuk importir karena alasan 
TBT (B150)

50,87 30,5 1.580 961.370.007

Larangan karena alasan TBT 
(B110) 42,83 32,92 1.705 809.568.778

Persyaratan otorisasi untuk 
alasan TBT (B140) 37,51 34,81 1.803 709.022.463

Persyaratan pengujian (B820) 36,55 35,39 1.833 690.703.488

Persyaratan kemasan (B330) 34,24 24,67 1.278 647.071.762
Penggunaan zat tertentu 
yang dibatasi (B220) 30,74 29,34 1520 581,040,748

Sumber: WITS

DAYA SAING PRODUK INDONESIA

Salah satu aspek penting untuk meningkatkan diversifikasi ekspor adalah daya saing 
produk. Bagian ini akan melihat level daya saing produk Indonesia demikian pun dengan 
pengembangan ke depannya. Analisa akan melihat keunggulan komparatif Indonesia dengan 
dilatarbelakangi oleh pola perdagangan Indonesia dengan EU. Keunggulan komparatif di 
antara keduanya tentunya bukan berarti tidak ada peluang untuk melakukan diversifikasi 
perdagangan ke depannya, terutama bagi Indonesia yang ingin mendorong ekspor produk-
produk olahan yang bernilai tinggi. Oleh karena itu analisis yang dilakukan juga melihat 
bagaimana IEU CEPA mempunyai potensi untuk meningkatkan diversifikasi ekspor.

Revealed Comparative Advantage (RCA)
Untuk memahami daya saing produk Indonesia dan EU, studi ini menghitung indeks 

Revealed Comparative Advantage (RCA).11  Indikator perdagangan ini membandingkan 
seberapa penting suatu produk dalam keranjang ekspor suatu negara di pasar dunia. Jika 
indeks RCA lebih besar dari satu, berarti pangsa ekspor Indonesia untuk produk tertentu 
lebih tinggi dari pangsa ekspor dunia untuk produk yang sama. Hal yang sama dilakukan 
pula untuk produk EU di pasar dunia. Umumnya, jika suatu produk memiliki keunggulan 
komparatif atau bernilai RCA lebih dari 1, maka dapat dikatakan bahwa produk tersebut 
kompetitif di pasar dunia. 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.8, nilai RCA produk unggulan Indonesia dan 
EU cenderung meningkat walau besarannya tidak signifikan. Produk ekspor Indonesia 
yang paling kompetitif di pasar global adalah batu bara, produk sawit, karet, dan timah. 

11  Dihitung menggunakan rata-rata berjalan nilai perdagangan selama tiga tahun.
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Hal ini mengindikasikan bahwa pola perdagangan Indonesia mengikuti pola keuntungan 
komparatifnya. Minyak sawit yang mecapai 11 persen perdagangan Indonesia memiliki 
keunggulan komparatif yang tinggi, yakni sekitar 40. Demikian oun untuk produk lain seperti 
batu bara, karet, dan timah. 

Gambar 2.8 Tren RCA Produk Indonesia Berdasarkan Nilai dan Volume Perdagangan

Pola keunggulan komparatif berdasarkan volume perdagangan semakin mendukung 
observasi ini. Produktivitas tidak hanya penggerak utama daya saing; faktor lain dapat 
memengaruhi daya saing adalah harga (efek harga). Perhitungan RCA menggunakan 
volume perdagangan adalah bentuk penyesuaian terhadap efek harga. Hasilnya 
perhitungan ini diilustrasikan pada grafi k sebelah kiri pada Gambar 2.8. Seperti yang terlihat, 
dengan memperhitungkan faktor harga, analisa masih memberikan hasil yang serupa. 
Minyak sawit demikian pun dengan batu bara tetap menjadi produknya dengan keunggulan 
komparatif tinggi.

Ketika dihitung berdasarkan volume, produk unggulan Indonesia masih berasal dari 
sektor primer. Ini mengindikasikan ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas. Lebih 
lanjut lagi, indeks RCA berdasarkan volume perdagangan lebih tinggi daripada perhitungan 
berdasarkan volume. Secara umum, hal ini menyiratkan bahwa peningkatan pangsa ekspor 
Indonesia ke dunia dari segi nilai lebih disebabkan oleh efek harga dibandingkan peningkatan 
daya saing. 

Meskipun indeks RCA sangat baik dalam memberikan gambaran umum tentang daya 
saing di pasar global, indikator tersebut gagal menangkap daya saing ekspor Indonesia 
di pasar EU. Begitupun sebaliknya.  Oleh karena itu, studi ini juga dilengkapi dengan 
penghitungan menggunakan Constant Market Share Analysis (CMSA) untuk melihat daya 
saing ekspor masing-masing negara di pasar mitra dagangnya. 

Studi Indonesia-Uni Eropa (EU) CEPA juga menggunakan CMSA yang dapat memberikan 
informasi tentang daya saing negara atau wilayah yang dianalisis (Tyszynski, 1951; Zebregs, 
2004;  Athanasoglou et al., 2010).  Pangsa pasar dapat diuraikan menjadi empat kriteria: 
efek daya saing, efek regional/pasar, efek produk / komoditas, dan efek adaptasi atau 
pertumbuhan dunia (Leamer dan Stern, 1970; Gilbert, 2010; Spence dan Karingi, 2011). CMSA 
juga mampu menyelidiki aktivitas perdagangan antara Indonesia dan EU. Secara ringkas, 
Tabel 2.6 memberikan penjelasan singkat tentang CMS analisis.
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Tabel 2.6 Penjelasan Singkat Constant Market Share Analysis (CMSA)

Efek + -

Efek Daya saing Beberapa produk kompetitif Beberapa produk tidak kompetitif

Efek Awal
Efek Negara Permintaan positif untuk produk 

tertentu karena tingginya 
permintaan dari suatu negara atau 
daerah tertentu

Permintaan negatif untuk produk 
tertentu karena rendahnya 
permintaan dari suatu negara atau 
daerah tertentu

Efek Produk Permintaan positif untuk produk 
tertentu karena permintaan yang 
tinggi dari seluruh dunia

Permintaan negatif untuk produk 
tertentu karena permintaan yang 
rendah dari seluruh dunia

Efek Adaptasi Respon positif untuk adaptasi Respon negatif untuk adaptasi

Sumber: Diadaptasi dari beberapa sumber  

Jika suatu produk berada di kuadran 1, di mana daya saingnya tinggi dengan pertumbuhan 
perdagangan positif, maka produk tersebut dapat dikategorikan sebagai champions. Jika 
berada di kuadran 2, produk tersebut dapat dikategorikan sebagai underachievers karena 
kurang kompetitif meskipun memiliki pertumbuhan nilai perdagangan yang positif. Produk 
di kuadran 3 dapat dikategorikan sebagai declining sectors karena memiliki karakteristik 
inferior, yaitu kurang kompetitif, dan memiliki pertumbuhan nilai perdagangan negatif. 
Kuadran 4 memuat produk achievers in adversity dengan karakteristik kompetitif tetapi 
memiliki pertumbuhan nilai perdagangan negatif.

Gambar 2.9 Pengelompokan Produk Berdasarkan Analisa CMSA

Sumber: International Trade Centre (ITC)

Sebagai rangkuman dari hasil CMSA, Tabel 2.7 memberikan ringkasan 20 produk 
(dikelompokkan berdasarkan pada SITC 4 digit) Indonesia terbesar di pasar dunia dan pasar 
EU. Dari komposisi yang diperoleh terlihat ada kemiripan antara produk Indonesia yang 
diperdagangkan ke pasar dunia dengan ke pasar EU. Kemiripan ini terutama terlihat pada 
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5 produk terbesar yang mayoritas merupakan produk dari sektor primer, seperti produk 
kelapa sawit, produk batu bara, karet dan timah. 

Dari Tabel 2.7 di bawah juga menunjukkan 20 produk ekspor utama Indonesia yang 
didominasi oleh produk kompetitif namun menghadapi pertumbuhan permintaan di EU 
atau dunia. Sebagai contoh, minyak sawit dan karet berada dalam kategori (achievers in 
adversity). Terdapat pula produk yang kompetitif dan mengalami pertumbuhan permintaan 
yang tinggi seperti minyak inti sawit dan timah yang merupakan produk Indonesia yang 
berada dalam kategori champions di pasar EU. Selain itu, ada juga produk Indonesia 
yang memiliki pertumbuhan permintaan yang tinggi namun sayangnya tidak kompetitif. 
Contohnya adalah produk alas kaki olehraga dan furnitur yang berada dalam kategori 
underachievers di pasar EU. Salah satu faktor mengapa produk ini tidak kompetitif adalah 
adanya hambatan perdagangan, baik yang dikenakan dari dalam negeri maupun yang 
berasal dari pasar destinasi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Masih terdapat produk ekspor Indonesia yang tidak kompetitif dan menghadapi 
pertumbuhan permintaan yang rendah. Produk-produk ini diklasifikasikan sebagai declining 
sector, misalnya bijih dan konsentrat tembaga dan batubara di pasar EU. Untuk produk dalam 
kategori declining sector, terdapat setidaknya dua opsi strategi untuk mengembangkan 
produk-produk tersebut. Pertama, pemerintah bisa secara bertahap mendorong pergeseran 
ke champion products. Karena permintaan dunia untuk barang dalam declining sector 
cenderung turun dan Indonesia juga tidak kompetitif di barang tersebut. Kondisi ini dikenal 
sebagai sunset industry.  Kedua, pemerintah bisa memberikan perhatian lebih ekstra lagi 
untuk produk-produk ini. Misalnya dengan meneliti apakah kondisi penurunan terjadi karena 
hambatan akses pasar atau bukan serta apakah hambatan tersebut berasa dari dalam 
negeri atau pasar Uni Eropa. Observasi mendalam diperlukan jika ingin mengembangkan 
produk-produk dalam kategori ini karena dari sisi daya saing dan permintaan, produk yang 
diklasifikasikan sebagai produk declining sectors, berada dalam kondisi yang inferior. 
Namun begitu, kondisi yang digambarkan disini berdasarkan industri tertentu (20 besar 
ekspor berdasarkan klasifikasi produk SITC pada level 4 digit) dalam matriks pertumbuhan 
daya saing – pertumbuhan permintaan. Analisa lebih rinci mengenai setiap industri di luar 
cakupan studi ini.
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Tabel 2.7 Top 20 Produk Indonesia di (a) Pasar Dunia dan (b) Pasar EU Pasar Dunia

(a) Pasar Dunia

  Pertumbuhan Permintaan Rendah Pertumbuhan Permintaan Tinggi
  Achievers in Adversity Champions

Kompetitif

Minyak sawit dan fraksinya Lignit, dihaluskan maupun tidak
Karet alam (selain lateks) Inti sawit atau atau minyak babassu 

dan fraksinya
Paduan timah dan timah, tidak ditempa Bubur kayu kimiawi, soda atau sulfat
Alkohol monohidrik asiklik Bijih & konsentrat tembaga
Kertas dan karton Kendaraan bermotor untuk 

pengangkutan orang
Gas alam, dalam bentuk gas Suku cadang dan aksesoris kendaraan 

bermotor kelompok lainnyaPerhiasan dari emas, perak atau plat
Minyak mentah
Emas, non-moneter
Krustasea, beku

Kurang 
Kompetitif

Declining Sectors Underachievers
Gas alam, dicairkan Batubara lainnya
  Sepatu olahraga
  Kayu lapis, panel veneer dan kayu 

laminasi semacam itu

(b) Pasar EU

 

Pertumbuhan Permintaan Rendah Pertumbuhan Permintaan 
Tinggi

Achievers in Adversity Champions

Kompetitif

Minyak sawit dan fraksinya Minyak inti sawit atau 
babassu dan fraksinya

Karet alam (selain lateks) Paduan timah dan timah, tidak 
ditempa

Benang (selain benang jahit) dari serat 
stapel

Mentega kakao, lemak / 
minyak

Alkohol monohidrik asiklik Bengkel tukang kayu dan 
pertukangan kayu

Asam monokarboksilat dan turunannya Produk dan olahan kimia
Alas kaki lain dengan bagian atas leath
Kue minyak dan residu padat lainnya
Mesin kantor lainnya

Kurang Kompetitif

Declining Sectors Underachievers
Bijih & konsentrat tembaga Sepatu olahraga
Kopi, bukan sangrai Furnitur, dari kayu
Batubara lainnya Tempat duduk
Alat penerimaan televisi  

Sumber: WITS (diolah)
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IEU CEPA DAN PERDAGANGAN KEDUA PEREKONOMIAN

CEPA antara kedua perekonomian, yaituIndonesia dan Uni Eropa, akan membawa 
berbagai potensi perubahan dalam perdagangan antara keduanya, terutama karena 
terdapat tingkat komplementaritas yang cukup tinggi antara kedua perekonomian.  
Salah satu penyebab potensi tersebut sulit direalisasikan adalah hambatan perdagangan 
Indonesia yang masih tinggi. Dengan CEPA ini diharapkan berbagai hambatan tersebut 
akan berkurang sehingga mengoptimalkan perolehan manfaat dari kerja sama. 

Potensi Ekspor Indonesia ke Pasar EU
Analisa untuk melihat potensi ekspor dalam studi ini didasarkan atas perangkat analisis 

yang dikembangkan oleh International Trade Center (ITC).  Pendekatan ini terdiri dari 
Indikator Potensi Ekspor (export potential indicator (EPI)) dan Indikator Diversifikasi Produk 
(product diversification indicator (PDI)).  Indikator tersebut secara konseptual didasarkan 
pada hubungan antara perdagangan, penawaran, permintaan, dan hambatan perdagangan. 
Lebih lanjut lagi, potensi ekspor juga akan dilihat menggunakan simulasi dengan model 
ekonomi yang akan dibahas pada Bab 5 studi ini.

Berdasarkan Export Potential Indicator, potensi ekspor Indonesia masih didominasi oleh 
komoditas dari sektor primer. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.8, potensi terbesar 
Indonesia ke EU dan Eropa Barat adalah kelapa sawit dan produk turunannya, minyak 
kelapa sawit mentah, dan karet. Produk kelapa sawit dan turunannya menunjukkan paling 
banyak perbedaan mutlak antara potensi ekspor dan ekspor aktual dalam dalam bentuk 
nilai perdagangan, menyisakan ruang untuk ekspor tambahan senilai USD 8,4 miliar.  
Kemudian disusul oleh minyak kelapa sawit dan karet di angka sebesar USD 2,7-2,8 miliar. 
Produk kendaraan bermotor juga memiliki potensi cukup besar dan masih ada ruang 
peningkatan sebesar USD 3 miliar.

Tabel 2.8 Potensi Produk Indonesia ke EU dan Eropa Barat (dalam USD miliar)

No Produk Potensi 
Ekspor

Realisasi 
Ekspor

Potensi 
yang Belum 

Tergali
1 Minyak sawit tidak termasuk minyak 

mentah dan fraksinya
20,8 12,4 8,4

2 Minyak sawit mentah 6,8 4,3 2,7
3 Karet alam yang ditentukan secara teknis 6,3 4,2 2,8
4 Inti sawit dan minyak babassu 2,5 1,5 0,9
5 Kertas koran dan kertas tidak dilapisi 

(-board)
3,6 2,3 1,5

6 Soda pulp kayu kimia./sulfat 3,3 2,1 1,3
7 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 

orang
4,5 2,9 3

8 Timah yang tidak ditempa 3,4 1,7 1,7
9 Asam lemak 3,2 1,7 1,5
10 Alas kaki, sol karet / plastik 2,6 1,8 1

Sumber: Peta Potensi Ekspor ITC

Tabel di atas turut mengonfirmasi hasil yang diperoleh dari perhitungan RCA dan CMSA, 
di mana potensi ekspor Indonesia memang masih terbatas kepada beberapa produk 
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sektor primer di mana Indonesia mempunyai daya saing tinggi. Produk yang cenderung 
masih terkonsentrasi ini menjadi alasan mengapa Indonesia perlu melakukan peningkatan 
keragaman dari produk ekspornya. Penting untuk diingat bahwa jika jenis produk ekspor 
suatu negara cenderung terbatas, maka ekspor dari negara tersebut akan rentan terhadap 
gejolak eksternal. 

Kecenderungan ekspor Indonesia yang terkonsentrasi di komoditas primer menekankan 
pentingnya untuk melakukan identifikasi peluang Indonesia dalam rangka diversifikasi 
produk.  Hal ini menjadi semakin penting mengingat bahwa beberapa produk unggulan 
Indonesia mendapatkan masalah besar di pasar EU, seperti yang terjadi pada produk-
produk kelapa sawit (Lihat Boks 2.3). Oleh karena itu, penting pula untuk mengidentifikasi 
produk-produk yang memiliki potensi ekspor, terutama di pasar EU.

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan diversifikasi. Salah satu yang dapat 
diperhatikan adalah kapabilitas produksi dalam negeri. Hal ini dapat diketahui dengan 
melihat apakah produk potensial dan produk lama berada dalam satu product space12. 
Selain itu, peluang diversifikasi juga dapat bergantung pada potensi permintaan di destinasi 
ekspor. Selain aspek permintaan, kondisi ini juga dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan 
di negara tujuan, misalnya bea masuk. Implikasinya, daftar produk potensial berbeda-beda 
di setiap pasar yang menjadi tujuan ekspor. 

12 Product space adalah konsep yang dikembangkan oleh Ricardo Haussman dan Cesar Hidalgo yang membangun  
 keterkaitan antar produk melalui penilaian seberapa sering produk-produk tersebut berada di keranjang ekspor  
 negara-negara.
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Boks 2.3 Masa Depan Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke Uni Eropa

 Sebagai komoditas strategis, kelapa sawit dibutuhkan oleh berbagai 
sektor industri seperti pembuatan minyak goreng, produk kosmetik, sampai 
pembuatan biodiesel. Indonesia merupakan produsen utama kelapa sawit 
di dunia yang memenuhi lebih dari setengah permintaan global. Sekitar 15 
persen ekspor kelapa sawit Indonesia ditujukan ke Uni Eropa (Widyasanti dan 
Yusuf, 2019). Statistik perdagangan menunjukkan bahwa sejak tahun 2013, 
ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa mengalami tren penurunan (lihat Gambar 
2.14). Secara rata-rata berjalan, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa pada 
2017-2019 berkurang sekitar 13 persen atau setara dengan USD 327 juta dari 
periode 2012-2013. Dalam lima tahun terakhir, importir utama produk sawit 
Indonesia adalah Spanyol, Belanda, dan Italia, di mana nilai ekspor sawit ke 
negara tersebut berkisar dari USD 405-555 juta pada tahun 2019.

Gambar 2.10 Ekspor Produk Sawit Indonesia 2011-2018

Sumber: WITS, diolah (rata-rata berjalan)

 Sayangnya, ekspor minyak sawit Indonesia ke EU terancam seiring adanya 
regulasi Renewable Energy Directive (RED II) yang dikeluarkan oleh Parlemen 
EU pada Januari 2018. Regulasi ini menyerukan penghentian total minyak 
sawit pada tahun 2021 untuk target energi terbarukan karena kekhawatiran 
atas Perubahan Penggunaan Lahan Tidak Langsung (ILUC) dalam produksi 
minyak sawit. Gejolak ekspor produk sawit tidak hanya terkait persoalan 
lingkungan, melainkan juga terkait keterlibatan pemerintah. Level harga 
minyak sawit yang sangat kompetitif dituding sebagai hasil praktik subsidi 
yang dilakukan pemerintah. Dilansir dari Warta Ekonomi (2020), gugatan Uni 
Eropa kepada WTO terkait hal tersebut tidak terbukti.
 Kompleksitas isu minyak sawit masih menjadi diskursus dan mendorong 
pertanyaan tentang potensi dampak ke depannya. Widyasanti dan Yusuf 
(2019) mengestimasi dampak kebijakan pelarangan impor minyak sawit oleh 
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Uni Eropa terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kebijakan ini, Indonesia 
akan mengurangi perdagangan minyak sawit dunia sebesar 2 persen 
dibanding kondisi tanpa kebijakan ini. Lebih spesifi k lagi, ekspor minyak sawit 
Indonesia berkurang 7 persen dan total ekspor turun 0,06 persen. Secara 
regional, yang paling terdampak adalah Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah 
yang masing-masing mengalami penurunan Pendapatan Domestik Regional 
Bruto (PDRB) sebesar 0,3 dan 0,4 persen. Meskipun dampaknya terhadap PDB 
nasional relatif rendah, larangan impor ini tetap mendorong Indonesia agar 
giat mendiversifi kasi pasar minyak sawit, misalnya ke Asia dan Afrika, serta 
menggiatkan pula diversifi kasi produk ekspor secara keseluruhan.

Salah satu cara mengidentifi kasi produk yang potensial untuk diversifi kasi ekspor adalah 
melalui pendekatan Indikator Diversifi kasi Produk (IDP). Pada dasarnya, indikator ini melihat 
margin produk ekstensif (extensive product margin), yaitu metode yang mengidentifi kasi 
produk-produk yang belum dapat diekspor secara kompetitif oleh suatu perekonomian 
namun sangat potensial untuk dikembangkan karena kemiripan produk tersebut dengan 
produk yang ada dalam keranjang ekspor saat ini, baik di perekonomian tersebut maupun 
di perekonomian serupa. Metode ini dikembangkan oleh International Trade Center (ITC).13 
Dalam studi kali ini, CSIS memanfaatkan hasil perhitungan ITC sehingga klasifi kasi produk 
dan wilayah yang dianalisis mengikuti data yang disediakan oleh ITC.

Hasil dari perhitungan tersebut adalah produk-produk Indonesia yang potensial untuk 
diversifi kasi ekspor di Pasar Uni Eropa dan Eropa Barat. Gambar 2.11 mengilustrasikan 
10 produk utama yang dapat menjadi opsi diversifi kasi.14 Untuk memahami grafi k ini, ada 
beberapa fi tur yang perlu diketahui maknanya, misalnya ukuran lingkaran dan panjang garis. 
Ukuran lingkaran mencerminkan permintaan yang merupakan kombinasi proyeksi nilai 
impor dan faktor-faktor yang memengaruhi keterbukaan pasar tujuan terhadap produk yang 
diekspor oleh Indonesia. Sementara itu, panjang garis mengilustrasikan kondisi penawaran 
atau kapasitas Indonesia. Ini menggambarkan kedekatan relatif produk baru, dalam product 
space, dengan salah satu produk ekspor suatu negara yang memiliki keunggulan komparatif. 

Berdasarkan kapasitas produksi, bagi Indonesia, yang relatif mudah didiversifi kasi 
umumnya adalah produk pertanian dan manufaktur. Hal ini terlihat dari garis yang relatif 
panjang yang mencerminkan semakin dekat atau miripnya dengan keranjang ekspor 
Indonesia saat ini. Sebagai contoh, produk yang paling mudah dijangkau Indonesia adalah 
beras patah dan pepaya. Produk-produk ini relatif lebih mudah dipenuhi atau diproduksi 
Indonesia dan cenderung mirip dengan produk ekspor yang memiliki keunggulan komparatif 
yang telah masuk dalam keranjang ekspor Indonesia saat ini. Sedangkan, produk yang 
permintaan potensialnya terbesar (tercermin dari ukuran lingkaran terluas) di EU dan 
Eropa Barat adalah produk yang terkait dengan pengolahan data. Contohnya, EU dan Eropa 
Barat diestimasikan memiliki permintaan yang besar untuk mesin pengolah data dan unit 
penyimpanan data komputer. 

13 Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai metodologi silahkan melihat Decreux dan Spice (2016).

14 https://exportpotential.intracen.org/en/products/diversifi cation?fromMarker=i&exporter=360&toMarker=r&market
 =4&whatMarker=k diakses 6 Januari 2021. Pembaharuan data dilakukan oleh ITC Export Map dua kali dalam setahun.  
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Gambar 2.11 Opsi Potensi Diversifi kasi Produk Indonesia di Pasar EU dan Eropa Barat

Sumber: Peta Potensi Ekspor ITC

Analisa ini menyajikan gambaran mengenai potensi ekspor Indonesia berdasarkan 
kedekatan produksi dan potensi permintaan di pasar Uni Eropa. Dari sudut pandang 
strategis dan berorientasi kebijakan, akan lebih tepat apabila produksi disesuaikan dengan 
potensi permintaan yang ada. Oleh karena perlu adanya perubahan dalam struktur industri 
di Indonesia untuk mendorong diversifi kasi, dengan menyesuaikan permintaan di pasar 
dunia dan Eropa. Perlu dicatat bahwa upaya untuk meningkatkan diversifi kasi tidak berarti 
pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan protektif pada komoditas tertentu. 
Sebaliknya, pemerintah justru perlu menyediakan kebijakan yang tepat dalam rangka 
mendorong ekspor produk dengan memfasilitasi perbaikan daya saing. Perjanjian dagang 
antara Indonesia dan EU akan menyediakan dukungan untuk upaya penyesuaian struktur 
produksi Indonesia melalui peningkatan produktivitas dan daya saing industri.

Potensi Dampak Terhadap Impor Indonesia
Kerja sama ini tidak hanya akan berdampak pada sisi ekspor, melainkan juga berpotensi 

berimplikasi pada impor Indonesia. Aspek impor ini penting untuk dibahas karena ada 
kekhawatiran bahwa IEU CEPA akan merugikan pelaku usaha dalam negeri. Namun, hasil 
dari analisa kualitatif mengimplikasikan hal yang sebaliknya. Pelaku bisnis tidak khawatir 
bahwa kerja sama ini akan mendatangkan kompetisi dari impor. Sebaliknya, pelaku bisnis 
melihat perjanjian ini sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing 
ekspor Indonesia.

Ketersediaan Input
Seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa pada dasarnya 

Indonesia-EU memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, di mana kondisi ini seharusnya 
dapat menunjang kedua pihak karena saling melengkapi. Misalnya, Indonesia dan EU 
memiliki keunggulan produk pertanian yang berbeda, di mana Indonesia lebih condong ke 
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arah sektor perkebunan, sedangkan EU lebih ke arah hortikultura dan peternakan. Input dari 
negara Uni Eropa yang lebih murah seharusnya lebih menguntungkan bagi sektor pertanian 
di Indonesia. Produk seperti kedelai, gandum, susu atau komoditas pakan bagi ternak 
adalah impor yang biasa didatangkan dari Uni Eropa bagi pengembangan industri makanan 
dalam negeri yang memiliki orientasi ekspor.

Ketersediaan input ini tidak hanya bagi sektor pertanian, melainkan penting juga 
bagi sektor manufaktur. Umumnya, perusahaan multinasional menilai bahwa salah satu 
hambatan yang cukup besar adalah kesulitan dalam memperoleh bahan baku (JETRO, 
2020). Dari Uni Eropa sendiri, Indonesia banyak mengimpor barang modal yang diperlukan 
dalam proses produksi industri pengolahan Indonesia.

IEU CEPA juga memberikan kesempatan untuk transfer teknologi dan meningkatkan 
daya saing produk Indonesia, khususnya barang modal untuk sektor industri manufaktur. 
Produk EU cenderung lebih berkualitas walaupun dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi 
ini diharapkan mampu atau berpotensi untuk meningkatkan kualitas produksi dalam negeri 
dan mendukung beberapa industri unggulan Indonesia, di antaranya kimia, permesinan, 
otomotif dan makanan. Adanya IEU CEPA juga diharapkan mampu membantu Indonesia 
untuk melakukan diversifikasi input yang dibutuhkan produksi dalam negeri dan mengurangi 
ketergantungan dengan negara lain, seperti yang berasal dari China.

Kompetisi dari Impor
Dari berbagai diskusi yang dilakukan terkait studi ini, pelaku usaha atau industri dalam 

negeri pada umumnya merasa tidak khawatir dengan perjanjian ini. Hal ini dikarenakan 
adanya keunggulan komparatif antara produk dalam negeri dan produk yang diimpor dari 
EU, serta komplementaritas yang tinggi. Diferensiasi produk dan harga yang cenderung 
lebih mahal bagi konsumen dalam negeri membuat pelaku usaha dalam negeri memiliki 
persepsi bahwa ada perbedaan pasar antara produk yang mereka hasilkan dengan produk 
impor yang berasal dari EU.

Secara umum, pelaku usaha atau industri dalam negeri, baik yang berorientasi ekspor 
maupun yang bergantung pada bahan yang berasal dari luar negeri, umumnya berharap 
adanya perbaikan fasilitasi perdagangan, serta informasi yang lebih baik terkait potensi 
dan regulasi perdagangan barang. Pelaku usaha yang bersaing dengan produk impor 
dari EU memiliki harapan besar agar pemerintah mampu memfasilitasi segala hal untuk 
peningkatan daya saing produk domestik.

Hal lain yang juga menjadi permasalahan adalah terkait dengan biaya logistik dan 
transportasi. Perbaikan kualitas infrastruktur, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, harus 
terus dilakukan secara merata. Hal ini penting untuk memberikan akses seluas-luasnya 
bagi pasar serta mendorong adanya peningkatan volume dan nilai perdagangan di dalam 
negeri. Di samping infrastruktur, ketersediaan jasa-jasa yang dapat mendukung produksi 
juga sangat penting untuk meningkatkan daya saing. Bab berikutnya mencoba melihat 
bagaimana IEU CEPA akan memfasilitasi perdagangan jasa yang berpotensi mendukung 
daya saing industri dan produk Indonesia.
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3.
PERDAGANGAN 
JASA INDONESIA 
DAN UNI EROPA
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PERJANJIAN DALAM PERDAGANGAN jasa merupakan salah satu bagian penting 
dalam IEU CEPA. Sektor jasa, seperti jasa keuangan, komunikasi, perhubungan, 
perdagangan, jasa bisnis dan juga termasuk pariwisata, telah menjadi bagian 
yang semakin penting dalam perekonomian dan perdagangan internasional. 

Perdagangan jasa pada tingkatan global diperkirakan telah mencapai 7% dari PDB dunia 
dengan pertumbuhan sebelum masa pandemi mencapai lebih dari 7% per tahun, lebih tinggi 
dari pertumbuhan perdagangan barang15. Di masa pandemi, perdagangan jasa mengalami 
penurunan hingga 30% pada kuartal dua tahun 2020 dibandingkan dengan kuartal yang 
sama di tahun sebelumnya (WTO, 2020), terutama dengan menurunnya pariwisata serta 
sulitnya mobilitas manusia. Meskipun demikian, di masa pandemi terlihat meningkatnya 
perdagangan jasa yang dapat dilakukan melalui platform digital.

Perjanjian jasa ini diharapkan akan memfasilitasi aktivitas perdagangan, terutama antara 
negara-negara Uni Eropa dengan Indonesia, terutama melalui empat elemen. Yang pertama, 
perjanjian dalam perdagangan jasa akan memberikan akses pasar yang lebih luas untuk 
aliran jasa lintas batas antara kedua perekonomian. Kedua, perjanjian ini akan memberikan 
akses yang lebih besar bagi investasi terkait  penyediaan produk jasa yang berasal dari 
Indonesia dan negara-negara Uni Eropa. Ketiga, perjanjian ini juga seharusnya dapat 
memfasilitasi dan membuka keleluasaan atas pergerakan individu pemberi jasa, baik yang 
terkait dengan perusahaan maupun perorangan, dari satu perekonomian ke yang lainnya. 
Yang keempat, perjanjian ini juga diharapkan dapat menciptakan kerangka regulasi sektor 
jasa yang lebih baik dengan memperhatikan berbagai prinsip transparansi dan menghindari 
praktik yang memberatkan dunia usaha.

Bagian ini akan mendiskusikan beberapa aspek terkait dengan perjanjian perdagangan 
jasa dalam IEU CEPA dengan melihat potensi dari pemanfaatan perdagangan jasa dari 
perspektif Indonesia. Setelah melihat pola perdagangan jasa antara Indonesia dan Uni Eropa, 
bagian ini akan membahas kontribusi dan peran dari sektor jasa dalam aktivitas ekonomi 
dan bagaimana perdagangan jasa dapat meningkatkan daya saing perdagangan. Selain itu, 
bagian ini juga akan mendiskusikan beberapa hal terkait kebijakan jasa di Indonesia dan 
tantangan dalam perjanjian IEU CEPA.

PERAN JASA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Peran dan kontribusi sektor jasa dalam perekonomian Indonesia dapat dipandang 
dari empat sisi yang berbeda tetapi berhubungan. Aspek pertama adalah kontribusi 
sektor jasa dalam penciptaan nilai tambah perekonomian, yang tercermin dalam PDB.  
Seiring dengan semakin majunya perekonomian Indonesia, proporsi sektor jasa dalam PDB 

15 UNCTAD Handbook of Statistics 2019 memperkirakan bahwa pada tahun 2017 dan 2018 perdagangan jasa tumbuh  
 sekitar 8%, meskipun pada tahun 2019, pertumbuhannya melambat hingga di bawah 3%.
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juga terlihat terus meningkat. Pada awal 2000an, kontribusi sektor jasa berkisar pada 45% 
dan meningkat terus hingga mencapai 55% dalam beberapa tahun terakhir.

Aspek kedua adalah kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Saat ini 55% dari 
angkatan kerja Indonesia bekerja di berbagai sektor jasa, meningkat pesat dibandingkan 
kondisi dua dekade lalu, dimana kurang dari 45%. Selain peningkatan jumlah, terjadi juga 
pergeseran tenaga kerja kearah sektor jasa yang lebih produktif seperti sektor keuangan, 
telekomunikasi, serta jasa profesional dan bisnis, seiring dengan meningkatnya permintaan 
terhadap jasa tersebut.

Aspek ketiga dari kontribusi sektor jasa terkait dengan peran sektor ini dalam mendukung 
aktivitas di sektor ekonomi lainnya. Aspek ini menjadi sangat penting, karena dengan 
semakin berkembangnya perekonomian, aktivitas ekonomi akan menjadi lebih tergantung 
pada output sektor jasa yang berkualitas dan dapat diandalkan. Perdagangan di sektor jasa 
akan dapat membantu tersedianya berbagai jasa yang diperlukan dan belum dapat dipenuhi 
oleh penyedia jasa di dalam negeri.

Aspek keempat dari kontribusi sektor jasa adalah jasa sebagai produk yang dapat 
diperdagangan ke luar negeri. Dengan semakin masifnya perdagangan internasional 
disertai perkembangan teknologi, jasa tidak lagi dapat dianggap sebagai barang non-
tradables yang tidak dapat diperdagangkan. Ekspor produk jasa yang berdaya saing tinggi 
dapat meningkatkan neraca perdagangan dan neraca berjalan Indonesia.

Bagian ini akan mencoba melihat dua kontribusi terakhir, jasa dalam mendukung 
perekonomian dan dalam mendukung perdagangan, secara lebih mendalam.

JASA SEBAGAI INPUT DALAM AKTIVITAS EKONOMI

Output dari sektor jasa dapat digunakan secara langsung sebagai konsumsi akhir oleh 
konsumen (tanpa perlu pengolahan lebih lanjut), atau menjadi input bagi aktivitas ekonomi 
lainnya. Dengan menggunakan Tabel Input-Output (IO) perekonomian Indonesia, terlihat 
bahwa 29% dari permintaan terhadap output dari sektor jasa digunakan oleh sektor-sektor 
produksi sendiri (Gambar 3.1), sementara 71% output sektor jasa dipergunakan oleh 
konsumen sebagai konsumsi akhir. Sektor yang paling banyak menggunakan output dari 
sektor jasa adalah sektor jasa itu sendiri yang menyerap 21%, diikuti oleh sektor manufaktur.

Angka penggunaan output sektor jasa sebagai input antara di dalam produksi Indonesia 
cenderung rendah dibandingkan negara lain di kawasan. Di Thailand, misalnya, hampir 39% 
dari output sektor jasa digunakan sebagai input antara di perekonomian. Di Malaysia, angka 
ini mencapai 45% sementara di Tiongkok, 50% dari jasa yang dihasilkan dipergunakan 
sebagai input antara untuk produksi yang lainya16.

16 Angka proporsi sektor jasa ini dihitung dengan menggunakan Tabel Input Output yang disediakan oleh OECD,  
 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IOTS
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Gambar 3.1 Proporsi Output Sektor Jasa Menurut Penggunaan dan Sektor Pengguna

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan Input-Output BPS 2010

Ada beberapa hal yang dapat dipelajari lebih jauh dari rendahnya proporsi jasa yang 
digunakan sebagai input antara. Dari sisi produksi jasa, hal ini dapat mengindikasikan 
bahwa mayoritas jasa yang dihasilkan di Indonesia lebih ditujukan untuk pemakaian 
akhir oleh konsumen dengan kualitas yang tidak cukup untuk menjadi input antara. 
Sebagai input antara dalam bidang produksi, jenis dan kualitas output sektor jasa biasanya 
lebih tinggi dibandingkan dengan untuk permintaan akhir. Produktivitas dari sektor jasa 
yang sama juga biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan output jasa yang digunakan oleh 
konsumen akhir.

Indikasi ini juga diperkuat dengan proporsi produk jasa impor yang digunakan sebagai 
input antara. Sekitar 62% dari produk jasa impor dipergunakan sebagai produk antara, 
sementara hanya 38% yang menjadi konsumsi akhir. Ini merupakan indikasi bahwa 
kontribusi dari sektor jasa Indonesia terhadap aktivitas ekonomi cenderung lebih rendah 
dibandingkan negara-negara yang setara.

Rendahnya penggunaan output sektor jasa ini juga mengindikasikan masih belum 
optimalnya perkembangan sektor-sektor produksi yang menggunakan produk jasa. 
Perekonomian yang semakin berkembang akan semakin membutuhkan produk jasa yang 
berkualitas. Eichengreen (2009) menunjukkan bahwa ada dua gelombang perkembangan 
sektor jasa di berbagai perekonomian, dimana gelombang kedua terjadi di negara yang lebih 
maju akibat kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan berbagai sektor lainnya. Dengan 
menggunakan model input-output linkages, Lee dan Mckibbin (2014) memperlihatkan 
bahwa pertumbuhan produktivitas di sektor jasa mendorong perkembangan sektor-sektor 
lainnya di perekonomian Asia.

Untuk melihat lebih jauh, kebutuhan akan produk-produk jasa di perekonomian Indonesia, 
analisis akan menggunakan dua indikator yang dihitung menggunakan Tabel Input-Output 
Indonesia tahun 2010. Studi ini menganalisis beberapa indikator berdasarkan transaksi total 
atas harga dasar untuk setiap sektor dalam Tabel Input-Output, seperti jumlah permintaan 
(kode 3100), ekspor barang (kode 3050), dan ekspor jasa (kode 3060). Permintaan domestik 
diperoleh dengan mengeliminasi komponen ekspor dari total permintaan tersebut. 
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Selanjutnya, output domestik didefi nisikan sebagai produksi dalam negeri yang terekam 
dalam komponen berkode 7000. Dengan demikian, proporsi permintaan domestik dapat 
diperoleh dengan membandingkan kedua nilai tersebut, sebagaimana tercermin dalam 
formula berikut. Jika nilainya lebih besar dari 100, maka sektor tersebut mengalami 
kelebihan permintaan. Sedangkan, jika nilainya lebih kecil dari 100, maka sektor tersebut 
mengalami kelebihan penawaran.

Selain itu, disini juga diamati bagaimana sektor jasa menjadi input untuk sektor lainnya. 
Hal ini dikenal sebagai forward linkage (FL) yang merupakan keterbalikan (invers) dari 
kerterbalikan ke belakang atau yang dapat diformulasikan dalam persamaan di bawah ini, di 
mana FLi adalah nilai total forward linkage dari produk sektor i dan aij adalah koefi sien input-
output Leontief. Nilai total forward linkage (FL) yang lebih dari 1 mengindikasikan tingginya 
keterkaitan sektor jasa tersebut sebagai input untuk memproduksi output di sektor lain.

FL mencerminkan sejauh mana output suatu sektor digunakan oleh sektor lain sebagai 
input. Ini menunjukkan peningkatan nilai total output di semua sektor per unit kenaikan 
harga input primer di sektor tertentu. FL juga dapat diartikan sebagai efek peningkatan 
biaya. Perubahan dalam biaya input akan ditransmisikan ke seluruh perekonomian, sehingga 
akhirnya akan meningkatkan harga produk pengguna tadi. Misalnya, dengan FL sebesar 2,2, 
kenaikan biaya sebesar Rp 1000 di sektor keuangan perbankan akan meningkatkan biaya 
di seluruh sektor pengguna sebesar Rp 2200. Semakin efi sien sektor jasa dengan forward 
linkage tinggi akan semakin meningkatkan daya saing perekonomian.

Tabel 3.1 menunjukkan bagaimana kondisi permintaan, penawaran, dan keterkaitan 
ke depan (forward linkage) dari 44 sektor jasa yang tercakup dalam Tabel Input-output 
Indonesia. Sebagian besar produk jasa, yakni sebanyak 23 produk, mengalami kelebihan 
permintaan di mana nilai permintaan domestiknya lebih besar daripada produksi dalam 
negerinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan impor produk jasa 
tersebut. Produk jasa yang paling tinggi keperluan impornya adalah jasa lingkungan dan 
pesawat terbang yang masing-masing mencapai 27 dan 12 kali produksi dalam negeri.

Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di atas, dimana impor produk jasa cenderung 
akan digunakan sebagai input antara, terutama untuk berbagai produk jasa yang memang 
masih sulit tersedia di perekonomian Indonesia.
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Tabel 3.1 Kondisi Permintaan, Penawaran, dan Forward Linkage Sektor Jasa Indonesia

No Sektor Proporsi 
Permintaan 
Domestik

Status Total 
Forward 
Linkage

1 Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan 
Rel

100,18 Excess Demand 2,646

2 Jasa Keuangan Perbankan 102,16 Excess Demand 2,213

3 Bangunan & Instalasi Listrik, Gas, Air 
Minum Dan Komunikasi

100,02 Excess Demand 1,381

4 Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis 113,19 Excess Demand 1,264

5 Jasa Lembaga Keuangan Lainnya 100,29 Excess Demand 1,201

6 Jasa Penyiaran dan pemrograman, 
Film dan Hasil Perekaman Suara

112,32 Excess Demand 1,152

7 Jasa Konsultasi komputer dan 
teknologi informasi

110,76 Excess Demand 1,086

8 Jasa Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan

100,01 Excess Demand 1,071

9 Jasa asuransi 109,85 Excess Demand 1,02

10 Prasarana Pertanian 100,1 Excess Demand 1,015

11 Jasa Pemerintahan Umum 100,09 Excess Demand 0,957

12 Bangunan Tempat Tinggal Dan Bukan 
Tempat Tinggal

100,07 Excess Demand 0,937

13 Penyediaan Akomodasi 110,29 Excess Demand 0,881

14 Jasa Penunjang Angkutan 100,96 Excess Demand 0,849

15 Jasa Angkutan Udara 105,07 Excess Demand 0,819

16 Jasa Real Estate 100,58 Excess Demand 0,787

17 Kapal Dan Jasa Perbaikannya 181,25 Excess Demand 0,748

18 Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 
Swasta

103,26 Excess Demand 0,707

19 Kereta Api Dan Jasa Perbaikannya 188 Excess Demand 0,65

20 Jasa Pendidikan Swasta 101,72 Excess Demand 0,607

21 Pesawat Terbang Dan Jasa 
Perbaikannya

1245,77 Excess Demand 0,594

22 Jasa Angkutan Rel 105,29 Excess Demand 0,538

23 Pengelolaan Sampah, Limbah dan 
Daur Ulang

2782,73 Excess Demand 0,523

24 Jasa perawatan dan perbaikan 
produk-produk logam pabrikan, mesin-
mesin dan peralatan

100 Balance 0,653

25 Reparasi Barang Rumahtangga dan 
Pribadi Lainnya

100 Balance 0,561

26 Jasa Dana Pensiun 100 Balance 0,682

27 Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan 100 Balance 0,657

28 Bangunan Lainnya 100 Balance 0,575

29 Jasa pertambangan minyak bumi dan 
gas alam

100 Balance 0,616
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30 Jasa pertambangan dan penggalian 
lainnya

100 Balance 0,895

31 Reparasi dan Perawatan Mobil dan 
Sepeda Motor

100 Balance 1,091

32 Jasa Pendidikan Pemerintah 99,87 Excess Supply 0,531

33 Jasa Lainnya 99,71 Excess Supply 0,847

34 Jasa Kesehatan Pemerintah 99,61 Excess Supply 0,534

35 Penyediaan Makan dan Minum 99,58 Excess Supply 0,969

36 Jasa Pemerintahan Lainnya 98,95 Excess Supply 0,515

37 Jasa Telekomunikasi 98,87 Excess Supply 1,783

38 Jasa Angkutan Sungai Danau dan 
Penyeberangan

98,02 Excess Supply 0,633

39 Jasa Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi 95,71 Excess Supply 0,635

40 Jasa Persewaan dan Jasa Penunjang 
Usaha

93,57 Excess Supply 1,708

41 Jasa Angkutan Laut 92,53 Excess Supply 0,699

42 Jasa Pos dan Kurir 88,5 Excess Supply 0,599

43 Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor 84,5 Excess Supply 1,273

44 Perdagangan selain Mobil dan Sepeda 
Motor

84,5 Excess Supply 7,192

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan Input-Output BPS 2010

Lebih lanjut lagi, 10 dari 23 sektor-sektor yang kebutuhan akan produknya tinggi memiliki 
peran signifikan sebagai penyedia input bagi sektor lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai FL 
yang lebih dari 1. Jasa angkutan darat dan jasa keuangan perbankan memiliki keterkaitan 
ke depan yang paling tinggi, yakni masing-masing 2,6 dan 2,2. Jasa professional dan bisnis, 
yang juga memiliki nilai FL cukup tinggi, masih belum cukup tersedia di dalam negeri. 

Impor berbagai produk jasa tersebut masih dibutuhkan agar dapat mendukung aktivitas 
di sektor produksi lainnya. Tingginya hambatan impor produk jasa akan berimplikasi pada 
sulitnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri sehingga menghambat produktivitas sektor-
sektor lainnya. Tulisan ini akan membahas berbagai hambatan atas perdagangan produk 
jasa tersebut. Tetapi sebelumnya, akan dibahas terlebih dahulu peran sektor jasa dalam 
perdagangan.

PERDAGANGAN JASA DAN PERAN SEKTOR JASA DALAM PERDAGANGAN

Selain perdagangan barang, perdagangan jasa juga merupakan salah satu aspek yang 
penting di dalam hubungan ekonomi Indonesia dan negara-negara Uni Eropa.  Indonesia 
pada dasarnya secara konsisten menjadi net importer dengan Uni Eropa terkait dengan 
perdagangan jasa. Berdasarkan Gambar 3.2, baik nilai ekspor jasa Uni Eropa ke pasar 
Indonesia dan nilai impor jasa Uni Eropa dari Indonesia mengalami tren peningkatan sejak 
tahun 2011, meskipun selama periode 2011-2017 Indonesia cenderung mengalami defisit.
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Gambar 3.2 Neraca Perdagangan Jasa EU-Indonesia, 2011-2017 

Sumber: Eurostat

Sementara itu, secara lebih detail berdasarkan sektor jasa, selama periode 2012-2018, 
Indonesia mampu mencatatkan surplus dalam perdagangan jasa di sektor perjalanan 
(travel) serta hukum dan jasa manajemen (legal and management services). Surplus 
perdagangan jasa di sektor perjalanan mencapai kisaran € 590 juta - € 1,2 miliar, sedangkan 
di sektor hukum dan jasa manajemen mencapai kisaran € 90 juta - € 200 juta. Sementara 
itu, Indonesia cenderung bergantung pada beberapa sektor jasa yang berasal dari EU, di 
antaranya sektor transportasi, komunikasi, komputer dan informasi teknologi, keuangan, dan 
jasa lainnya. Di tahun 2018, defi sit terbesar terjadi di sektor jasa lainnya yang meliputi jasa 
riset dan pengembangan, jasa profesional dan konsultasi manajemen, operasi penyewaan, 
jasa terkait perdagangan, dan jasa bisnis lainnya.

Tabel 3.2 Ekspor Perdagangan Jasa Indonesia Terhadap EU, 2012-2018

Sektor Jasa
Net Ekspor Indonesia terhadap EU (dalam juta Euro)

2012 2014 2016 2018
Transportasi -253.7 -229.2 -339.1 -395.2

Jasa Perjalanan 594.1 674.0 811.0 1,255.2

Jasa Komunikasi -566.2 -736.7 -497.1 -397.3

Jasa Konstruksi -15.5 -68.9 -26.6 -69.6

Jasa Asuransi -99.0 -78.6 -75.0 -66.7

Jasa Keuangan -174.8 -196.3 -143.7 -154.7

Jasa Komputer dan IT -539.1 -713.8 -443.0 -358.9

Jasa Hukum dan Manajemen 232.8 140.5 94.3 163.0

Jasa Teknik dan Mekanik -162.0 -148.9 -148.9 -120.0

Jasa Lain -93.0 -121.4 -905.8 -1,900.6

PCRS 12.1 -6.0 -67.4 7.4

Jasa Pemerintah -87.6 -27.5 -31.1 -24.1

Total Jasa -1,542.4 -1,761.6 -1,915.2 -2,303.8

Sumber: Eurostat
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Secara keseluruhan, berdasarkan Tabel 3.3, nilai perdagangan jasa antara Indonesia 
dan Uni Eropa terus mengalami peningkatan sejak 2012 di hampir semua produk jasa. 
Jika dilihat dari persentase perubahannya, meskipun kecil, namun dapat terlihat bahwa 
pertumbuhan nilai perdagangan jasa antara Indonesia dan Uni Eropa  cenderung positif, baik 
itu di periode 2012-2014 maupun periode 2016-2018. Di tahun 2018, nilai perdagangan jasa 
bahkan mencapai €7 miliar yang disokong secara berurutan oleh sektor lainnya, perjalanan, 
transportasi, komunikasi, serta komputer dan informasi teknologi.

Tabel 3.3 Nilai Perdagangan Jasa Indonesia Terhadap Uni Eropa, 2012-2018

Sektor Jasa
Total Perdagangan Indonesia-EU % 

Perubahan 
2012-2014

% 
Perubahan 
2016-20182012 2014 2016 2018

Transportasi 1,168.7 1,008.6 1,293.3 1,408.2 -0.137 0.089

Jasa Perjalanan 1,007.3 1,121.6 1,502.2 1,995.2 0.113 0.328

Jasa Komunikasi 668.6 817.9 546.5 560.7 0.223 0.026

Jasa Konstruksi 197.3 143.9 78.4 100.0 -0.271 0.276

Jasa Asuransi 140.6 109.8 105.0 110.3 -0.219 0.050

Jasa Keuangan 227.6 276.1 340.7 219.7 0.213 -0.355

Jasa Komputer dan IT 567.3 734.8 450.6 473.1 0.295 0.050
Jasa Hukum dan 
Manajemen 232.8 140.5 94.3 163.0 -0.396 0.729

Jasa Teknik dan Mekanik 233.6 197.3 212.3 232.2 -0.155 0.094

Jasa Lain 580.6 626.2 1,774.8 2,256.4 0.079 0.271

PCRS 28.7 33.4 125.4 41.6 0.164 -0.668

Jasa Pemerintah 184.6 96.1 94.7 107.5 -0.479 0.135

Total Jasa 5,312.8 5,338.4 6,664.0 7,751.6 0.005 0.163

Sumber: Eurostat

Dua hal yang patut menjadi catatan dalam melihat statistik perdagangan jasa  
di atas. Pertama, angka ini hanya merepresentasikan arus perdagangan produk jasa 
secara lintas batas. Dalam jargon perdagangan internasional, statistik ini hanya 
memperlihatkan perdagangan jasa Mode 1, dimana produk jasa diperdagangkan secara 
lintas batas (contohnya produk jasa asuransi yang dijual secara lintas batas), serta Mode 2,  
dimana konsumen pergi ke negara lain untuk mengkonsumsi jasa yang diperdagangkan 
(contohnya wisatawan yang pergi ke negara lain)17. Data tersebut tidak menggambarkan 
data perdagangan jasa untuk Mode 3 dan Mode 4. 

Statistik untuk perdagangan jasa dalam kedua bentuk ini lebih sulit untuk diukur dan 
dikumpulkan. Tetapi negara-negara Uni Eropa telah mengumpulkan data Foreign Affiliates 
Trade Statistics (FATS) yang dapat menjadi indikasi untuk perdagangan jasa melalui  
Mode 3. Tabel 3.4 memperlihatkan turnover usaha perusahaan-perusahaan yang berasal 
dari negara-negara Uni Eropa sejak tahun 2010 hingga 2017. Ini bisa diartikan sebagai 
“ekspor” jasa Uni Eropa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

17 WTO/GATS membagi perdagangan jasa dalam empat cara pengiriman: Mode 1, Mode 2, Mode 3 dan Mode 4.  
 Mode 3 dan 4 adalah perdagangan jasa dimana penyedia jasa berada di negara di mana konsumen berada. Perbedaannya  
 adalah untuk Mode 3 penyedia jasa adalah perusahaan sehingga membutuhkan investasi luar negeri, sementara untuk  
 Mode 4 penyedia jasa adalah perorangan (yang dapat melayani konsumen secara langsung ataupun  
 melalui perusahaan).
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Terlihat bahwa “ekspor” jasa dari Uni Eropa selama periode tersebut cenderung stabil di 
tingkatan 6 hingga 8 milliar Euro. Ini kebanyakan terjadi dalam bidang perdagangan eceran 
dan besar serta sektor keuangan, yang berkontribusi sekitar 80% dari perdagangan jasa 
melalui kegiatan perusahaan-perusahaan Uni Eropa di Indonesia. “Impor” jasa Indonesia 
dapat terlihat melalui Mode 3 ini.

Tabel 3.4 Foreign Affiliate Trade Statistics Sebagai Perdagangan Mode 3 (€ Million)

Sektor Jasa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Konstruksi 127 238 273 322 409 333 340 286

Perdagangan grosir dan 
eceran; perbaikan kendaraan 
bermotor dan sepeda motor

2164 2461 1924 1586 1878 2233 2193 2315

Transportasi dan 
penyimpanan 466 - - 568 473 534 639 -

Akomodasi dan jasa 
makanan 16 42 68 37 38 45 45 37

Informasi dan komunikasi 698 137 114 84 120 549 678 522

Aktivitas keuangan dan 
asuransi 2897 3274 3945 3285 - 3126 4271 4006

Perumahan - - - - - - - -

Aktivitas profesional, 
saintifik, dan teknis 201 - - 463 371 582 798 605

Aktivitas administrasi - - - - - - - -

Edukasi - - - - - - - -

Kesehatan dan pekerjaan 
sosial - - - - - - - -

Kesenian dan hiburan 0 0 - 0 0 0 0 0

Jasa lainnya - - - - - - - -

Total 6569 6,52 6324 6345 3289 7402 8964 7771

Lebih jauh lagi, produk jasa juga dapat diperdagangkan secara tidak langsung.  
Dengan semakin kompleksnya proses produksi, jasa akan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan di dalam produk barang, termasuk barang-barang yang diekspor maupun 
diimpor. Proporsi jasa dalam barang yang diperdagangkan juga dapat menjadi indikator 
tingkat kompleksitas dan kualitas barang yang diperdagangkan. Semakin tinggi kualitas 
barang, semakin tinggi proporsi jasa yang dipergunakan dalam produksi dan konsumsinya.

Gambar 3.3 memberikan gambaran mengenai proporsi jasa yang terkandung dalam 
ekspor beberapa negara di Asia Timur dan Tenggara, termasuk Indonesia, pada tahun  
2014-2016. Ada beberapa hal yang dapat dipelajari dari informasi dalam gambar ini. 
Pertama, proporsi jasa dalam ekspor Indonesia (31%) relatif kecil dibandingkan negara-
negara lain di kawasan, kecuali Vietnam. Kedua, proporsi jasa terlihat semakin rendah untuk 
ekspor produk-produk manufaktur (21%), bahkan dibandingkan dengan Vietnam (26%). 
Ini mengindikasikan rendahnya kompleksitas dan kualitas produk manufaktur Indonesia 
dibandingkan negara lain.

Selain itu, data ini juga menunjukkan bahwa asal dari jasa yang terkandung dalam 
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produk ekspor dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kecuali untuk Jepang, 
yang perekonomiannya sudah matang, kebanyakan negara di kawasan mengandalkan jasa 
dari luar negeri untuk mendukung ekspor mereka. Produk ekspor Indonesia cenderung 
lebih banyak mengandalkan sektor jasa domestik, padahal seperti dijelaskan sebelumnya, 
kebanyakan sektor jasa Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan jasa dari 
berbagai sektor perekonomian. Rendahnya proporsi jasa dari luar negeri semakin terlihat 
pada produk ekspor manufaktur dimana proporsinya hanya sekitar 5%, sementara negara 
lain dapat mencapai di atas 15% seperti Thailand dan Vietnam. Bahkan Tiongkok dengan 
perekonomian yang besar masih mencatatkan proporsi sekitar 8%.

Gambar 3.3 Proporsi Jasa Dalam Ekspor 2014-2016 (%)

Sumber: OECD TIVA Database

Rendahnya proporsi jasa dari luar negeri dalam ekspor Indonesia kemungkinan 
menjadi salah satu faktor di belakang rendahnya daya saing produk ekspor. Kondisi ini 
menyebabkan sektor produksi Indonesia, termasuk manufaktur, mengalami kesulitan 
dalam memanfaatkan produk-produk jasa yang diperlukan, berbeda dengan sektor produksi 
di negara lain yang dapat memanfaatkan jasa dari luar negeri. Rendahnya proporsi jasa 
“impor” dalam ekspor Indonesia terkait dengan restriksi untuk impor jasa, yang cenderung 
masih cukup tinggi.

HAMBATAN PERDAGANGAN JASA INDONESIA

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mengeluarkan 
Services Trade Restriction Indicators (STRI) yang mengukur kebijakan dan restriksi yang 
mempengaruhi perdagangan jasa di suatu perekonomian. Berbagai indikator tersebut 
dikelompokkan dalam lima kategori utama: (i) restriksi terhadap masuknya penyelenggara 
jasa asing, (ii) restriksi atas lalu lintas manusia, (iii) hambatan persaingan, transparansi 



61MEMETIK KEUNTUNGAN DARI PERJANJIAN IEU CEPA

regulasi, dan (v) aturan lainnya. Gambar 3.4 memberikan informasi mengenai restriksi di 
beberapa sektor jasa penting yang berperan sangat besar dalam produksi dan perdagangan, 
misalnya logistik dan pergudangan, jasa maritim, keuangan, maupun telekomunikasi untuk 
beberapa negara di kawasan, termasuk Indonesia.

Dari Gambar 3.4 terlihat bahwa di hampir semua jasa tersebut Indonesia menerapkan 
restriksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, kecuali untuk sektor 
telekomunikasi, dimana Tiongkok cenderung menetapkan restriksi yang sangat ketat. Ini 
menjadi indikasi sulitnya melakukan impor jasa ke Indonesia, yang menjadikan sektor 
produksi mengalami kesulitan mendapatkan akses untuk jasa yang dibutuhkan. Di 
sini juga terlihat bahwa restriksi yang utama mengambil bentuk pembatasan terhadap 
masuknya penyelenggara jasa asing yang semakin menyulitkan tersedianya jasa di dalam 
perekonomian Indonesia.

Gambar 3.4 STRI Beberapa Negara dan Sektor di Asia Tenggara dan Timur

Sumber: OECD STRI Database

Sektor telekomunikasi merupakan salah satu sektor jasa yang terpenting, apalagi 
dengan semakin pentingnya ekonomi digital dan internet. Sayangnya sektor telekomunikasi 
di Indonesia masih cenderung tertutup. Di masa lalu sektor ini dimonopoli oleh badan usaha 
milik negara (BUMN). Tetapi pemerintah telah membuka sektor tersebut dan memberikan 
peluang kerja sama dengan mitra asing, terutama dalam bidang telekomunikasi seluler dan 
jaringan data. Meskipun begitu masih banyak regulasi yang belum mendukung perdagangan 
dalam bidang telekomunikasi, baik pada akses pasar maupun regulasi domestik. Partisipasi 
luar negeri dalam investasi di bidang ini, misalnya, dibatasi hingga 65%. Regulasi domestik 
juga sering tidak mendukung pengembangan dan perdagangan jasa telekomunikasi, seperti 
pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi, ataupun regulasi mengenai harga 
jasa telekomunikasi.

Pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada bulan Oktober lalu telah memberikan 
sentimen positif pada pelaku usaha di sektor industri ini. Konsep Infrastructure Sharing 
yang dituangkan dalam peraturan tersebut mengizinkan baik perusahaan kecil dan besar 
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untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dalam usaha memperluas jaringan 
mereka. Lebih lanjut, sektor telekomunikasi juga akan lebih terbuka kepada investor asing. 
Beberapa sektor telekomunikasi akan dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI) terbaru 
2020 dan terbuka untuk para investor, termasuk dari luar negeri.

Sektor transportasi, yang sangat penting dalam mendukung produksi dan perdagangan, 
juga masih cenderung tertutup. Dari sisi partisipasi asing, sektor ini membatasi kepemilikan 
sebesar 49%. Bahkan untuk beberapa sub-sektor, seperti transportasi darat dan transportasi 
laut skala kecil, sama sekali tertutup bagi penyelenggara asing. Selain itu, asas cabotage, 
yang mengharuskan jasa transportasi laut antar pulau hanya dilayani oleh penyelenggara 
domestik, masih diberlakukan dan membatasi penggunaan jasa transportasi laut yang lebih 
efisien dan berkualitas.

UU Cipta Kerja membawa beberapa perubahan di dalam sektor transportasi ini. UU 
tersebut merubah berbagai undang-undang yang berlaku di transportasi laut, udara dan 
darat. Selain itu, beberapa sub-sektor juga akan keluar dari DNI, dan memberikan keleluasaan 
lebih luas bagi investasi di sektor ini.

Sektor lain yang juga patut mendapatkan perhatian adalah sektor keuangan yang dapat 
dikatakan sebagai nadi dan jantung dari perekonomian. Sektor ini relatif terbuka dalam hal 
partisipasi kepemilikan asing dalam institusi keuangan, dengan batasan mencapai 80% 
untuk asuransi dan 85% untuk multifinance, meskipun pemegang saham perbankan hanya 
boleh memiliki hingga 40%, baik untuk pemilik asing maupun domestik untuk menghindari 
kontrol yang terlalu kuat. Regulator jasa keuangan cenderung menutup akses pasar 
bagi penyelenggara jasa asing yang menyelenggarakan jasanya dari luar negeri (Mode 1 
delivery), dengan pertimbangan kesulitan dalam memberikan perlindungan konsumen dan 
penerapan asas prudensial.

Saat ini ada pertimbangan dari pemerintah dan parlemen untuk mempersiapkan UU 
Omnibus Law Sektor Keuangan yang dicanangkan untuk mengembangkan dan menguatkan 
sektor keuangan Indonesia. Disamping ditujukan untuk menyelesaikan berbagai 
permasalahan stabilitas sistem keuangan, RUU ini juga kemungkinan akan menangani 
beberapa permasalahan terkait kepemilikan, termasuk mendorong kepemilikan asing yang 
lebih besar di sektor perbankan untuk dapat menumbuhkan sektor jasa tersebut.

POTENSI DARI KESEPAKATAN PERDAGANGAN JASA 

IEU CEPA membuka kesempatan bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan perdagangan 
jasa secara lebih optimal. Kesempatan tersebut dapat mengambil bentuk sebagai potensi 
ekspor produk jasa Indonesia ke negara Uni Eropa. Meskipun neraca perdagangan jasa 
Indonesia masih mengalami defisit tetapi ada beberapa jasa dari Indonesia yang mempunyai 
potensi untuk ditingkatkan ekspornya memanfaatkan perjanjian ini.

Indonesia Services Dialogue Council (ISD) mengidentifikasi beberapa produk jasa 
dari sektor-sektor di Indonesia yang dapat mempunyai potensi untuk ekspor (2018)18.  

Sektor-sektor seperti konstruksi, jasa bisnis, serta jasa-jasa terkait pariwisata, termasuk 
pada sektor-sektor yang mempunyai potensi pengembangan ekspor.

Jasa konstruksi Indonesia, misalnya, tumbuh secara pesat dengan pertumbuhan 

18 ISD, Roadmap Pemetaan Sektor Jasa Prioritas Dalam Mendukung Pembangunan dan Meningkatkan Daya Saing  
 Ekonomi Nasional
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mencapai hampir 7% setiap tahunnya, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Meskipun 
di tahun 2015 sempat terjadi penurunan yang tajam, yang lebih dikarenakan pengalihan 
ke dalam negeri, ekspor jasa konstruksi terus meningkat termasuk ke negara-negara Uni 
Eropa selama empat tahun belakangan. Permasalahan utama ekspor jasa konstruksi 
Indonesia adalah kapasitas yang terbatas, baik dari sisi kompetensi teknis maupun jasa 
yang ditawarkan. Apalagi biasanya ekspor jasa konstruksi yang besar juga terintegrasi 
dengan fasilitas pembiayaan. Hal ini belum dapat diberikan oleh industri keuangan 
Indonesia, sehingga pelaku jasa masih kesulitan untuk meningkatkan skala dan jenis jasa 
yang diekspor. Selain itu perdagangan jasa ini juga terkendali masalah dari segi sumber 
daya manusia yang masih kurang memiliki sertifikat berstandar internasional.

Meskipun masih relatif kecil, peluang ekspor jasa bisnis dan professional dari Indonesia, 
juga dapat mempunyai peluang besar. Jasa ini meliputi berbagai jasa penunjang bagi 
aktivitas perekonomian dan bisnis, seperti jasa terkait komputer, jasa penelitian dan 
pengembangan, ataupun jasa yang menawarkan berbagai kegiatan back office. Apalagi 
dengan semakin majunya teknologi digital, akan semakin banyak aktivitas jasa tersebut 
yang dapat diperdagangkan melalui platform digital. Rendahnya kualitas sumber daya 
manusia, terutama dalam bahasa dan sertifikasi internasional, masih menjadi salah satu 
penghambat dalam ekspansi produk jasa ini ke luar negeri. Selain itu regulasi juga masih 
menjadi kendala besar. Kebanyakan jasa bisnis masih masuk ke dalam Daftar Negatif 
Investasi (DNI) sehingga banyak usaha internasional yang tidak bisa mendirikan hub 
layanan mereka di Indonesia. Ekspor jasa saat ini juga masih dikenakan pajak pertambahan 
nilai, meskipun semakin banyak yang mendapatkan tingkat pajak 0%.

Sektor pariwisata dan hospitality adalah sektor lain yang punya potensi. Tidak hanya 
Indonesia dapat mengandalkan sektor pariwisata dalam negeri untuk menjadi “ekspor” 
jasa, tetapi ini juga berpeluang untuk pengembangan pelaku usaha pariwisata untuk 
melebarkan sayapnya di luar negeri. Ini termasuk juga memberikan kesempatan kepada 
tenaga kerja di bidang pariwisata Indonesia untuk dapat bekerja dan memberikan jasanya 
di luar negeri, termasuk di negara-negara Uni Eropa. Sekali lagi sertifikasi professional 
sesuai dengan standar internasional menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan potensi 
tersebut. Pengalaman Indonesia dalam mendukung mutual recognition Agreement untuk 
professional di bidang pariwisata akan sangat membantu meningkatkan kemampuan dan 
daya saing sektor tersebut.

Perdagangan Jasa Sebagai Input Antara
Manfaat lain yang dapat diambil dari perdagangan jasa adalah dengan memanfaatkan 

impor jasa yang berasal dari negara-negara Uni Eropa. Kecenderungan perdagangan 
jasa yang defisit antara kedua perekonomian, sesuai dengan kondisi yang ada di dalam 
perekonomian Indonesia. Dengan semakin majunya perekonomian, kebutuhan akan jasa 
yang berkualitas akan semakin meningkat. Jasa tidak lagi menjadi konsumsi akhir dari 
konsumen, tetapi menjadi input antara dalam produksi dan aktivitas ekonomi. Sektor barang 
dan jasa akan semakin membutuhkan jasa, baik dalam mendukung proses produksi, proses 
distribusi dan penjualan, maupun layanan pasca penjualan. Kebutuhan jasa yang meningkat 
akan sulit dipenuhi secara keseluruhan oleh perekonomian yang masih berkembang seperti 
Indonesia. Oleh karena itu, impor bukan hanya menjadi keniscayaan, tetapi menjadi hal yang 
dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi.
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Negara-negara dengan level impor jasa yang tinggi cenderung memiliki daya 
saing yang baik dan kinerja ekspor yang tinggi (Damuri, Atje, Soedijito, 2015). 
Hal ini ditunjukkan dari statistik Trade in Value Added (TiVA) dari tahun 2005-2016 
yang menunjukkan korelasi kuat antara impor jasa dan kinerja ekspor (Gambar 3.5)19

.

Gambar 3.5 Hubungan Impor Jasa dan Ekspor

Sumber: Perhitungan Penulis

Setidaknya, terdapat dua jalur bagaimana impor jasa dapat meningkatkan kinerja ekspor 
secara keseluruhan. Pertama, impor jasa dapat mendorong peningkatan kinerja industri jasa 
dalam negeri sebagai akibat dari tereksposnya pada kompetisi global. Kedua, impor jasa 
menyediakan opsi untuk input jasa yang lebih murah sehingga mendorong efi siensi biaya. 
Kedua hal ini dapat mendorong peningkatan output termasuk yang berorientasi ekspor.

Kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara Uni Eropa harus dapat memfasilitasi 
berbagai kegiatan perdagangan tersebut, baik untuk membuka peluang ekspor Indonesia ke 
Eropa ataupun bagi Indonesia untuk memanfaatkan berbagai peluang tadi.

19  Regresi sederhana untuk pooled data menghasilkan R2=0.9520 and 0.8268 untuk masing-masing indikator.
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) telah menjadi salah satu faktor utama dalam 
mendorong pembangunan ekonomi dan telah mendukung proses industrialisasi di 
Indonesia (e,g, Pangestu (1997), Aswicahyono, et al. (2010)). Berbagai reformasi 
kebijakan di pertengahan 1980an telah mendorong peningkatan aliran masuk 

FDI ke Indonesia secara signifi kan, terutama didorong oleh FDI berorientasi ekspor di 
sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil, garmen dan alas kaki.  Walaupun sempat 
mengalami pembalikan selama krisis keuangan asia 1997-98, kebijakan reformasi lanjutan, 
bersamaan dengan stabilitas makroekonomi dan politik, telah membantu pemulihan arus 
masuk FDI ke Indonesia dan melewati level sebelum krisis di beberapa tahun belakangan ini. 
Meskipun demikian, beberapa elemen proteksionisme dan restriksi dalam berbagai 
bentuknya masih terus berlanjut hingga saat ini, sebagaimana dapat terlihat dalam 
Daftar Negatif Investasi (DNI).

Gambar 4.1 Arus masuk FDI ke Indonesia

Sumber: World Development Indicator (WDI), World Bank (2020)

Perjanjian Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnerships (IEU CEPA) 
menempatkan investasi sebagai salah satu isu dan tujuan yang sangat penting dalam 
klausul perjanjiannya. Perjanjian IEU CEPA diharapkan dapat meningkatkan masuknya 
aliran investasi asing langsung ke Indonesia. Berkurangnya hambatan perdagangan dan 
investasi yang diakibatkan oleh adanya perjanjian ini diharapkan dapat mendorong minat 
investor asing, khususnya yang berasal dari Uni-Eropa, untuk berinvestasi di Indonesia. 
Perjanjian IEU CEPA juga dapat menjadi platform ekspor sekaligus impor bagi Indonesia. 
Dengan adanya IEU CEPA, perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia dapat   
mengimpor barang-barang input atau parts and components yang berkualitas dari Uni Eropa 
dengan lebih mudah dan murah. Perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa menjangkau 
pasar yang luas, bukan hanya Indonesia tapi juga negara-negara ASEAN lain dan Asia Timur 
yang telah memiliki kerjasama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.

Selanjutnya, perjanjian ini juga diharapkan dapat membantu mempercepat dan 
memperlancar pelaksanaan reformasi ekonomi di Indonesia. Dengan adanya perjanjian 
investasi yang terdapat dalam IEU CEPA, diperlukan adanya reformasi regulasi yang 
sesuai dengan hasil negosiasi dalam perjanjian ini. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-
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undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dapat dapat 
membantu mempercepat tercapainya kesepakatan perjanjian IEU CEPA yang saat ini sedang 
dinegosiasikan Selain itu, UU Cipta Kerja juga dapat membantu Indonesia untuk melakukan 
perbaikan dan penyesuaian peraturan dan kebijakan ekonomi di masa depan pada saat IEU 
CEPA diimplementasikan. Pada akhirnya, perjanjian IEU CEPA serta reformasi regulasi dan 
kebijakan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan membantu 
memperluas comparative advantages Indonesia. Tujuannya adalah agar Indonesia tidak 
lagi tergantung dengan sektor-sektor sumber daya alam dan tenaga kerja murah saja. 

Berdasakan pejelasan di atas, bab ini akan mendiskusikan mengenai berbagai isu-
isu terkait dengan FDI, perjanjian perdagangan dan reformasi ekonomi, terutama yang 
secara khusus terkait dengan negosiasi perjanjian IEU CEPA yang sedang berlangsung. 
Pembahasan akan diawali dengan penjelasan mengenai pola dan perkembangan FDI dari 
Uni Eropa di Indonesia.  Selanjutnya akan dibahas tentang faktor pendorong dan penghambat 
FDI khususnya yang berasal dari negara-negara Uni Eropa. Pembahasan mengenai potensi 
manfaat IEU CEPA dalam membantu peningkatan arus masuk FDI ke Indonesia, reformasi 
ekonomi dan pembangunan di Indonesia juga akan didiskusikan dalam bagian ini. Terakhir, 
terdapat pula penjelasan mengenai strategi optimasi dan penyesuaian-penyesuaian 
kebijakan terkait dengan IEU CEPA.

POLA DAN PERKEMBANGAN HUBUNGAN KERJASAMA INVESTASI INDONESIA-EU

Walaupun berfl uktuasi, jumlah proyek dan nilai arus masuk FDI dari negara-negara 
Uni Eropa ke Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. 
Berdasarkan jumlah proyek, FDI dari Uni Eropa ke Indonesia tumbuh dari kurang dari 300 
proyek di 2010 menjadi hampir 4.000 proyek di 2019. Sejalan dengan hal tersebut, nilai arus 
masuk FDI juga meningkat dari sekitar 900 juta USD pada tahun 2010 menjadi lebih dari 2.6 
miliar USD pada 2019 atau meningkat hampir tiga kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir.

Gambar 4.2 Perkembangan FDI dari EU ke Indonesia, 2010-2019

Sumber: BKPM
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FDI dari Uni Eropa ke Indonesia sebagian besar didominasi oleh FDI yang berasal 
dari Belanda, diikuti oleh Jerman dan Prancis. Sejak 2010, Belanda, Jerman dan Prancis 
merupakan tiga negara utama Uni Eropa yang memiliki investasi yang paling besar 
di Indonesia.  Dalam satu dekade terakhir, FDI dari Belanda ke Indonesia cenderung 
mengalami peningkatan dari 608 juta USD pada 2010 menjadi 2 miliar USD pada 2019, 
walaupun dengan fl uktuasi tahunan yang cukup besar. Pada tahun 2019, investasi langsung 
dari Belanda menguasai lebih dari 80 persen total FDI yang berasal dari Uni Eropa, naik dari 
68 persen di 2010. Jerman dan Prancis adalah dua negara anggota Uni Eropa yang memiliki 
investasi terbesar berikutnya setelah Belanda, dimana masing-masing berkontribusi sekitar 
6,2 persen dan 5,8 persen dari total FDI dari Uni Eropa ke Indonesia pada 2019.

Gambar 4.3 Perkembangan FDI dari Uni Eropa ke Indonesia berdasarkan negara, 2010-2019

Sumber: BKPM

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran komposisi sektoral dari FDI yang 
berasal dari Uni Eropa di Indonesia dari sektor sekunder ke arah sektor tersier. Gambar 4.4 
memperlihatkan bahwa selama periode 2012-2015, sektor sekunder (sektor manufaktur) 
mendominasi tujuan FDI dari Uni Eropa ke Indonesia. Namun, sejak 2016 telah terjadi 
perubahan struktural pada FDI dari Uni Eropa ke Indonesia menjadi lebih fokus pada sektor 
tersier (sektor jasa) dan sektor primer (pertambangan). Salah satu penjelasannya adalah 
akibat dari meningkatnya kompetisi dari negara-negara lain seperti Tiongkok, Vietnam, India 
dan Bangladesh khususnya di sektor manufaktur. Negara-negara tersebut dianggap lebih 
berdaya saing dibanding Indonesia khususnya terkait dengan biaya-biaya tenaga kerja. 
Akibatnya, sektor manufaktur padat karya Indonesia, seperti tekstil, garmen dan alas kaki 
menjadi lebih kurang menarik untuk investor asing, termasuk yang berasal dari negara-
negara Uni Eropa.  



69MEMETIK KEUNTUNGAN DARI PERJANJIAN IEU CEPA

Gambar 4.4 Komposisi sektoral FDI dari EU ke Indonesia, 2010-2019

Sumber: BKPM

Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, sektor listrik, air dan gas, dan sektor 
pertambangan merupakan sektor-sektor di Indonesia yang menerima arus masuk FDI 
terbesar dari Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir.  Sektor transportasi, pergudangan 
dan telekomunikasi menguasai lebih dari 38 persen pada tahun 2019. Peranan sektor 
pertambangan dalam total FDI dari Uni Eropa ke Indonesia cenderung mengalami penurunan, 
sedangkan kontribusi sektor listrik, gas dan air cenderung mengalami peningkatan yang 
signifi kan. Pada tahun 2019, sektor listrik, gas dan air bersih berperan sebesar 27,7 persen 
dan sektor pertambangan berkontribusi sebesar 5,4 persen total FDI. Sementara itu, dari 
sektor industri manufaktur, penerima FDI terbesar dari EU didominasi sektor industri kimia 
dan farmasi, sektor industri makanan dan minuman, serta sektor industri mesin, elektronik, 
instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam. Gambar 4.5 memperlihatkan 
sepuluh sektor utama penerima FDI terbesar dari Uni Eropa ke Indonesia selama 
2011-2019.

Gambar 4.5 Lima Sektor Ekonomi Terbesar Penerima FDI dari EU ke Indonesia, 2011-2019

Sumber: BKPM



70

Data-data di atas memperlihatkan bahwa investasi langsung dari Uni Eropa ke Indonesia 
lebih didominasi oleh investasi di sektor jasa dan sektor manufaktur yang padat modal yang 
sedang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. 
Sektor-sektor tersebut juga merupakan sektor-sektor ekonomi dimana Uni Eropa memiliki 
keunggulan. Selain itu, investasi langsung dari Uni Eropa ke Indonesia juga sebagian besar 
dilakukan pada sektor-sektor ekonomi yang secara tradisional merupakan sektor dimana 
Indonesia memiliki comparative advantages karena faktor endowment (kekayaaan alam) 
yang dimiliki seperti sektor pertambangan.

POTENSI IEU CEPA TERHADAP PENINGKATAN FDI KE INDONESIA

Besar atau kecilnya investasi yang masuk ke suatu negara tergantung banyak faktor, 
terutama dipengaruhi oleh keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan multinasional. 
Keputusan perusahaan untuk melayani pasar luar negeri melalui produksi yang dilakukan 
oleh perusahaan afiliasi dibandingkan ekspor langsung didasari oleh motif yang berbeda-
beda. Pada tingkat perusahaan, sebagaimana dikemukan oleh Dunning (1993), terdapat 
empat motif untuk sebuah perusahaan melakukan investasi jenis ini, yaitu: akses terhadap 
sumber daya, akses terhadap pasar, keuntungan dari adanya efisensi dan akuisisi asset-
aset strategis. Serupa dengan itu, Shatz dan Venables (2000) mengemukakan dua alasan 
utama yang mendasari kenapa sebuah perusahaan mau menjadi sebuah perusahaan 
multinasional, yaitu agar dapat lebih baik melayani pasar lokal dan mendapatkan biaya 
input yang lebih murah.

FDI yang bertujuan untuk melayani pasar lokal ini biasa disebut dengan FDI “horizontal” 
atau “market-seeking”, sedangkan FDI yang mencari biaya input yang lebih rendah seringkali 
disebut sebagai FDI “vertikal’ atau “production cost-miximizing”. Motif dari FDI horizontal 
adalah untuk mengurangi biaya-biaya terkait dengan pelayanan pasar (seperti tarif atau 
biaya transportasi) atau agar mampu merespon perubahan kondisi atau preferensi di pasar 
lokal tersebut. Sementara motif FDI vertikal adalah memanfaatkan biaya produksi yang 
lebih efisien dengan melibatkan pemotongan atau pemisahan rantai produksi vertikal dan 
relokasi sebagian rantai produksi ke lokasi yang berbiaya murah. Oleh karena itu, perbedaan 
internasional dari faktor produksi dan harga-harga bahan baku dan teknologi produksi akan 
cenderung mendorong terjadinya FDI vertikal (Shatz dan Venables, 2000).

Selain itu, banyak faktor pada tingkatan perekonomian yang menjadi penentu utama dari 
arus masuk FDI ke suatu negara tujuan. Faktor-faktor ini terkait dengan potensi keuntungan 
yang mungkin dialami oleh perusahaan dan dampaknya kepada kemampuan perusahaan 
untuk dapat mengakses pasar. Beberapa faktor penentu ini diantaranya: variabel-variabel 
makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi (Bevan dan Estrin, 2004; Biswas, 2002; 
Blonigen and Piger, 2014); jumlah angkatan kerja dan sumber daya manusia (Blomstreom 
et al., 2003; Globerman dan Shapiro, 2002); nilai tukar (Bevan dan Estrin, 2004);  inflasi 
(Asiedu, 2002); perdagangan internasional  (Liu et al., 2001; Moore, 1993); perkembangan 
sektor keuangan (Hermes dan Lensink, 2003); dan pembangunan infrastruktur  (Armah dan 
Fosu, 2018; Cuyvers et al., 2011). Selain itu, kualitas institusi dan kebijakan pemerintah juga 
berperan dalam menentukan arus masuk dan keluar investasi asing di suatu negara (Aziz, 
2018; Bénassy-Quéré et al., 2007; Biswas, 2002; Blonigen and Piger, 2014; Schneider and 
Frey, 1985).
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Walaupun IEU CEPA diharapkan berpotensi dapat meningkatkan aliran masuk FDI 
dari Uni Eropa ke Indonesia, dampak nyata dari perjanjian ini dalam mewujudkan harapan 
tersebut masih perlu dilihat kembali. Hal ini bukan hanya karena perjanjian yang masih dalam 
tahap negosiasi, tapi juga tergantung dari hasil akhir serta bagaimana implementasinya di 
lapangan. Hal ini termasuk bagaimana Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan 
dan hambatan investasi yang ada.

Secara teoretis, bagaimana dampak perjanjian perdagangan bebas (Free Trade areas 
(FTA)) seperti IEU CEPA, terhadap aliran FDI terkait dengan jenis atau motif yang mendasari 
adanya FDI itu sendiri. Hubungan antara FDI vertikal dan perdagangan akan bersifat 
komplementer (Helpman, 1984, Helpman dan Krugman, 1987). Dengan kata lain, penurunan 
biaya perdagangan, seperti penurunan tarif akibat adanya FTA, akan membuat perusahaan 
multinasional cenderung untuk meningkatkan FDI akibat penurunan biaya impor dari 
barang akhir dan ekspor barang antara. Beberapa studi menunjukkan bahwa perjanjian 
perdagangan bebas regional memiliki dampak positif terhadap investasi asing yang masuk 
ke negara-negara berkembang (Yeyati et al., 2003; Velde dan Bezemer (2006); Jang, 2011).  

Sementara itu, pada FDI horizontal dampak adanya FTA terhadap hubungan antara FDI 
dan perdagangan bisa bersifat substitusi ataupun komplementer. Ketika biaya perdagangan 
menurun akibat adanya FTA, sebuah perusahaan akan cenderung untuk mengekspor 
dibanding untuk melakukan FDI horizontal. Beberapa studi mendukung hubungan substitusi 
antara ekspor dan FDI horizontal, yaitu adanya hubungan positif antara biaya perdagangan 
(FTA) dan FDI horizontal (Oberhofer dan Pfaffermayr, 2012; Jang, 2011). Dengan kata lain, 
penurunan tarif akibat adanya FTA akan berdampak pada penurunan investasi asing di 
negara tujuan FDI yang melakukan kerjasama perdagangan dengan negara asal FDI. 

Sebaliknya, studi lain seperti Blomström dan Kokko (1997), menunjukkan bahwa adanya 
FTA dapat meningkatkan FDI horizontal karena hal tersebut memperluas pasar bersama 
antara negara-negara anggotanya dan mendorong terciptanya lingkungan ekonomi yang 
ramah terhadap FDI dengan dimasukkannya provisi investasi (Investment provision) dalam 
perjanjian perdagangan bebas tersebut. Lebih lanjut, Irarrazabal, et al. (2009) menjelaskan 
bahwa keberadaan perdagangan intra-perusahaan (intra-firm Trade) antara kantor 
pusat perusahaan di negara asal FDI dan perusahaan cabang di negara tujuan FDI akan 
cenderung meningkatkan FDI horizontal. Dengan adanya penurunan tarif akibat adanya 
FTA, FDI horizontal dapat mengalami peningkatan karena perusahaan multinasional akan 
lebih mudah mengirim barang-barang antara kepada perusahaan afiliasinya yang berada di 
negara mitra kerjasama FTA. 

Dari berbagai studi tersebut dapat dilihat beberapa saluran yang mungkin dapat menjadi 
dasar adanya peningkatan aliran masuk FDI dari Uni Eropa ke Indonesia. Pertama, tingginya 
tingkat komplementaritas antara Indonesia dan Uni Eropa dan besarnya pasar kedua belah 
pihak. Hal ini bukan hanya berpontensi untuk meningkatkan volume perdagangan antara 
kedua belah pihak, tetapi juga mendorong aliran investasi antara keduanya. 

Besarnya potensi peningkatan aliran FDI dari Uni Eropa ke Indonesia akibat adannya 
IEU CEPA ini dapat diperkirakan dari hasil simulasi korelasi investasi dan perdagangan. 
Gambar 4.7, menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sangat tinggi antara FDI Uni Eropa 
di Indonesia dengan ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa. Menariknya, hubungannya lebih 
tinggi dibandingkan korelasi antara investasi langsung (FDI) Uni Eropa  di Indonesia dengan 
impor Indonesia yang berasal dari EU. Berdasarkan temuan ini, terdapat probabilitas yang 
cukup besar untuk terjadinya peningkatan ekspor dari Indonesia ke EU ketika Indonesia 
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menerima aliran masuk FDI yang meningkat dari EU, dan sebaliknya. Salah satu penjelasan 
yang mungkin untuk hal tersebut adalah investor asing yang berasal dari EU akan cenderung 
berinvestasi pada sektor-sektor yang memiliki ekspor yang signifi kan ke negara-negara EU. 
Hal ini terkait dengan jenis atau motif investasi yang masuk ke Indonesia yang kebanyakan 
cenderung investasi vertikal, dibandingkan investasi horizontal. 

Gambar 4.6 Korelasi FDI dan Perdagangan antara Indonesia dan EU

Sumber: Perhitungan dari penulis

Saluran lain yang berpotensi untuk meningkatkan FDI dari EU ke Indonesia paska 
implmentasi IEU CEPA adalah ketentuan-ketentuan yang disediakan untuk investasi atau 
provisi investasi (Investment provision) yang terdapat dalam perjanjian. Bab ini bertujuan 
untuk meningkatkan aliran investasi diantara kedua belah pihak yang mengatur provisi 
umum (general provision), prokteksi/perlindungan investasi dan liberalisasi, serta isu-isu 
terkait dengan resolusi pengakhiran perselisihan (resolution of dispute settlement). Bagian 
proteksi terkait dengan perlindungan investasi, seperti export compensation, dan lain-lain, 
sementara bagian liberalisasi terkait dengan daftar negatif investasi, dimana Indonesia 
memiliki schedule of commitment terkait akses pasar. Hal ini berbeda dengan Uni Eropa 
yang menggunakan positive lists. Secara singkat, bab investasi ini diharapkan dapat 
menguntungkan dan meningkatkan kerjasama investasi antara kedua belah pihak.

Meskipun demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa dampak positif FTA dengan 
investasi membutuhkan beberapa prasyarat. Neumayer dan Spess (2005) memperlihatkan 
peningkatan jumlah perjanjian investasi bilateral (bilateral Investment treaties (BITs) 
yang melibatkan sebuah negara berkembang dapat meningkatkan aliran arus masuk FDI 
ke negara tersebut. Mereka berpendapat bahwa pada tingkat tertentu BITs menjamin 
adanya standar perlakuan tertentu terhadap investor asing yang dapat ditegakkan melalui 
mekanisme penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan domestik. 

Sebaliknya, Hallward-Driemeler (2003) yang melihat investasi negara-negara OECD 
dengan negara-negara berkembang berpendapat bahwa peningkatan arus masuk FDI lebih 
banyak berasal dari negara di luar perjanjian. Mereka juga menganggap bahwa aturan 
BITs lebih bersifat komplementer dibandingkan subsitusi untuk kualitas institusi dan 
perlindungan hak kepemilikan yang memadai. Walaupun demikian, kedua studi ini secara 
implisit memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya institusi-institusi yang kuat 
untuk mendorong investasi. Guna menarik investasi, diperlukan adanya perlindungan hak 
kepemilikan, termasuk hak kekayaan intelektual, aturan hukum dan persaingan /kompetisi 
yang baik.
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Berdasarkan pengalaman Indonesia dari berbagai kesepakatan FTA yang melibatkan 
Indonesia selama terdapat kecenderungan peningkatan arus masuk FDI dari negara-
negara mitra FTA Indonesia setelah FTA disepakati dan diimplementasikan. Gambar 4.8 
memperlihatkan perkembangan FDI dari beberapa negara mitra yang memiliki kesepatakan 
FTA dengan Indonesia, baik secara bilateral ataupun regional melalui forum ASEAN. 
Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan investasi 
dari negara-negara mitra FTA Indonesia, setelah adanya kesepakatan dan pemberlakukan 
FTA yang melibatkan Indonesia dan negara-negara mitranya, walaupun sayangnya belum 
dapat dipastikan mengenai kausalitas dari peningkatan arus masuk FDI tersebut. 

Contohnya, telah terjadi peningkatan yang signifikan dari FDI yang berasal dari negara-
negara ASEAN setelah ASEAN Framework Agreement on Services ditandatangani dan 
berlaku pada 1998, ASEAN Trade in Goods ditandatangani dan berlaku pada 2010 dan 
ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) pada tahun 2012. Hal serupa juga 
dapat dilihat pada FDI yang berasal dari Jepang yang mengalami peningkatan yang sangat 
signifikan sejak 2010 setelah Indonesia-Japan Economic Partnerships Agreement (IJEPA) 
ditandatangani dan berlaku pada 2008. Demikian pula yang terjadi pada FDI dari Tiongkok 
yang meningkat sejak tahun 2011, setelah Agreement on Investment of the Framework 
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the People’s Republic 
of China and the Association of Southeast Asian Nations ditandatangani dan berlaku  
pada 2010. 
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Gambar 4.7 Perkembangan investasi dari beberapa negara mitra Kerjasama FTA Indonesia, 
2000-2019

Sumber: BKPM

HUBUNGAN IEU CEPA, REFORMASI EKONOMI, DAN INVESTASI DI INDONESIA

Di  atas telah diuraikan bahwa adanya perjanjian IEU CEPA diharapkan akan mampu 
untuk membantu mengatasi permasalahan dan hambatan yang telah membatasi potensi 
masuknya FDI ke Indonesia. IEU CEPA juga diharapkan dapat menjadi pendorong perbaikan 
iklim investasi di Indonesia dan mengatasi berbagai kendala dan masalah yang telah 
menghambat masuknya FDI ke Indonesia selama ini. Peningkatan arus masuk FDI ke 
Indonesia ini penting untuk mendorong alih teknologi, pertumbuhan ekonomi, penyediaan 
lapangan kerja dan penurunan kemiskinan di Indonesia. Peningkatan ketersediaan modal 
yang berasal dari FDI merupakan salah satu faktor penting agar perekonomian Indonesia 
dapat terus berkembang di masa depan.

Sayangnya, sebagaimana juga telah dijelaskan di atas, investasi asing yang masuk di 
Indonesia masih cenderung rendah, walaupun terdapat tren peningkatan pada beberapa 
tahun terakhir. Porsi FDI di dalam perekonomin Indonesia cenderung lebih rendah 
dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Gambar 4.9 memperlihatkan bahwa selama 
periode 2015-2019, persentase FDI di dalam perekonomi Indonesia berada di bawah negara-
negara lain termasuk India dan Filipina yang sering dianggap tidak terlalu bersahabat 
terhadap investasi.
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Gambar 4.8 Persentase FDI Dalam perekonomi negara-negara di Asia (% terhadap PDB)

Sumber: Diolah dari World Bank’s World Development Indicators (dikutip dari Damuri, 2020)

Lebih lanjut, rendahnya porsi FDI dalam perekonomian Indonesia ini diperparah lagi 
dengan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, 
kebanyakan investasi, termasuk yang berasal dari negara-negara Uni Eropa, dalam beberapa 
tahun belakangan lebih didominasi oleh investasi di sektor primer (pertambangan) dan jasa, 
yang umumnya memiliki kemampuan yang rendah dalam penciptaan lapangan kerja dan 
produktivitas. Gambar 4.10 memperlihatkan perkembangan proporsi investasi di Indonesia 
(domestik dan asing) selama hampir dua dekade terakhir. Porsi investasi di sektor primer 
telah meningkat dari hanya tiga persen dari total investasi di awal 2000an menjadi lebih dari 
22 persen. Sebaliknya, persentase investasi pada sektor industri pengolahan (manufaktur) 
terus mengalami penurunan pada periode 2003-2012. Selanjutnya, walaupun sempat 
mengalami peningkatan pada periode berikutnya, proporsi investasi di sektor manufaktur 
kembali cenderung mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Salah satu sektor 
industri pengolahan yang mengalami penurunan yang besar adalah investasi di sektor 
padat karya seperti tekstil, garment dan alas kaki, yang turun dari 3,5 persen pada awal 
2000an menjadi hanya 2 persen pada beberapa tahun terakhir.
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Gambar 4.9 Proporsi investasi berdasarkan sektor (%)

Sumber: Diolah dari Data Realisasi Investasi BKPM (dikutip dari Damuri (2020).

Kondisi invetasi di atas tidak terlepas dari kerangka kebijakan dan regulasi yang berlaku 
dan mempengaruhi dunia usaha. Rendahnya investasi, termasuk FDI yang masuk ke 
Indonesia, terutama diakibatkan oleh masih buruknya iklim usaha dan investasi di Indonesia. 
Global Competitiveness Report 2019 dari World Economic Forum memberikan nilai 58/100. 
Survei ini memberikan peringkat ke 51 dalam hal kelembagaan terkait iklim usaha dan 
peringkat 85 dalam hal pengaturan ketenagakerjaan. Rendahnya nilai tersebut mengindikasi-
kan bahwa iklim investasi di Idnonesia masih dipandang memberatkan aktivitas usaha dan 
perekonomian. Sementara itu, Survey Japan External Trade Organization (JETRO, 2020) 
juga memperlihatkan bahwa masalah upah, kepastian regulasi dan perpajakan menjadi tiga 
risiko invetasi teratas dalam menunjang aktivitas usaha di Indonesia (Gambar 4.11). 

Gambar 4.10 Risiko investasi di Indonesia dan negara Asia lainnya menurut perusahaan Jepang

Sumber: JETRO (2020)
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Berdasarkan penjelasan di atas, reformasi ekonomi dalam bentuk penyederhanaan 
dan perubahan regulasi merupakan suatu keniscayaan untuk mendorong investasi serta 
memperlancar aktivitas ekonomi dan usaha di Indonesia. Reformasi regulasi yang dibawa 
oleh UU Cipta Kerja yang diterbitkan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya 
saing perekonomian Indonesia, meningkatkan investasi, dan memperbanyak penciptaan 
lapangan kerja. Ini menjadi lebih penting lagi dalam konteks krisis akibat pandemi Covid-19 
yang telah menyebabkan investasi dunia jatuh secara signifikan sehingga kompetisi dalam 
menarik investasi akan semakin ketat (Box 4.1).
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Boks 4.1 Covid-19 dan Investasi di Indonesia

 Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan investasi yang signifi kan 
dan kemunduran pada pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data 
BKPM, sebagaimana terlihat di Gambar 4.12, realisasi FDI selama tiga kuartal 
2020 mengalami penurunan hingga 5 persen, turun dari IDR 317,7 triliun pada 
2019 menjadi IDR 301,7 triliun pada 2020. 

Gambar 4.11 Perkembangan Realisasi Investasi Asing dan Domestik hingga kuartal III-2020

 

Sumber: BKPM

 Untuk dapat memulihkan perekonomian Indonesia dari dampak negative 
tersebut, penting untuk negara ini untuk mampu menarik investasi baru. 
Tetapi ini bukan hal yang mudah. United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) mencatat penurunan investasi global sebesar 49 
persen pada semester pertama 2020 dibandingkan semester pertama 2019, 
dan memperkirakan untuk keseluruhan tahun akan ada penurunan hingga 40 
persen. Persaingan untuk menarik investasi akan menjadi semakin ketat. Lebih 
jauh lagi meningkatnya ketidakpastian membuat dunia usaha menjadi lebih 
hati-hati dan menghindari risiko dalam berinvestasi. Mereka menginginkan 
adanya reformasi substantif yang dapat mengakomodasi investasi mereka.
Krisis kesehatan ini juga semakin mengintensifkan tren pergeseran atau 
perpindahan produksi dan pengadaan barang menjauh dari Tiongkok. 
Sebelum pandemi ini melanda dunia, adanya perang dagang antara Amerika 
Serikat dan Tiongkok telah mendorong banyak perusahaan untuk mencari 
alternatif lokasi usaha mereka untuk menghindari adanya peningkatan 
tarif. Selanjutnya, bencana kesehatan global ini telah menghentikan dan 
mengganggu rantai pasok global (global supply chain) sehingga memberikan 
tekanan yang semakin besar kepada banyak perusahaan multinasional untuk 
mendiversifi kasikan rantai pasok produksinya menjauh dari Tiongkok.
 Selain mengembalikan basis produksinya ke negara asal, banyak perusahaan 
multinasional ini juga lebih senang untuk merelokasi fasilitas produksinya 
yang ada di Tiongkok ke negara-negara di Kawasan Asia Tenggara.  Hal ini 
didorong oleh ketersediaan biaya pekerja yang murah dan insentif investasi 
yang tersedia. Akibat pandemi, pemerintah Jepang mengalokasikan lebih 
dari USD 200 juta untuk diversifi kasi produksi ke seluruh Asia Tenggara.  
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Dengan adanya kecenderungan realokasi usaha ini, krisis ini mungkin telah 
membawa keuntungan untuk negara-negara di Asia Tenggara dari adanya 
eksodus perusahaan-perusahaan dari Tiongkok.
 Hal tersebut merupakan berita baik bagi Indonesia sebagai negara terbesar 
di kawasan. Namun sayangnya, Indonesia kurang menarik bagi investor asing 
dibandingkan dengan negara lain di kawasan akibat berbagai hambatan 
invetasi, infrastruktur yang tidak memadai dan biaya pekerja yang tinggi. Hal 
ini terbukti misalnya dari 33 perusahaan yang berasal dari Tiongkok tidak ada 
yang memindahkan produksinya ke Indonesia ketika mencari lokasi alternatif 
untuk usaha mereka di 2019. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia perlu 
untuk melakukan usaha yang serius untuk menghilangkan atau menurunkan 
hambatan investasinya jika tidak ingin semakin jauh tertinggal oleh negara-
negara lain di Kawasan pada masa setelah ciris Covid-19 ini berakhir. 
 Dalam konteks inilah, tindakan pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan 
UU Cipta Kerja menjadi relevan dan penting. Penerbitan UU ini merupakan 
Langkah awal menuju reformasi kerangka kebijakan investasi di Indonesia 
yang lebih substantif dan signifi kan. Namun, penerbitan UU ini saja tidaklah 
cukup untuk mampu menarik penignkatan masuknya investasi asing ke negeri 
ini. Masih diperlukan banyak penyesuaian kebijakan dan pembuatan peraturan 
turunan dan pelaksana yang baik dari adanya UU ini. Lebih penting lagi, 
Indonesia perlu untuk dapat menyederhanakan dan mengurangi “obesitas” 
dari terlalu banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan kompleks, baik di 
tingkat pusat ataupun daerah, yang dapat menghambat masuknya investasi 
asing ke negeri ini. Jangan sampai penerbitan UU ini malah akan menambah 
semakin banyaknya peraturan yang tidak jelas dan tumpang tindih.

Inisiatif reformasi ekonomi terkini yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam 
bentuk penerbitan UU Cipta Kerja juga menjadi sangat penting dan relevan agar IEU CEPA 
dapat memberikan hasil yang optimal. Di satu sisi, reformasi ini dapat dimanfaatkan 
untuk mempercepat dan memperlancar proses negosiasi dan implementasi perjanjian IEU 
CEPA di masa depan. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam 
pembahasan negosiasi IEU CEPA, negosiasi-negosiasi perjanjian FTA seringkali terhambat 
oleh peraturan perundang-undangan. 

Dari sisi yang sebaliknya, IEU CEPA juga membantu Indonesia untuk melakukan 
perbaikan dan penyesuaian peraturan serta kebijakan ekonomi di masa depan pada saat 
perjanjian tersebut diimplementasikan. Dalam konteks UU Cipta kerja, keberadaan perjanjian 
IEU CEPA dapat membantu penciptaan iklim usaha yang lebih baik di Indonesia melalui 
pembuatan peraturan teknis (Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri) yang lebih 
baik di bawah UU Cipta kerja. Jika hal tersebut dapat dilakukan, reformasi regulasi tersebut 
dapat mengirimkan sinyal positif untuk investor dan dunia usaha, terutama kepada investor 
asing dan yang terkait dengan industri padat karya.
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Salah satu manfaat pemberlakuan UU Cipta Kerja pada perjanjian IEU CEPA yang 
sedang dinegosiasikan misalnya dapat dilihat pada permasalahan tenaga kerja asing. 
Sebelum adanya UU ini, perusahaan yang ingin mempekerjakan pekerja asing dan pekerja 
asingnya sendiri harus mendapatkan izin dari pemerintah. Setelah adanya UU Cipta Kerja, 
izin tersebut hanya perlu dimiliki oleh pekerja asingnya saja, sementara perusahaan yang 
memperkerjakan cukup hanya perlu memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing 
saja, tanpa harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pemerintah.   Ketentuan baru 
ini tentunya akan berdampak positif bagi peningkatan FDI ke Indonesia, khususnya yang 
berasal dari EU. Selama ini, investor asing dari EU mengeluhkan sulitnya mobilitas tenaga 
kerja untuk pekerja terampil (ahli dan manajer senior). Padahal mereka dibutuhkan dalam 
peningkatan produktivitas perusahaan, serta sebagai sarana penyaluran pengetahuan  
dan teknologi.
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5.
ANALISIS 
PERMODELAN 
EKONOMI 
IEU CEPA
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PADA STUDI INI, kami melakukan analisis permodelan ekonomi untuk 
mengkuantifikasi dampak perjanjian IEU CEPA pada tingkatan makro, sektoral, 
regional lokal, dan mikro. Dua dari tiga instrumen yang digunakan dalam analisis ini 
berupa model Computable General Equilibrium (CGE) atau model keseimbangan 

umum. Model CGE mengukur dampak dari berbagai faktor eksternal terhadap seluruh 
komponen di dalam perekonomian termasuk produksi industri, pengeluaran rumah tangga, 
upah pekerja, harga komoditas, dan lain sebagainya. Kedua model yang digunakan tersebut 
adalah model Global Trade Analysis Project (GTAP), suatu model keseimbangan umum 
tingkatan global yang berfokus pada perdagangan lintas negara, dan juga IndoTERM, 
model keseimbangan umum multi-sektor dan multi-region di tingkatan nasional. Kedua 
model tersebut akan dipergunakan untuk melihat dampak dari IEU CEPA kepada beberapa 
indikator makroekonomi, kinerja produksi ekonomi setiap sektor, dan juga berbagai 
variabel ekonomi regional. Adapun model ekonomi yang terakhir digunakan adalah model 
mikrosimulasi (microsimulation) untuk Indonesia yang menggunakan data dari Indonesian 
Family Life Survey (IFLS). Hasil dari model terakhir ini dapat digunakan untuk menganalisis 
dampak perjanjian terkait terhadap indikator mikroekonomi seperti tingkat kemiskinan dan 
juga kesenjangan ekonomi.

DESAIN SIMULASI

Simulasi dilakukan dalam tiga tahapan secara berurutan yang juga berkorelasi langsung 
dengan tiga jenis model yang digunakan, yaitu global, regional, dan juga rumah tangga. 
Model GTAP akan berperan sebagai model global yang kemudian menghasilkan output 
tersendiri dan juga menjadi input dalam model IndoTERM, yang selanjutnya juga akan 
menghasilkan output tersendiri dan menjadi input dalam model Microsimulation. Output 
yang dapat dianalisis dari model GTAP berupa berbagai indikator makroekonomi seperti 
pertumbuhan PDB dan juga perubahan di neraca perdagangan, sedangkan input yang dapat 
diberikan model tersebut kepada model IndoTERM adalah perubahan dari harga, kuantitas, 
serta elastisitas berbagai komoditas ekspor dan impor. Kemudian, setelah model IndoTERM 
menjalankan hasil simulasi dengan menggunakan input model GTAP, model IndoTERM 
pun dapat memproduksi berbagai keluaran. Model IndoTERM akan dipergunakan untuk 
menganalisis dampak perjanjian IEU CEPA terhadap variabel ekonomi regional seperti 
PDRB setiap provinsi. Selanjutnya, model IndoTERM juga akan memberikan input berupa 
perubahan harga komoditas untuk rumah tangga, perubahan harga kapital, dan juga 
perubahan upah pekerja serta permintaan untuk pekerja kepada model Microsimulation. 
Terakhir, setelah menerima input tersebut, model Microsimulation akan menjalankan 
simulasinya yang menghasilkan output berupa perubahan tingkat kemiskinan dan juga 
tingkat kesenjangan ekonomi. Bagan di bawah mengilustrasikan secara komprehensif alur 
dari simulasi yang kami gunakan pada studi ini.
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Gambar 5.1 Desain Simulasi Permodelan Ekonomi Studi IEU CEPA

Sumber: Peneliti

METODOLOGI 

Analisis menggunakan Global Trade Analysis Project (GTAP)
GTAP merupakan model Computable General Equilibrium (CGE) multi region dan multi 

sektor dengan asumsi pasar persaingan sempurna dan constant return to scale. Model 
ini menyediakan data perdagangan dan ekonomi global, sehingga memungkinkan untuk 
menganalisis dampak liberalisasi perdagangan IEU CEPA terhadap variabel makroekonomi 
di tiap-tiap negara. Database GTAP yang digunakan dalam simulasi ini bersumber dari 
GTAP versi 10 tahun 2014 dengan agregasi 141 negara dan 65 sektor. Untuk kepentingan 
simulasi, kami merekonstruksi agregasi negara dan sektor menjadi 19 negara dan 20 sektor 
yang kami tunjukan secara detil pada Lampiran 1. 

Analisis Menggunakan IndoTERM
Pada studi ini, selain untuk menganalisis dampak regional dari adanya perjanjian IEU 

CEPA, IndoTERM juga berperan sebagai penghubung dari model GTAP kepada model 
mikrosimulasi. Maka dari itu, IndoTERM akan menghasilkan dua set output dimana yang 
satu akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis, sedangkan sisanya akan dijadikan 
variabel input kepada model mikrosimulasi. Untuk input kepada IndoTERM dari model 
GTAP sendiri, yang diambil adalah variabel harga impor dan juga beberapa parameter untuk 
membentuk variabel kenaikan permintaan ekspor Indonesia. Pemilihan variabel ini berasal 
dari dua literatur terdahulu yang mencoba untuk menghubungkan model GTAP kepada 
model nasional yaitu Horridge dan Zhai (2006) serta Widyasanti dan Yusuf (2019).

Mikrosimulasi
Pada dasarnya, model mikrosimulasi merupakan model yang menyimulasikan efek 

kebijakan pada pelaku ekonomi dengan mengombinasikan hasil dari model GTAP dan 
IndoTERM. Kombinasi ini menggambarkan keterkaitan perekonomian makro dan mikro 
seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 5.2. Bagan tersebut menunjukkan bagaimana 
keterkaitan kondisi perekonomian secara makro dan mikro dengan dua jalur transmisi 
utama, yaitu pasar tenaga kerja dan harga komoditas. Sebagai contoh, implementasi 
perjanjian IEU CEPA memperbaiki indikator makroekonomi dan membawa keuntungan 
bagi sektor tertentu. Hal ini memungkinkan peningkatan permintaan untuk pekerja di sektor 
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atau status pekerjaan tertentu dan mengubah upah atau pendapatan mereka. Di sini, 
individu dapat berganti pekerjaan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Selain itu, liberalisasi 
yang dibawa oleh IEU CEPA juga memengaruhi harga komoditas yang dikonsumsi rumah 
tangga. Perubahan dalam pendapatan dan pola konsumsi ini kemudian berimplikasi pada 
kesejahteraan rumahtangga secara umum. Perubahan-perubahann pada pola pendapatan 
dan konsumsi seperti ini akan memiliki implikasi lanjutan pada kesejahteraan rumah tangga, 
tingkat kemiskinan, dan kesenjangan antara kelompok sosial

Gambar 5.2 Ilustrasi Top-down Microsimulation

Sumber: diadaptasi dari Tiberti, Cicowiez, and Cockburn (2017)

HASIL SIMULASI

Indikator Makroekonomi
Dampak liberalisasi perdagangan pada perjanjian Indonesia-EU CEPA terhadap kinerja 

makroekonomi kedua negara dianalisis melalui beberapa indikator yang meliputi PDB riil, 
kesejahteraan (diukur dari variabel Equivalent Variation pada GTAP), ekspor dan impor, 
serta output industri. Terdapat tiga skenario yang dijalankan dalam simulasi ini. Skenario 
1 mengasumsikan terjadi penurunan tarif pada perdagangan barang bilateral Indonesia 
dan EU. Pada skenario ini, penurunan tarif pada barang yang diimpor EU dari Indonesia 
disamakan dengan barang yang diimpor EU dari Vietnam pada akhir skedul tarif. Sementara, 
penurunan tarif barang yang diimpor Indonesia dari EU menggunakan penurunan tarif untuk 
barang impor Australia di Indonesia pada akhir skedul tarif.  Skenario 2 mengasumsikan 
bahwa terjadi penurunan tarif seperti skenario pertama, ditambah dengan penurunan 
setengah tarif ad-valorem ekuivalen dari Non-Tariff Measures (NTM) pada barang. Skenario 
3 mengasumsikan bahwa terjadi penurunan tarif pada barang dan tarif ad-valorem ekuivalen 
NTM barang seperti skenario kedua, serta penurunan tarif ad-valorem dari Non-Tariff Barrier 
(NTB) pada jasa sebesar 50 persen.
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Gambar 5.3 Dampak IEU CEPA Terhadap Nilai PDB Indonesia dan EU (dalam %)

Sumber: Hasil olahan GTAP

Dengan makin terbukanya perdagangan antara Indonesia dan EU akibat perjanjian IEU 
CEPA, keduanya akan diuntungkan secara ekonomi melalui peningkatan PDB riil. Secara 
spesifi k, hasil dari ketiga skenario simulasi menunjukkan bahwa Indonesia mengalami 
peningkatan persentase PDB riil yang lebih besar dari EU. Pada skenario 1, di mana terjadi 
liberalisasi perdagangan barang dengan tarif hampir 0 untuk seluruh produk, Indonesia 
mengalami pertumbuhan PDB Riil sebesar 0,035% dan EU 0,002%. Sementara pada skenario 
2, di mana liberalisasi perdagangan dengan tarif hampir 0 dan penurunan hambatan non 
tarif pada jasa dilakukan menghasilkan PDB Riil sebesar 0,127% bagi Indonesia dan 0,005% 
bagi EU. Apabila IEU CEPA menerapkan skenario 3, yakni menurunkan tarif perdagangan 
hingga nol untuk hampir seluruh produk, serta menurunkan setengah NTM pada sektor 
perdagangan barang dan jasa, pertumbuhan PDB riil Indonesia akan mencapai 0,187% dan 
EU sebesar 0,011%. Pertumbuhan ini sejalan dengan tercapainya kesejahteraan yang lebih 
baik bagi kedua belah pihak, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.4.

Gambar 5.4 Dampak IEU CEPA Terhadap Kesejahteraan Indonesia dan EU (dalam juta USD)

Sumber: Hasil olahan GTAP

Gambar di atas memperlihatkan bahwa dengan terbukanya perdagangan antara 
Indonesia dan EU, akan tercipta kesejahteraan yang semakin baik bagi kedua belah 
pihak. Secara keseluruhan, peningkatan kesejahteraan Indonesia akan lebih tinggi dari 
EU. Pada baseline, peningkatan kesejahteraan di Indonesia tidak setinggi EU karena saat 



86

baseline dibentuk, EU diasumsikan sudah menyelesaikan empat perjanjian dagang dan 
Indonesia diasumsikan hanya menyelesaikan satu perjanjian dagang. Pada skenario 3, efek 
pendapatan IEU CEPA pada Indonesia meningkatkan sebesar USD1.007,63 juta dibanding 
skenario sebelumnya atau USD 2.825,33 juta terhadap baseline. Pada skenario yang sama, 
EU mengalami peningkatan sebesar USD827,86 juta terhadap skenario 3 atau USD2.048,8 
juta dibanding baseline. 

Meningkatnya kesejahteraan berkaitan erat dengan meningkatnya produktivitas akibat 
menurunnya harga bahan baku dan perantara. Secara keseluruhan, total output industri 
Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,1% terhadap baseline. Terjadi peningkatan 
ekspor di beberapa sektor, walaupun permintaan dari output industri dikuasai oleh 
permintaan dari pasar domestik Indonesia.

Gambar 5.5 Perubahan Output Industri Indonesia (dalam %)

Sumber: Hasil Olahan GTAP

Gambar 5.5 mengilustrasikan bahwa mayoritas peningkatan ini  di dominasi oleh sektor 
pakaian (Clothing), diikuti oleh minyak sayuran (VegOil) dan makanan (Food) dengan 
besaran masing-masing 9,23%, 0,57% dan 0,39%. Peningkatan produksi pada sektor 
pakaian mencapai 9,23%, melampaui pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Peningkatan ini 
disebabkan oleh meningkatnya permintaan ekspor terhadap pakaian sebesar 22,24%, yang 
mana 13,82% di antaranya merupakan permintaan ekspor oleh EU. 

Selain sektor pakaian, peningkatan output utamanya datang dari sektor jasa yang 
meliputi jasa lainnya (Other Service), akomodasi (Accomodation), komunikasi (Comm), 
perdagangan (Trade) dan transportasi (Transport) yang masing-masing mengalami 
kenaikan sebesar 0,31%, 0,20%, 0,18%, 0,16% dan 0,01%. Permintaan sektor jasa mayoritas 
datang dari pasar domestik, seperti sektor perdagangan yang 99,47% permintaannya datang 
dari pasar domestik. Sementara, permintaan ekspor tertinggi datang dari sektor komunikasi 
yang mencapai peningkatan sebesar 10,33% dan sektor transportasi sebesar 6,66%. 

Di sisi lain, output industri dari produk susu (Dairy) mengalami penurunan produksi 
sebesar -3,29% akibat menurunnya permintaan domestik sebesar -3.44%. Penurunan 
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permintaan domestik sangat berpengaruh pada penurunan output industri karena 97,6% 
dari total produksi produk susu ditujukan untuk permintaan domestik.

Selain produk susu, terdapat sembilan sektor lain yang mengalami penurunan produksi. 
Tiga di antaranya adalah manufaktur lainnya (-1,85%), mesin (-1,69%) dan kendaraan 
bermotor (-1,56%). Penurunan ini terjadi karena menurunnya permintaan baik dari segi pasar 
ekspor maupun domestik. Dekomposisi penurunan permintaan domestik berdasarkan 
pelaku usaha memperlihatkan bahwa penurunan permintaan industri manufaktur lain 
disebabkan oleh menurunnya permintaan dari perusahaan sebesar 2,16%, serta penurunan 
dari rumah tangga pemerintah sebesar 1,95% dan rumah tangga swasta -0,73%. Pola 
serupa ditunjukan oleh menurunnya permintaan mesin, yang utamanya disebabkan oleh 
menurunnya permintaan perusahaan sebesar -3,6%, rumah tangga pemerintah dan swasta 
masing-masing 1,13% dan 0,82%. Untuk kendaraan bermotor, permintaan sangat menurun 
dari sisi rumah tangga swasta sebesar 1,6% dan perusahaan sebesar 0,87%.

Gambar 5.6 Perubahan Ekspor Bilateral Indonesia-EU (dalam %)

Sumber: Hasil olahan GTAP

Keterbukaan perdagangan atas implementasi perjanjian tentunya akan meningkatkan 
ekspor bilateral Indonesia dan EU. Pada skenario 3, ekspor Indonesia ke EU mengalami 
peningkatan sebesar 57,76% dan ekspor EU ke Indonesia meningkat sebesar 76,17%. 
Berbeda dengan PDB riil dan kesejahteraan, peningkatan ekspor EU ke Indonesia lebih tinggi 
dibandingkan dengan ekspor Indonesia ke EU. Hal ini dikarenakan EU memiliki pangsa 
pasar yang lebih besar dibanding dengan pangsa pasar Indonesia di EU, dibuktikan dengan 
fakta bahwa EU menempati posisi ketiga20 sebagai mitra dagang Indonesia. Sementara, 
posisi Indonesia sebagai mitra dagang EU berada di posisi ke-32. Sektor pakaian dan jasa 
merupakan sektor dengan peningkatan ekspor Indonesia ke EU tertinggi, seperti yang 
ditunjukan pada tabel di bawah ini. 

20  https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/indonesia/index_en.htm
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Tabel 5.1 Perubahan Ekspor Indonesia ke Uni Eropa (dalam %)

Sektor
Perubahan Total 
Ekspor Indonesia 

ke EU

Perubahan Total Ekspor 
Indonesia

Pertanian 15,90 -1,20

Kehutanan -5,03 -4,85

Perikanan 22,63 -1,41

Energi 1,52 -1,59

Makanan 71,59 3,89

Minyak Sayur 34,41 1,09

Susu 32,77 3,36

Pakaian 152,31 22,24

Manufaktur Lain 29,30 -1,71

Pertambangan 24,27 -3,03

Kend Bermotor 54,83 -2,94

Elektronik 15,55 -0,40

Permesinan 41,22 -0,34

Jasa Lain 98,26 4,82

Komunikasi 68,63 10,33

Asuransi Keu 125,13 5,53

Transportasi 93,43 6,66

Perdagangan 77,98 4,48

Akomodasi -3,58 -3,61

Pendidikan -4,23 -4,28

Sumber: Perhitungan Penulis

Secara keseluruhan, total ekspor Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,65%. 
Sektor dengan peningkatan ekspor tertinggi merupakan sektor pakaian (22,24%), diikuti 
dengan sektor komunikasi (10,33%), jasa lainnya (4,82%), makanan (3,89%), produk 
susu (3,36%), dan minyak sayur (1,09%). Sedangkan beberapa sektor lain mengalami 
penurun ekspor seperti sektor kehutanan (-4,85%), pertambangan (-3,03%), energi 
(-1,59%), perikanan (-1,41%), dan pertanian (-1,2%). Sementara, ada beberapa sektor yang 
mengalami penurunan ekspor seperti kehutanan (-4,85%), pertambangan (-3,03%), energi 
(-1,59%), perikanan (-1,41%) dan pertanian (-1,2%). Seiring dengan peningkatan total ekspor 
Indonesia, beberapa sektor juga akan mengalami peningkatan ekspor ke negara-negara EU 
seperti sektor pakaian (152,31%), jasa keuangan dan asuransi (125,13%), serta jasa lainnya 
(98,26%). Namun, terdapat tiga sektor di Indonesia akan mengalami penurunan ekspor ke 
EU, yakni sektor kehutanan (-5,03%), pendidikan (-4,23%), dan akomodasi (-3,58%).

 Sementara itu, apabila kita mendekomposisi ekspor Indonesia berdasarkan negara 
tujuan ekspor di EU, pertumbuhan ekspor utamanya terjadi di Belgia, Jerman dan Belanda, 
seperti yang ditunjukan pada Gambar 5.7.
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Gambar 5.7 Perubahan Ekspor Indonesia ke Negara-negara EU (dalam %)

Sumber: Olahan GTAP

Berdasarkan data WITS, sepuluh negara EU di atas merupakan negara tujuan ekspor 
Indonesia dengan nilai tertinggi pada tahun 2018. Peningkatan ekspor Indonesia ke Belgia 
mencapai 79,7%, peningkatan yang besar ini disebabkan oleh meningkatnya ekspor pakaian 
dari Indonesia ke Belgia sebesar 145,56% di mana pakaian dan sepatu meliputi 49% impor 
Belgia dari Indonesia. Sektor pakaian pada simulasi ini terdiri dari tekstil, pakaian, bahan kulit 
dan sepatu. Sementara itu, Jerman yang merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia 
ke EU pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 54,9%, diikuti oleh Denmark dan 
Belanda yang masing-masing tumbuh sebesar 49,1% dan 44,3%.
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Tabel 5.2 Perubahan Impor Indonesia berdasarkan Jumlah Permintaan dari Pelaku Usaha, 
diurutkan dari Tinggi ke Rendah (% perubahan)

Sektor Total 
Impor* 

Rumah 
Tangga 
Swasta**

Peru- 
sahaan***

Sektor dengan permintaan 
Impor tertinggi dari 
Perusahaan 

Proporsi 
impor 
IDN dari 
EU****

Kehutanan 13.4 7.9 92.1 Manufaktur Lain, Kehutanan, 
Jasa Lain

114.6

Susu 11.8 87.6 12.4 Susu, Makanan, Akomodasi 149.0

Pakaian 9.9 11.6 88.4 Pakaian, Jasa Lain, 
Perdagangan

46.8

Komunikasi 9.9 23.1 76.9 Perdagangan, Jasa Lain, Jasa 
Keu,

111.5

Perdagangan 9.8 43.6 56.4 Jasa Lain, Perdagangan, 
Akomodasi

100.3

Jasa Lain 8.7 10.3 86.7 Jasa Lain, Perdagangan, 
Transportasi

104.7

Jasa Keu 7.6 14.2 85.8 Jasa Lain, Perdagangan, Jasa 
Keu

86.9

Transportasi 7.2 53.8 46.2 Jasa Lain, Perdagangan, 
Manufaktur Lain

110.4

Manufaktur Lain 5.4 17.8 82.2 Manufaktur Lain, Pakaian, 
Jasa Lain

149.5

Makanan 3.3 48.22 51.8 Makanan, Pertanian, 
Akomodasi

53.8

Pertanian 3.2 18.9 81.1 Pakaian, Makanan, Minyak 
Sayur

14.1

Minyak Sayur 3.00 33.6 66.5 Minyak Syr, Makanan, 
Akomodasi

9.9

Kend Bermotor 2.5 57.3 42.7 Kend Bermotor, Jasa Lain, 
Mesin

162.6

Pendidikan 2.3 61.8 3.9 Jasa Lain, Kom, Perdagangan 21.8

Akomodasi 2.2 89.6 10.4 Jasa Lain, Perdagangan, 
Transportasi

33.3

Pertambangan 2.1 0.9 99.1 Jasa Lain, Pertambangan, 
Manufaktur Lain

104.7

Perikanan 1.8 71.9 28.1 Makanan, Akomodasi, 
Perikanan

3.2

Mesin 1.6 13.7 86.3 Jasa Lain, Energi, 
Pertambagan

387.3

Elektronik 1.0 37.8 62.2 Jasa Lain, Pakaian, 
Perdagangan

170.3

Energi 0.4 53.6 46.4 Pakaian, Transportasi, Jasa 
Lain

45.8

*) Perubahan total impor Indonesia
**) Proporsi impor oleh Rumah Tangga Swasta terhadap perubahan total impor Indonesia
***) Proporsi impor oleh Perusahaan terhadap perubahan total impor Indonesia
****) Proporsi impor EU ke Indonesia terhadap perubahan total impor Indonesia

Sumber: Olahan GTAP
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Sektor yang akan mengalami pertumbuhan impor tertinggi di Indonesia adalah sektor 
kehutanan (Forestry) yakni sebesar 13,4%, diikuti dengan produk susu (Dairy) dan pakaian 
(Clothing) masing-masing sebesar 11,8% dan 9,95%. Sementara, sektor mesin, elektronik 
dan energi hanya mengalami sedikit peningkatan, masing-masing sebesar 1,6%, 1%  
dan 0,4%.

Permintaan terhadap impor datang dari rumah tangga dan perusahaan (sektor bisnis). 
Meningkatnya impor oleh rumah tangga menunjukkan terjadinya peningkatan konsumsi 
rumah tangga. Sementara, permintaan impor yang utamanya datang dari perusahaan 
menandakan bahwa terjadi kenaikan permintaan untuk barang antara yang akan digunakan 
untuk keperluan produksi. Dalam kata lain, peningkatan permintaan barang impor dari 
perusahaan akan meningkatkan produksi dalam negeri sehingga daya saing industri 
Indonesia semakin kompetitif. 

Permintaan impor dari rumah tangga memiliki proporsi yang lebih besar terhadap 
pertumbuhan impor Indonesia secara agregat pada 7 sektor, yakni produk susu, 
transportasi, kendaraan bermotor, pendidikan, akomodasi, perikanan, elektronik dan energi.  
Sedangkan, sektor bisnis memiliki proporsi lebih besar daripada sektor rumah tangga pada 
pada 13 sektor dari total 20 sektor, yaitu kehutanan, pakaian, komunikasi, perdagangan,  
jasa lain, asuransi dan finansial, manufaktur, makanan, pertanian, minyak sayur, 
pertambangan dan mesin. Dengan kata lain, 13 sektor tersebut memiliki daya saing yang 
lebih baik karena peningkatan impor yang lebih tinggi pada barang antara berimplikasi 
pada peningkatan produksinya. Peningkatan permintaan impor oleh perusahaan dapat 
dilihat dengan mengidentifikasi sektor-sektor mana yang paling berkontribusi dalam 
peningkatannya. Contohnya, proporsi permintaan impor perusahaan terhadap perubahan 
total impor pada sektor kehutanan mencapai 92,1%, di mana permintaan ini utamanya 
datang dari tiga sektor: manufaktur lainnya, kehutanan dan jasa lainnya. 

Apabila ditilik dari proporsi impor EU terhadap perubahan total impor Indonesia dari 
seluruh dunia, EU memiliki kontribusi terbesar untuk meningkatkan total impor kendaraan 
bermotor (Motor vehicle), yakni sebesar 162,59%. Selain kendaraan bermotor, EU memiliki 
kontribusi yang besar dalam kenaikan total impor pada sektor produk susu (148.99%), hutan 
(114.61%), dan seluruh sektor pada bidang jasa.
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Tabel 5.3 Perubahan Impor Indonesia berdasarkan Negara Eksportir (%perubahan)

Sektor Perubahan 
Total Impor 
Indonesia

Perubahan 
Impor 
Indonesia 
dari ASEAN

Perubahan 
Impor 
Indonesia 
dari 
AsiaTimur

Perubahan 
Impor 
Indonesia 
dari Rest of 
World

Perubahan 
Impor 
Indonesia 
dari EU

Pertanian 3.21 2.67 2.83 2.72 36.52

Kehutanan 13.40 -9.42 -9.56 -9.55 80.22

Perikanan 1.83 1.67 1.82 1.78 15.95

Energi 0.39 0.15 0.20 0.20 47.78

Makanan 3.27 1.00 1.04 0.98 31.74

Minyak Sayur 2.98 2.38 2.74 2.70 36.09

Susu 11.79 -11.62 -11.55 -11.59 77.22

Pakaian 9.99 4.87 4.82 4.79 251.41

Man Lainnya 5.44 -4.26 -4.32 -4.37 89.34

Pertambangan 2.01 -0.26 -0.29 -0.37 67.85

Kend Bermotor 2.55 -2.23 -2.19 -2.23 113.87

Elektronik 1.00 -0.76 -0.82 -0.91 52.56

Mesin 1.57 -5.61 -5.62 -5.70 51.78

Jasa Lain 8.70 -5.34 -5.42 -5.45 129.07

Komunikasi 9.90 -7.42 -7.47 -7.51 113.46

Jasa Keu 7.58 -3.47 -3.55 -3.60 186.09

Transportasi 7.15 -5.17 -5.17 -5.22 130.68

Perdagangan 9.83 -4.88 -4.96 -5.00 108.40

Akomodasi 2.16 2.24 2.21 2.16 2.08

Pendidikan 2.33 2.50 2.40 2.35 2.22

Sumber: Olahan GTAP

Kolom pertama menunjukkan perubahan total impor Indonesia dalam persen, diikuti 
dengan perubahan impor Indonesia dari empat wilayah (ASEAN, Asia Timur, EU dan 
negara lain di dunia). Naiknya total impor Indonesia menunjukkan terjadinya penciptaan 
perdagangan setelah implementasi perjanjian IEU CEPA. Penciptaan perdagangan 
khususnya terjadi pada 8 sektor, di mana terjadi peningkatan pada total impor dan 
impor dari seluruh empat kelompok wilayah tersebut. Sektor tersebut meliputi pertanian, 
perikanan, energi, makanan, minyak sayur, pakaian, akomodasi dan edukasi. Selain itu, 
12 dari 20 sektor mengalami penciptaan perdagangan dengan peralihan eksportir dari 
wilayah lain ke EU, dikarenakan total impor mengalami peningkatan namun impor dari 
ASEAN, Asia Timur dan negara lainnya mengalami penurunan. Pada sektor kehutanan, total 
impor Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 13,4%. Pertumbuhan ini sejalan dengan 
meningkatnya impor Indonesia dari EU sebesar 80,22%, namun terjadi penurunan impor 
dari ASEAN (-9,42%), Asia Timur (-9,56%) dan negara lainnya (-9,55%). Hal ini menunjukkan 
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terjadinya peralihan impor dari wilayah lain ke EU. Peralihan penciptaan perdagangan ini 
terjadi pada sektor perhutanan, produk susu, manufaktur lainnya, pertambangan, kendaraan 
bermotor, elektronik, mesin, jasa lainnya, komunikasi, keuangan dan asuransi, transportasi  
dan perdagangan. 

Berdasarkan hasil analisis GTAP, secara keseluruhan Indonesia akan menerima manfaat 
dari implementasi perjanjian perdagangan IEU CEPA, yang ditunjukan dari meningkatnya 
kinerja ekonomi makro yang diukur oleh PDB riil, kesejahteraan dan meningkatnya ekspor 
dan impor bilateral. Meskipun begitu, kebijakan ini berpotensi untuk meningkatkan laju 
impor EU ke Indonesia menjadi lebih cepat dibandingkan dengan ekspor Indonesia ke EU, 
seperti yang diilustrasikan pada Gambar 5.6. Analisis ini masih dapat dipertajam kembali, 
baik dari segi mikro maupun sektoral, yang akan didalami pada tingkat kewilayahan dan 
rumah tangga pada analisis IndoTERM dan mikro simulasi. Perlu dicatat bahwa simulasi 
ini tidak menangkap dampak hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh EU ke Indonesia 
terhadap minyak kelapa sawit (palm oil) karena keterbatasan pada data hambatan non-tarif, 
di mana data yang digunakan adalah data tahun 2012-2016, sementara hambatan tersebut 
mulai berlaku sejak 2018. 

DAMPAK REGIONAL 

Perjanjian IEU CEPA memberikan dampak yang bervariasi kepada setiap provinsi di 
Indonesia. Secara keseluruhan, terdapat 10 provinsi yang akan mengalami kenaikan PDRB 
riil setelah perjanjian tersebut terlaksana, sedangkan 24 provinsi sisanya mengalami 
penurunan terhadap indikator tersebut. Lima provinsi dengan pertumbuhan PDRB riil 
tertinggi adalah Banten (0,13%), Jawa Tengah (0,06%), Kepulauan Riau (0,05%), Jawa Barat 
(0,04%), dan Sumatra Utara (0,034%). Sektor yang tumbuh paling pesat di kelima provinsi 
tersebut adalah sektor pakaian dan tekstil. Sektor ini tumbuh 1,53% secara rata-rata pada 
lima provinsi terkait. Hal ini sejalan dengan hasil dari model GTAP yang menyatakan bahwa 
sektor yang akan mengalami pertumbuhan paling pesat dari adanya perjanjian IEU CEPA 
adalah sektor pakaian dan tekstil. Sementara itu, lima provinsi dengan penurunan PDRB 
riil terbesar adalah Sulawesi Selatan (-0,10%), Kalimantan Barat (-0,07%), Sulawesi Tengah 
(-0,068%), Sumatra Barat (-0,066%), dan Sumatra Selatan (-0,05%). Adapun sektor yang 
mengalami penurunan terbesar pada kelimanya adalah sektor permesinan. Sektor ini turun 
sebesar -1,25% secara rata-rata pada lima provinsi terkait. Hal ini juga sejalan pada temuan 
sektoral dari model GTAP yang memperlihatkan penurunan pada sektor permesinan. 
Gambar 5.8 memperlihatkan dampak perjanjian terkait kepada PDRB setiap provinsi  
secara berurutan.
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Gambar 5.8 Dampak Skenario IEU CEPA Kepada PDRB Riil per Provinsi (% Perubahan)

Sumber: Hasil olahan IndoTERM

Selanjutnya, dari hasil IndoTERM dapat pula dilihat bahwa secara regional, provinsi-
provinsi yang akan mengalami pertumbuhan PDRB riil dari berlakunya perjanjian terkait 
adalah provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa dan Sumatra. Pulau Jawa sendiri, hanya 
provinsi DI Yogyakarta (-0,02%) dan Jawa Timur (-0,01%) lah yang mengalami pertumbuhan 
PDRB riil secara negatif. Apabila dilihat dari sisi pengeluaran, hal ini dikarenakan setiap 
komponen pembentuk PDRB di pulau Jawa dan pulau Sumatra memang tumbuh lebih 
pesat dibanding di pulau-pulau non-Jawa dan non-Sumatra. Secara rata-rata, variabel 
konsumsi rumah tangga dan variabel ekspor pada provinsi-provinsi di pulau Jawa dan 
Sumatra tumbuh sebesar 0,13% dan 1,01%, masing-masing. Angka ini jauh lebih tinggi 
dibanding pertumbuhan kedua variabel tersebut secara rata-rata bagi provinsi-provinsi yang 
berada di pulau selain Jawa dan Sumatra, yaitu sebesar 0,09% dan 0,66%, masing-masing. 
Adapun berdasarkan hasil IndoTERM variabel permintaan akhir berupa investasi memang 
mengalami penurunan pada tiap provinsi. Namun, variabel ini hanya turun sebesar -0,04% 
untuk provinsi-provinsi pada Pulau Jawa dan Sumatra, dibandingkan dengan penurunan 
sebesar -0,09% bagi provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa dan Sumatra. Untuk keperluan 
visualisasi, peta di bawah memperlihatkan peta persebaran dampak dari skenario terkait 
kepada PDRB riil per provinsi.
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Gambar 5.9 Peta Persebaran Dampak Skenario IEU CEPA Kepada PDRB Riil per Provinsi 
(% Perubahan)

Sumber: Hasil olahan IndoTERM

Meskipun terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi secara geografi s, sejatinya tidak 
ada wilayah yang benar-benar worse-off dari adanya perjanjian IEU CEPA ini, apabila dilihat 
dari variabel PDRB riil per provinsi. Hal ini dikarenakan pada setiap pulau, tetap akan ada 
provinsi yang mengalami pertumbuhan PDRB dari adanya perjanjian tersebut. Dengan 
begitu, dapat dikatakan bahwa keberadaan perjanjian tersebut akan memberikan dampak 
yang cukup merata jika dianalisis dari sudut pandang ekonomi regional. Hal ini yang juga 
nantinya akan cukup membantu dalam memberikan jembatan yang komprehensif dari 
hasil yang positif secara makro kepada hasil yang juga positif secara mikro, meskipun nanti 
terlihat bahwa tetap terdapat sedikit kenaikan terhadap kesenjangan pendapatan antar 
kelas sosial-ekonomi di masyarakat.

DAMPAK SOSIAL-EKONOMI 

Dalam analisa ini, kondisi baseline dan simulasi didefi nisikan sama seperti pada CGE 
model. Implementasi IEU CEPA mendorong liberalisasi perdagangan yang berprospek positif 
terhadap PDB dan upah. Secara spesifi k, kebijakan ini dapat membantu meningkatkan 
daya beli rumah tangga Indonesia. Gambar 5.10 mengilustrasikan bagaimana perbedaan 
atau selisih indikator sosio-ekonomi antara kondisi simulasi dan baseline. Hasil analisa 
komparatif statis menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak negatif pada kemiskinan, 
yaitu IEU CEPA dapat menurunkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan. 
Perbedaan tingkat kemiskinan (poverty rate) dengan dan tanpa perjanjian kerjasama 
ini bisa mencapai sekitar 0.01 poin persentase dari penduduk yang berada di bawah 
garis kemiskinan. Aspek yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan ini adalah 
perubahan upah. Potensi perbaikan juga terjadi pada indeks kedalaman kemiskinan 
(poverty gap rate) yang mengukur seberapa timpang pengeluaran di antara kelompok miskin 
terhadap garis kemiskinan. Dengan kebijakan ini, indeks kedalaman kemiskinan bisa lebih 
rendah, walaupun perbedaannya tidak signifi kan (nilai selisih mendekati 0) dengan kondisi 
tanpa diterapkannya perjanjian ini. Dengan kata lain, kebijakan ini memberikan peluang bagi 
perbaikan kondisi sosio-ekonomi Indonesia dari segi kemiskinan.
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Gambar 5.10 Perbedaan Indikator Sosio-ekonomi

Sumber: Hasil Olahan Mikrosimulasi

Namun, keuntungan dari kerjasama tidak berdampak merata bagi seluruh kelompok 
masyarakat. Hal ini terlihat dari positifnya selisih antara koefi sien gini untuk hasil simulasi 
dan baseline. Artinya, kondisi ketimpangan dengan kebijakan IEU CEPA bisa meningkat 
sekitar 0.038 poin persentase. Salah satu hal yang dapat menjelaskan ketimpangan 
ini adalah perjanjian kerjasama ini cenderung meningkatkan permintaan akan pekerja 
yang terampil yang kemudian berpotensi meningkatkan upah mereka. Gambar 5.11 
mengilustrasikan Kurva Insiden Pertumbuhan yang menggambarkan persentasi perubahan 
konsumsi di bawah skenario simulasi. Kelompok 20 persentil terbawah terpengaruh secara 
negatif dengan besaran yang kurang dari 0,1%. Untuk masyarakat yang berada di atas garis 
kemiskinan, semua kelompok mendapatkan pengaruh positif dengan kelompok kaya yang 
cenderung mendapatkan peningkatan yang lebih besar. Temuan ini sejalan dengan studi 
Bank Dunia (2019) yang megestimasi bahwa EU-CEPA dan perjanjian kerjasama lain seperti 
FTAAP dan TPP-15 akan mengurangi kemiskinan namun meningkat ketimpangan. Lebih 
lanjut lagi, studi tersebut menjelaskan bahwa meskipun peningkatan pendapatan dari EU-
CEPA lebih tinggi daripada perjanjian lain, persentil atas menikmati peningkatan yang lebih 
tinggi dibanding 40 persentil bawah.
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Gambar 5.11 Kurva Insiden Pertumbuhan

Sumber: Hasil Olahan Mikrosimulasi

Meskipun studi ini dapat menggambarkan potensi efek distributif perjanjian perdagangan, 
penting untuk memahami keterbatasan dari data yang digunakan. Mikrodata yang 
digunakan, yaitu IFLS, yang walaupun bisa dianalisa secara cross section, pada dasarnya 
merupakan data longitudinal. Implikasinya, basis data ini mungkin tidak mencerminkan 
situasi kemiskinan terkini di Indonesia seperti yang dapat ditangkap dari Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, IFLS tetap digunakan karena publikasi datanya yang 
relatif lebih lengkap yang meliputi variabel pendapatan, pekerjaan, dan pengeluaran, yang 
diperlukan untuk menjalankan model mikrosimulasi.
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ANALISIS PADA BAB 2 dan simulasi model pada Bab 5 memperlihatkan bahwa 
keunggulan komparatif produk-produk Indonesia cenderung terkonsentrasi pada 
barang-barang yang berdasarkan sumber daya alam, seperti produk perkebunan 
dan mineral, atau industri padat karya. Komposisi ekspor Indonesia, baik untuk 

pasar dunia maupun pasar Eropa cenderung tidak mengalami banyak perubahan dalam dua 
dekade terakhir, meskipun diversifikasi produk ekspor lebih terlihat di pasar Eropa. Simulasi 
pada Bab 5 juga memperlihatkan bahwa kebanyakan sektor ekonomi yang mendapatkan 
keuntungan dari IEU CEPA adalah yang sesuai dengan keunggulan komparatif tersebut. 
Pembahasan mengenai investasi di Bab 4, serta penjelasan mengenai sektor jasa di Bab 3 
juga memperkuat hal tersebut.

Hal ini tentunya mengundang beberapa pertanyaan: Apakah Indonesia mempunyai 
kesempatan untuk melakukan diversifikasi produk ekspor dan pendalaman industrinya? 
Dan bagaimana CEPA dapat membantu proses tersebut? Masing-masing dari Bab tersebut 
mendiskusikan juga potensi pengembangan dengan memanfaatkan CEPA dan perubahan 
kebijakan. Dalam Bab ini, potensi pengembangan industri dan sektor produksi Indonesia 
tersebut akan dibahas melalui perspektif Rantai Nilai Global (Global Value Chain, GVC), 
yang terkait erat dengan aspek perdagangan, sektor jasa, serta investasi yang dibahas 
sebelumnya. Pembahasan akan dibuka dengan melihat GVC dan perannya dalam 
pembangunan ekonomi dan industri, dilanjutkan dengan melihat posisi Indonesia, sebelum 
melihat bagaimana IEU CEPA dapat memberikan peluang untuk partisipasi lebih luas di 
dalam GVC.

RANTAI NILAI GLOBAL DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN

Salah satu karakteristik utama dalam perkembangan industri dunia sejak tiga puluh 
tahun terakhir adalah semakin masifnya fragmentasi produksi di tingkatan global dan 
regional. Produksi tidak lagi dilakukan di satu tempat dan negara, tetapi dipecah menjadi 
berbagai tingkatan produksi, seperti produksi parts and components, atau produksi barang 
jadi, dan dilakukan di lokasi yang berada di negara berbeda. Pemilihan produksi apa yang 
dilakukan di lokasi tertentu ditentukan oleh karakteristik produksi yang disesuaikan dengan 
keunggulan komparatif dari lokasi tersebut. Proses fragmentasi tersebut, dikenal juga 
sebagai GVC, didorong oleh dunia usaha internasional, baik usaha besar multinasional yang 
membentuk jaringan produksi maupun usaha menengah kecil yang menjadi bagian dari 
jaring produksi tersebut.

Dari sisi komersial, dunia usaha internasional memperoleh banyak manfaat dari 
pengembangan jaringan produksi dan rantai nilai mereka, seperti efisiensi, keterampilan 
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manajerial, serta inovasi21. Dari perspektif pembangunan ekonomi dan industri, 
perkembangan GVC dan partisipasi perekonomian dalam berbagai jaring produksi 
internasional memberikan kesempatan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Bagi 
negara berkembang, ini juga dapat menjadi strategi pembangunan industri untuk mengejar 
ketertinggalan dari perekonomian maju sebagai outcome dari arus barang, arus modal dan 
arus pengetahuan yang lebih cepat dan konsisten (Baldwin, 2016). 

Sejak mulainya pembangunan ekonomi di negara berkembang setelah Perang Dunia 
II, ada beberapa stategi pengembangan industri yang diadopsi oleh banyak negara 
berkembang sebagai arahan kebijakan mereka. Salah satu yang paling mendapat perhatian 
adalah stategi Substitusi Impor (SI), yang banyak diadopsi pada dekade 50an. Strategi ini 
mendasarkan pada kebijakan untuk menggantikan barang-barang manufaktur yang banyak 
bersumber dari negara lain yang lebih maju. Strategi ini berkaitan dengan narasi kemandirian 
perekonomian yang juga sejalan dengan semangat dekolonisasi setelah Perang Dunia II, 
sehingga banyak dijalankan oleh negara-negara berkembang pada dekade 1960an (Todaro 
dan Smith, 2014).

Strategi ini sangat tergantung dengan pasar domestik serta skala ekonomis yang 
tersedia. Negara dengan pasar domestik yang cukup besar diharapkan akan mampu 
menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh industri pengganti barang impor. Untuk 
membuat industri tersebut dapat bersaing dengan produk impor, diberlakukan kebijakan 
perdagangan yang bersifat restriktif. Diharapkan dalam tempo tertentu, industri SI tadi akan 
mencapai skala ekonomis dan efisiensi biaya berdasarkan learning-by-doing. Strategi ini 
membutuhkan kebijakan yang konsisten dengan jangka waktu yang jelas, serta pemilihan 
sektor industri yang tepat. Permasalahannya adalah ketiga prasyarat kebijakan tadi sering 
tidak tersedia. Pada tahun 1970an, mulai terlihat bahwa SI tidak berhasil membawa negara 
berkembang membangun industrinya, bahkan kebijakan ini menjadi sumber inefisiensi dan 
mendistorsi perekonomian, seperti dibahas oleh Little et al. (1970) dan Krueger (1997), 
sehingga mulai ditinggalkan. Indonesia sendiri menerapkan pola strategi SI sejak akhir 
1960an dengan membangun berbagai industri hulu yang dianggap penting dan memberikan 
proteksi perdagangan yang berlangsung hingga saat ini.

Strategi lain yang juga banyak diadopsi oleh negara berkembang, terutama di Asia Timur, 
terkait dengan Promosi Ekspor (PE). Sama seperti SI, strategi ini juga merupakan kebijakan 
bersifat spesifik untuk beberapa industri pilihan yang menjadi primadona. Tetapi berbeda 
dengan SI, kebijakan lebih ditekankan untuk mendorong industri tersebut melakukan ekspor 
dengan pertimbangan pasar dunia yang lebih besar dibandingkan pasar domestik. Kebijakan 
yang digunakan cenderung memberikan bantuan untuk menembus pasar internasional 
dengan bantuan pemasaran, input yang lebih murah serta subsidi dalam produksi. Strategi 
ini jarang menggunakan elemen proteksi atas barang impor. Dengan gagalnya SI, banyak 
negara berkembang beralih pada strategi ekspor dengan berbagai kebijakannnya. 

Meskipun strategi ini membutuhkan prasyarat kebijakan yang sama dengan SI, outcome 
strategi ini sering dianggap lebih sesuai dengan tujuan pembangunan industri. Keberhasilan 
Four Asian Tigers, Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan Hong Kong, sering diasosiasikan 
dengan strategi PE. Strategi ini lebih memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan 
secara konsisten, karena kerugian dari kegagalan strategi ini akan ditanggung secara 
khusus oleh pemerintah, bukan oleh perekonomian dan konsumen seperti dalam strategi SI, 

21 Lihat berbagai studi dari Gereffi, Humphrey, & Sturgeon (2005) dan Humphrey & Schmitz (2002), ataupun studi kasus  
 iPod (Linden et al., 2009) atau Lenovo dan HP (Dedrick et al., 2010).
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yang akhirnya sering menyebabkan kerugian yang berkepanjangan. Tetapi PE juga 
mempunyai banyak kelemahan, diantaranya kebutuhan akan modal dan sumber daya yang 
besar termasuk teknologi, serta resiko kegagalan dalam pemilihan industri yang didukung. 
Strategi ini juga menimbulkan distorsi karena imbalan terhadap faktor produksi, seperti 
tingkat upah, harus ditekan di bawah level keunggulan komparasi.

Berkembangnya GVC memberikan pilihan bagi negara berkembang untuk mengadopsi 
strategi pengembangan industri alternatif yang lebih efisien, lebih terarah dan terjaga 
konsistensinya. Dengan partisipasi dalam GVC, negara berkembang dapat mengambil 
manfaat dari pasar dunia, seperti PE, dengan persiapan sumber daya, seperti teknologi  
dan modal, serta subsidi yang kurang memberatkan. Investasi terkait GVC dapat 
menyediakan lebih banyak memenuhi kebutuhan modal, teknologi dan know-how,  
serta pemasaran produk yang dihasilkan. Risiko kegagalan dengan biaya yang besar tidak 
lagi perlu ditanggung oleh pemerintah dan perekonomian, tetapi oleh multinasional yang 
mengelola jaring produksi tersebut. 

Partisipasi dalam GVC juga memberikan kesempatan perekonomian untuk mencapai 
tujuan pendalaman industri seperti yang dicita-citakan oleh SI dengan value-chain 
upgrading, meskipun memerlukan berbagai kebijakan dan situasi yang mendukung (Gereffi, 
2016). Dari sisi makroekonomi, partisipasi dalam GVC juga mempunyai korelasi dengan 
nilai tambah dan produktivitas. Kummritz (2016) memberikan estimasi bahwa peningkatan 
partisipasi 1 persen dalam GVC akan meningkatkan nilai tambah antara 0,1% – 0,6%, dan 
0,3% dalam produktivitas tenaga kerja.

Partisipasi dalam GVC sendiri ditentukan oleh berbagai faktor, yang berada pada tingkatan 
global, regional, dan nasional, bahkan sub-nasional. Meskipun ada variasi besar antara 
setiap perekonomian, partisipasi dalam GVC banyak tergantung pada aspek mendasar dari 
GVC dan fragmentasi produksi sendiri, yaitu perdagangan, investasi dan jasa pendukung, 
seperti yang dijabarkan oleh Baldwin (2011) sebagai Trade-Investment-services nexus. 

Sebagai jaring produksi internasional, perdagangan yang lancar merupakan syarat utama 
untuk berpartisipasi lebih baik dalam GVC. Oleh karena itu berbagai infrastruktur terkait 
perdagangan, logistik, dan fasilitasi perdagangan menjadi faktor utama dalam partisipasi 
yang lebih kuat, disamping kebijakan perdagangan yang lebih terbuka. Lanz and Piermartini 
(2016) menemukan bahwa negara dengan situasi tersebut cenderung mempunyai industri 
yang tergantung dari rantai nilai dan rantai pasok internasional.

Kebijakan dan situasi investasi juga menjadi penting karena multinasional menggunakan 
FDI sebagai kendaraan utama dalam melebarkan rantai nilai mereka. Kowalski et al. (2015) 
menemukan bahwa negara yang memiliki perjanjian perdagangan dan keterbukaan investasi 
cenderung memiliki partisipasi yang lebih tinggi, terutama dalam backward linkages. Studi 
yang sama juga menemukan bahwa kualitas institusi, perlindungan hak kekayaan intelektual, 
serta kemampuan menyerap dan menggunakan teknologi menentukan partisipasi. Damuri 
(2012) juga menemukan bahwa negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan 
komprehensif, seperti CEPA, mempunyai hubungan perdagangan barang input yang lebih 
tinggi, sebagai indikasi keterkaitan dalam rantai nilai. Ketersediaan jasa yang berkualitas 
juga menjadi syarat utama partisipasi dalam GVC seperti dijelaskan pada Bab 3.
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PARTISIPASI INDONESIA DALAM GVC 

Ada banyak cara untuk melihat sampai sejauh mana partisipasi suatu perekonomian 
di dalam GVC. Pada dasarnya keterlibatan dalam GVC adalah hubungan antara unit usaha 
dalam satu perekonomian dengan unit usaha lain di perekonomian lainnya, baik itu dalam 
satu perusahaan, seperti perusahaan induk dengan anak perusahaannya, atau antara 
pemasok dengan pembeli. Oleh karena itu, pada tingkatan mikro, partisipasi dapat dianalisis 
dengan melihat pola interaksi perusahaan di perekonomian tersebut, terkait dengan aktivitas 
produksi internasional. Ini biasanya dilakukan dengan meninjau beberapa studi kasus pada 
tingkatan perusahaan ataupun industri.

Meskipun memberikan detail yang sangat baik, studi kasus tidak dapat memberikan 
gambaran pada tingkatan makro. Oleh karena itu banyak analisis saat ini mencoba melihat 
keterlibatan pada tingkatan makro. Selain karena dapat memberikan gambaran lebih 
menyeluruh, analisis makro juga dapat mengerucut pada rekomendasi kebijakan yang lebih 
mendasar. Analisis ini dapat dilakukan dengan meninjau pola perdagangan seperti analisis 
pada Bab 2, tetapi hasilnya kurang dapat memberikan insight yang diperlukan. Alternatifnya 
adalah dengan menggunakan analisis nilai tambah perdagangan (Trade in value added), 
yang dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh nilai tambah luar negeri 
berperan dalam ekspor dan produksi, serta seberapa jauh nilai tambah domestik berperan 
dalam produksi negara lain.

Berbagai metode telah dikembangkan menggunakan statistik nilai tambah untuk melihat 
keterlibatan suatu perekonomian dalam GVC. Dua indikator mendasar yang langsung 
dapat dipahami adalah indikator backward value added (BVA) dalam ekspor, dan forward 
value added (FVA). BVA mengukur sampai seberapa jauh nilai ekspor suatu perekonomian 
menggunakan nilai tambah yang berasal dari luar negeri, biasanya dibandingkan dengan nilai 
ekspor bruto. Semakin tinggi BVA semakin tinggi peran impor dalam ekspor perekonomian 
tersebut, yang memberikan indikasi semakin tingginya partisipasi dalam GVC. FVA, di sisi 
lain, mengukur sampai seberapa jauh ekspor perekonomian tersebut digunakan dalam 
ekspor negara lain. Semakin tinggi FVA, semakin tinggi peran perekonomian tersebut 
dalam produksi dan ekpor dunia, yang menjadikan indikasi tingginya peran dan partisipasi  
dalam GVC.

Gambar 6.1 memberikan gambaran mengenai partisipasi beberapa negara di Asia-
Oceania dalam GVC menggunakan dua indikator tersebut. Sekilas terlihat bahwa keterlibatan 
Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain, termasuk Vietnam, Thailand, 
bahkan Tiongkok. Perbedaan yang paling mendasar antara negera-negara tersebut dengan 
Indonesia adalah jenis keterlibatannya. BVA Indonesia hanya mencapai 10%, jauh lebih 
kecil dari negara lain, bahkan dari India. Nilai tambah impor yang digunakan dalam ekspor 
Indonesia relatif kecil dibandingkan negara lain seperti Vietnam yang mencapai 32%, atau 
Thailand (30%). Bahkan dibandingkan dengan negara yang industrinya lebih matang, 
seperti Jepang, Korea dan Tiongkok, nilai tambah impor dalam ekspor Indonesia cenderung  
lebih kecil.
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Gambar 6.1 Partisipasi Dalam GVC Untuk Beberapa Negara 2018 (% Ekspor Bruto)

Sumber: IORA Database

Sebaliknya Indonesia memiliki indikator FVA yang tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan 
negara lain di kawasan. Perekonomian yang memiliki FVA tinggi biasanya diasosiasikan 
dengan industri yang telah mature sehingga menjadi sumber utama input bagi produksi 
dan ekspor di negara lain. Tetapi angka untuk Indonesia perlu diinterpretasikan secara hati-
hati. FVA yang tinggi lebih disebabkan karena sumbangan dari berbagai produk berbasis 
sumber daya yang juga menjadi andalan produk ekspor Indonesia. Jika dilihat secara lebih 
detail hampir 40% dari nilai tambah tersebut berasal dari produk-produk mineral, logam, 
serta energi. FVA yang berasal dari sektor primer lain seperti perkebunan, kehutanan dan 
lainnya juga sangat tinggi. Hanya sekitar 11% dari nilai tambah tadi yang berasal dari sektor 
manufaktur dengan karakteristik jaring internasional yang tinggi, seperti tekstil dan garmen, 
elektronik serta kendaraan bermotor. Rasio FVA Indonesia yang tinggi, sebenarnya tidak 
tepat mencerminkan partisipasi Indonesia dalam GVC, terutama dalam GVC produk-produk 
manufaktur.

Seperti disebutkan sebelumnya, partisipasi dalam GVC mempunyai korelasi positif 
dengan pembangunan ekonomi dan industri. Jika melihat indikator BVA di atas, partisipasi 
yang tinggi dalam GVC bisa diartikan juga sebagai kandungan impor yang tinggi di dalam 
nilai ekspor. 

Ini terdengar tidak sesuai dengan semangat yang sering diusung oleh pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan kandungan lokal dari produksi dan impor. Berbagai 
kebijakan bahkan diluncurkan untuk mendukung tujuan tersebut seperti ketentuan Tingkat 
Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang memprasyaratkan tingkatan kandungan lokal 
tertentu bagi produk yang diproduksi di Indonesia. Kebijakan TKDN akan dibahas lebih jauh 
di Bab 8. Tetapi disini perlu disebutkan bahwa kebijakan seperti itu tidak sesuai dengan 
strategi partisipasi lebih jauh di dalam GVC.
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Gambar 6.2 Skema Sederhana Partisipasi GVC dan Pengembangan Industri

Sumber: Penulis

Gambar 6.2 memberikan skema sederhana bagaimana partisipasi dalam GVC dan 
kandungan impor akan mendorong perkembangan industri dan ekonomi. Pada tahapan 
awal dengan partisipasi yang rendah, porsi nilai tambah impor pada ekspor cenderung kecil, 
karena didominasi kandungan lokal yang tinggi. Tetapi pada tahapan ini, nilai ekspor juga 
terbatas. Dengan bergabungnya negara tersebut pada GVC, seperti terlihat di tahap kedua, 
porsi kandungan impor akan meningkat sementara porsi kandungan lokal berkurang. 
Tetapi ini diikuti dengan peningkatan nilai ekspor secara nominal, sehingga meskipun 
porsinya menurun, nilai tambah kandungan lokal sebenarnya meningkat, termasuk 
kontribusinya kepada perekonomian. Pada tahap berikutnya, industri mengalami pendalaman 
dengan kemampuan memproduksi intermediate inputs untuk produksi sendiri maupun 
produksi di negara lain. Disini ekspor membesar dengan dukungan kandungan lokal yang 
semakin tinggi.

Lopez-Gonzales dan Holmes (2011) serta Baldwin (2012) mendokumentasikan 
perkembangan tersebut dengan mencatat bahwa negara-negara dengan PDB per kapita 
di bawah USD20 ribu cenderung mendapatkan pasokan input dari luar negeri, sementara 
setelah di atas nilai tersebut akan cenderung memberikan pasokan input ke negara lain.

Perlu diperhatikan bahwa menurunnya porsi kandungan lokal setelah berpartisipasi 
dalam GVC bukan berarti nilainya sendiri akan mengecil. Bahkan kemungkinan besar nilainya 
akan semakin besar. Gambar 6.3 memberikan ilustrasi situasi ekspor produk komunikasi dan 
komputer Tiongkok antara tahun 1990 dan 2005. Pada periode pertama ketika partisipasi 
Tiongkok dalam GVC elektronik belum mendalam, proporsi kandungan lokal dalam ekspor 
mencapai 83%. Ketika partisipasi Tiongkok makin tinggi, proporsi kandungan lokal dalam 
ekspor turun menjadi 62%, sementara impor memberikan porsi 38%. Tetapi nilai kandungan 
lokal pada tahun 2005 mencapai 25 kali lipat dari lima belas tahun sebelumnya, karena nilai 
ekspor berlipat 34 kali. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana industri peralatan komunikasi 
dan komputer Tiongkok mampu menggunakan suku cadang dan komponen impor, sebagai 
bagian dari partisipasi GVC mereka, untuk meningkatkan daya saing produk dan ekspor. 
Dalam perkembangan selanjutnya industri Tiongkok juga semakin mampu memproduksi 
komponen yang diperlukan bukan hanya bagi industri dalam negeri, tetapi juga industri di 
negara lain.
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Gambar 6.3 Kandungan Lokal dan Impor Produk Komunikasi dan Komputer Tiongkok

Sumber: Diolah dari EORA-GVC Database

Dalam laporan yang diterbitkan pada tahun 2019, ADB melihat posisi Indonesia pada 
GVC selama periode 2000-2017. Ada beberapa hal utama yang dikemukakan oleh laporan 
tersebut berdasarkan analisis perdagangan nilai tambah. Pertama adalah produksi di 
Indonesia lebih berorientasi pada pasar domestik, dengan menggunakan input yang juga 
didapat dari perekonomian domestik, seperti yang dibahas di atas. Kedua, Indonesia juga 
cenderung mengarah ke produksi “downstream”, berbeda dengan negara yang terkait 
erat dengan GVC, dimana cenderung untuk mengarah pada produksi “upstream”. Tetapi 
Indonesia mempunyai link yang semakin kuat dengan negara-negara Asia, sehingga dapat 
membantu meningkatkan partisipasi dalam GVC di masa mendatang.

POTENSI DAMPAK IEU CEPA DAN PARTISIPASI DALAM GVC

Salah satu potensi yang Indonesia bisa dapatkan dari CEPA ini adalah kesempatan untuk 
meningkatkan partisipasi di dalam GVC, terutama yang bersumber dari negara-negara EU. 
Kawasan Uni Eropa adalah kawasan yang paling tinggi terintegrasi jika dilihat dari berbagai 
indikator partisipasi dalam GVC. Perusahaan multinasional Uni Eropa, baik di bidang 
manufaktur maupun jasa, telah lama mendapatkan bahan baku antara dan komponen dari 
luar negara mereka, disamping juga menjalankan operasinya di luar negeri. Di kawasan Asia 
Timur dan Tenggara, perusahaan Eropa juga telah lama beroperasi dan berproduksi, baik 
untuk melayani pasar di kawasan maupun mendapatkan dan memproduksi bahan antara 
mengandalkan keunggulan komparatif dari kawasan tersebut.

Eurostat mencatat bahwa meskipun perusahaan Eropa masih lebih banyak mendapatkan 
bahan antara dari negara-negara di kawasan EU sendiri, proporsi yang didapatkan dari 
luar kawasan tetap cukup signifi kan22. Selain bahan antara dalam bentuk komponen dan 

22 https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/International_sourcing_and_relocation_of_business_
 functions
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bahan baku, perusahaan Eropa juga semakin aktif mendapatkan sebagian fungsi bisnis 
dan administrasinya dari luar negeri dan kawasan. Perkembangan ini seiring dengan 
perkembangan teknologi digital yang memungkinkan berbagai fungsi bisnis dijalankan di 
tempat lain, sehingga membuat GVC tidak lagi sekedar produksi dan pemasokan barang 
antara, tetapi juga dalam bidang jasa. Berkembangnya GVC jasa ini juga membuka 
kesempatan untuk perdagangan jasa yang lebih besar dalam bentuk penyediaan jasa bisnis 
dan penunjang administrasi.

Indonesia cenderung masih belum mempunyai posisi penting dalam rantai nilai yang 
berasal dari negara-negara Uni Eropa. Tabel 6.1 memperlihatkan nilai tambah asal EU yang 
menjadi bagian dari ekspor Indonesia, dibandingkan dengan nilai tambah asal EU yang 
menjadi bagian dari ekspor seluruh negara-negara dunia. Ini ekuivalen dengan FVA negara-
negara Uni Eropa yang melewati Indonesia, dibandingkan dengan keseluruhan FVA EU. 
Semakin tinggi angka perbandingan ini menunjukkan semakin pentingnya negara tersebut 
dalam GVC Uni Eropa. Atau dapat dikatakan sebagai hub dari GVC Uni Eropa. Tabel ini juga 
menunjukkan perbandingan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Tabel 6.1. Nilai Tambah EU Dalam Ekspor Negara ASEAN (% dari FVA EU)

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam ASEAN

Total 0,58 2,36 0,51 2,2 1,36 12,24

Industri Pengolahan 0,6 2,68 0,54 2,47 1,62 11,89

Makanan 1,38 3,23 0,2 3,12 5,74 15,62

Tekstil dan Pakaian 1,72 0,59 0,14 1,55 7,69 12,02

Katu dan Kertas 2,47 1,75 0,6 2,29 3,06 11,41

Produk Kimia 0,51 2,14 0,09 2,63 0,9 11,9

Logam Dasar 0,47 1,79 0,12 1,6 0,96 5,97

Elektronik 0,32 5,77 1,47 2,64 1,02 17,81

Mesin 0,63 1,61 0,15 1,91 0,63 8,73

Peralatan Transportasi 0,3 0,5 0,34 2,65 0,65 6,02

Pengolahan Lainnya 0,95 1,79 0,76 3,74 3,44 14,82

Sumber: Dihitung dari TiVA Database

Secara total hanya 0,58% dari FVA Uni Eropa yang melewati Indonesia. Untuk sektor 
manufaktur, angkanya juga tidak terlalu jauh berbeda. Bahkan untuk beberapa sektor 
produksi yang mempunyai karakteristik GVC lebih tinggi, seperti elektronika dan kendaraan, 
angkanya hanya mencapai 0,3%. Angka ini cenderung kecil dibandingkan dengan keterlibatan 
negara-negara lain di ASEAN. Malaysia, misalnya menjadi hub yang lebih penting karena 
berkontribusi 2,4%, seperti juga Thailand. Bahkan Vietnam dan Filippina juga menjadi hub 
yang lebih penting untuk beberapa sektor produksi. ASEAN secara keseluruhan sebenarnya 
merupakan hub penting dari GVC yang berasal dari Uni Eropa.

Seperti dijelaskan dalam Bab-bab sebelumnya, CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa 
akan membuka banyak peluang untuk meningkatkan hubungan antara kedua perekonomian. 
Dengan perjanjian tersebut diharapkan Indonesia juga akan dapat menjadi lebih terintegrasi 
kepada GVC yang dibentuk oleh perusahaan asal Eropa. Dengan perjanjian ini hambatan 
perdagangan akan diturunkan dan memperlancar arus barang antar keduanya. Jasa yang 
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berkualitas juga dapat lebih tersedia dengan perjanjian perdagangan jasa yang mengurangi 
hambatan. Investasi juga diharapkan akan semakin meningkat dengan meningkatnya 
perdagangan dan kepastian kebijakan. Perdagangn, jasa dan investasi adalah aspek utama 
untuk meningkatkan partisipasi dalam GVC, bukan hanya yang berasal dari Uni Eropa, juga 
dari berbagai negara lain.

Perjanjian ini tentu saja bukan merupakan obat mujarab yang dapat langsung mendorong 
peningkatan partisipasi Indonesia dalam GVC. Berbagai tindakan, baik di tingkatan kebijakan 
maupun pengembangan kapasitas harus dapat dilakukan untuk mendukung terciptanya 
lingkungan usaha yang lebih baik. Bagian berikut dari Laporan ini akan membahas berbagai 
rekomendasi kebijakan yang diperlukan agar perjanjian ini dapt lebih optimal dalam 
mendukung reformasi yang sedang berlangsung di Indonesia.
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7.
ISU LAINNYA 
DALAM 
PERUNDINGAN 
IEU CEPA
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SEBELUM MEMBAHAS MENGENAI berbagai rekomendasi dan penyesuaian 
kebijakan dalam rangka implementasi IEU CEPA, pada Bab ini akan terlebih 
dahulu dibahas beberapa isu lain yang menjadi bagian dari perjanjian tersebut. 
Tabel 7.1 menjabarkan secara singkat isu-isu yang dibahas dalam negosiasi, 

yang kemungkinan akan menjadi bagian dari perjanjian perdagangan ini. Walaupun 
demikian, isu-isu tersebut masih memungkinan untuk mengalami perubahan dalam proses 
negosiasi. Terdapat beberapa isu yang belum pernah dinegosiasikan oleh Indonesia dalam 
perjanjian perdagangan lainnya seperti isu terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan 
perdagangan digital (termasuk arus data dan privasi). Oleh sebab itu, negosiasi dalam isu-
isu tersebut masih terbatas pada tahap awal proses negosiasi sehingga perkembangannya 
masih akan cukup dinamis. Isu-isu dibawah juga tidak jauh berbeda dengan Vietnam-EU 
CEPA yang sudah resmi diimplementasikan bulan Juli tahun 2020 kecuali beberapa bab 
seperti perdagangan digital (termasuk arus data dan privasi) serta energi dan bahan mentah.

Tabel 7.1 Area Pembahasan IEU CEPA

Perdagangan Barang Pengadaan Barang Publik
Aturan Asal Barang BUMN
Bea Cukai dan Fasilitasi Perdagangan Energi dan Bahan Mentah
Sanitary and Phytosanitary measures (SPS) Pembangunan Berkelanjutan
Technical Barriers to Trade (TBT) Asistensi Mutual Customs
Tindakan Remedi Perdagangan Good Regulatory Practice
Jasa dan Investasi Transparansi
Kekayaan intelektual Management of preferential treatment
Perdagangan digital Pengecualian
Arus Data antar negara dan perlindungan 
data pribadi dan privasi

Penyelesaian Sengketa

Persaingan usaha Provisi Akhir dan Institusional
UMKM Catatan Khusus Sektor Kendaraan Bermotor

Sumber: European Commision

Laporan ini akan fokus pada empat aspek isu-isu yang penting dan sudah mengalami 
kemajuan signifikan dalam proses negosiasi antara lain: (i) Perlindungan Investasi, (ii) 
Hak Kekayaan Intelektual, (iii) Persaingan Usaha, dan (iv) Pengadaan Barang Publik. Perlu 
digarisbawahi bahwa pembahasan bagian ini tidak menekankan pada posisi negosiasi 
kedua negara dalam perundingan yang sedang berjalan. Adapun beberapa topik yang akan 
diskusikan seperti latar belakang isu, peluang dan tantangan pada tahap negosiasi dalam 
masing-masing isu. Pembahasan juga akan dikaitkan dengan tantangan regulasi dan 
kebijakan dalam implementasi di masa mendatang.
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PERLINDUNGAN INVESTASI

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, salah satu potensi manfaat dari 
perjanjian IEU CEPA adalah peningkatan FDI. Peningkatan investasi dari EU ke Indonesia 
ini dimungkinkan terjadi melalui dua saluran atau mekanisme. Pertama, peningkatan 
perdagangan antara kedua belah pihak yang berpotensi ikut membantu mendorong 
peningkatan aliran investasi. Kedua, adanya ketentuan atau provisi investasi (Investment 
provision) dalam perjanjian IEU CEPA yang meliputi fasilitasi investasi, promosi dan 
proteksi. Hal ini selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari investor 
akan adanya mekanisme formal yang terdefinisikan dengan baik untuk melindungi aset-
aset para investor.

Meskipun demikian, hingga saat ini masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan 
yang mungkin menghambat negosiasi dan implementasi provisi investasi dalam IEU CEPA. 
Salah satu tantangan tersebut adalah keinginan Indonesia untuk mengakhiri seluruh 60+ 
Bilateral Investment Investment Treaties (BITs). Sebagai catatan, Indonesia telah mengakhiri 
20 BITs sejak tahun 2014. Indonesia berpendapat bahwa sistem yang ada saat ini telah 
memaksa Indonesia untuk menarik kembali peraturan-peraturan yang telah diterbitkan 
mengenai lingkungan hidup, aturan baru mengenai pengecualian untuk investasi asing dan 
prasyarat tingkat pemenuhan bahan baku produksi yang lebih tinggi.

Serupa dengan beberapa negara berkembang lainnya, Indonesia juga merasa khawatir 
bahwa sistem yang ada saat ini dalam mekanisme penyelesaian perselisihan antara 
negara dan investor (Investor-State Dispute Settlement Mechanism/ISDS). Selain itu, 
BITs juga membatasi kebebasan pemerintah untuk membuat dan menjalankan agenda 
pembangunannya. Hal ini disebabkan oleh risiko tuntutan kompensasi yang besar dari 
para investor jika peraturan-peraturan yang lebih ketat diterapkan oleh pemerintah  
(Knottnerus, 2018).

Untuk itu, pemerintah Indonesia menginginkan kesepakatan perjanjian investasi di masa 
depan, termasuk yang terkait dengan IEU CEPA, harus dinegosiasikan berdasarkan model 
BITs yang baru. Aturan tersebut kemungkinan besar akan secara signifikan mengurangi 
perlindungan untuk investor asing dan memperbolehkan pemerintah untuk menentukan 
arah pembangunan nasionalnya sendiri. Hal ini tentunya kemungkinan akan memperlambat 
dan menyulitkan negosiasi dan tercapainya kesepatan perjanjian perdagangan dan investasi, 
termasuk yang terkait dengan provisi dan perlindungan investasi yang telah diajukan di 
dalam IEU CEPA.

Berkebalikan dengan Indonesia, agenda EU dalam negosiasi IEU CEPA tampaknya lebih 
bertujuan dan menekankan liberalisasi dan deregulasi yang sangat luas, terutama yang 
terkait dengan perdagangan dan investasi di sektor jasa. Perlindungan terhadap penyedia 
jasa dan investor dari EU kemungkinan akan berdampak secara signifikan pada ruang 
kebijakan Indonesia. Hal ini mungkin akan membatasi negara dalam usahanya melindungi 
kepentingan publik, hak asasi manusia serta lingkungan hidup. Proteksi-proteksi investasi 
yang tengah diajukan saat ini masih diutarakan dalam bentuk yang luas dan tebuka untuk 
diinterpretasikan dalam banyak cara. Oleh sebab itu, banyak peraturan dan perundang-
undangan yang bisa dianggap sebagai pelanggaran dari prinsip perlakuan yang adil dan 
sama untuk investor asing seperti investor dalam negeri (national treatment), yang bisa 
berimplikasi pada adanya kompensasi ganti-rugi.

Berikut adalah beberapa contoh ketetapan peraturan domestik Indonesia yang bisa 
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dianggap sebagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip national 
treatment. Pertama, adanya peraturan pemerintah yang bertujuan untuk membatasi 
akses kepada investor asing yang lebih memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi 
investor domestik dibanding asing, sebagaimana misalnya diatur pada 3 dan 5 Pasal 12 
UU 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Pada aturan tersebut terdapat dua bidang 
uasaha yang tertutup bagi investasi asing, yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan 
peralatan perang; dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan  
undang-undang.

Untuk yang terakhir, hal ini diatur lebih lanjut lewat Perpres yang mengatur pembentukan 
Daftar Negatif Investasi (DNI), daftar yang mencantumkan bidang usaha yang tertutup dan 
terbuka dengan syarat bagi investor asing. Adapun pencantuman sektor–sektor tertentu 
di dalam daftar, menyesuaikan kriteria–kriteria yang telah diatur pada Peraturan Presiden 
(Perpres) No 76 tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha yang Terbuka 
dan Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. Beberapa kriteria itu antara 
lain: perlindungan sumberdaya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, 
kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan 
kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri dan kerjsama dengan badan usaha 
yang ditunjuk oleh pemerintah. Kriteria-kriteria tersebut dapat membebani investor asing 
dan keberadaan DNI kontradiksi dengan prinsip national treatment.

Kedua, Selain UU No. 25 No. 27 tahun 2007 dan DNI, permasalahan lainnya juga terdapat 
pada beberapa peraturan yang mengatur tentang “divestasi”, yaitu kewajiban pengurangan 
kepemilikan aset investasi yang dibebankan kepada investor asing. Terdapat beberapa 
aturan di sektor perkebunan dan pertambangan contohnya UU No. 24 tahun 2009 tentang 
Mineral dan Batubara (Minerba). Pada pasal 112, UU tersebut mewajibkan badan usaha 
IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan disvestasi saham pada 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha 
milik daerah (BUMD) atau badan usaha swasta nasional. Berdasarkan hal ini, maka adanya 
kewajiban yang bersifat diskriminatif terhadap investor asing ini menjadi tantangan dan 
hambatan tersendiri dalam proses negosiasi dan pelaksanaan kesepakatan IEU CEPA di 
masa depan. 

Ketiga, permasalahan substansi lain yang dapat menghambat proses negosiasi dan 
implmentasi kesepakatan IEU CEPA terkait dengan provisi investasi adalah keberadaan 
prasyarat performa atau kriteria investasi. Selain kriteria-kriteria yang telah di atur dalam UU 
No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal di atas, aturan mengenai prasyarat performa 
ini juga ditemukan pada UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM yang mensyaratkan usaha-
besar, termasuk perusahaan asing, untuk bekerjasama dan mengembangkan UMKM, 
dimana pengawasan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. 
Akibatnya, banyak peraturan daerah (perda) yang bertujuan untuk mengembangan UMKM 
di daerah tersebut. Hal ini tentunya semakin menyulitkan dan bertentangan dengan prinsip 
national treatment. 

Lebih lanjut, terdapat juga aturan performa yang mensyaratkan adanya kewajiban bagi 
investor untuk memberikan corporate social responsibility (CSR) sebagaimana diatur 
pada Pasal 15 UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Aturan yang lebih  detail 
mengenai CSR ini juga terdapat pada UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas 
yang mengatur penganggaran CSR sebagai bagian dari biaya perseroan yang kewajibannya 
bersifat mengikat secara hukum.



112

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan intelektual (KI) menjadi salah satu pokok bahasan yang semakin tidak dapat 
dipisahkan dalam isu perdagangan internasional. Perlindungan terhadap KI dianggap 
memiliki peran penting dalam inovasi dan daya saing dalam perekonomian. Selain untuk 
mencegah pembajakan produk dari pihak yang tidak bertanggungjawab, perlindungan KI 
juga menjamin konsumen untuk mengidentifikasi asal produk yang mereka konsumsi. 
Oleh sebab itu, semakin banyak pembahasan perjanjian-perjanjian bilateral, regional 
maupun multilateral yang mengatur terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 
seperti paten, merek, desain industri, hak cipta dan indikasi geografis. Contohnya adalah 
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) yang 
merupakan salah satu komitmen dengan standard tertinggi dalam hal isu KI.

Perundingan IEU CEPA juga memasukan KI sebagai salah satu bab yang sedang dibahas 
kedua belah pihak. Seperti yang diketahui, negara-negara Uni Eropa (EU) merupakan negara/
kawasan yang memiliki tingkat awareness yang tinggi terhadap isu ini. Beberapa perjanjian 
perdagangan Uni Eropa dengan Kanada, Jepang, Singapura dan Vietnam memasukan KI 
sebagai salah satu bab dalam perjanjian tersebut. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara 
berkembang masih dalam tingkat yang berbeda dengan Uni Eropa. Rendahnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya KI serta masih belum maksimalnya penegakan aturan dan 
perlindungan atas HAKI masih menjadi hambatan terbesar. Oleh sebab itu, kondisi yang 
tidak simetris ini berpotensi menciptakan tantangan implementasi di masa depan apabila 
kedua pihak sepakat untuk melakukan kerja sama komprehensif ini.

Indonesia memiliki dua perjanjian perdagangan yang juga memiliki chapter terkait 
dengan KI, yaitu Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan ASEAN-
Australia New Zealand FTA. Namun, tingkat komitmen kedua perjanjian ini tidak lebih tinggi 
dari CP-TPP dan juga proposal yang diajukan oleh Uni Eropa. Dengan kata lain, IEU CEPA 
memiliki potensi untuk meningkatkan konvergensi regulasi KI sesuai dengan standard 
internasional. Selain itu, Indonesia juga dapat meningkatkan komitmen terhadap penegakan 
atas perlindungan HAKI yang berhubungan positif terhadap iklim inovasi di Indonesia. 
Tentunya hal ini memiliki implikasi yang cukup signifikan.

Salah satu pertanyaan yang kerap ditanyakan dalam isu KI adalah hubungan dan 
peranan KI dalam perekonomian. Falvey dan Foster (2006) menjelaskan tiga peranan KI 
terhadap perekonomian yang dapat dijelaskan melalui hubungan KI dan pertumbuhan 
ekonomi, inovasi serta difusi teknologi internasional. Salah satu studi yang dilakukan oleh 
Kanwar and Evenson (2003) meneliti apakah tingkat perlindungan HAKI memiliki dampak 
peningkatan terhadap pengeluaran research and development (R&D). Dengan menggunakan 
model estimasi panel 32 negara dalam periode 1981-1995, mereka menemukan bahwa 
terdapat hubungan positif yang signifikan antara perlindungan HAKI dan pengeluaran R&D.  
Hal ini juga memperkuat bukti bahwa perlindungan HAKI memiliki dampak tidak langsung 
terhadap peningkatan tingkat output dan juga Total Factors Productivity (TFP) melalui 
pengeluaran R&D.

Indonesia masih sangat tertinggal dalam hal pengeluaran R&D sehingga iklim inovasi 
di dalam negeri masih sangat terbatas. Indonesia hanya mengeluarkan sekitar 2,13 miliar 
USD (PPP) atau 0,1% dari total PDB dalam bentuk R&D. Angka ini merupakan yang terendah 
di antara negara-negara seperti Malaysia (1,3%), Thailand (0,5%) dan Vietnam (0,4%) atau 
setara dengan Filipina. Pengeluaran ini didominasi oleh sektor publik seperti pemerintah 
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dan universitas sedangkan sektor swasta masih cenderung pasif. Hal ini juga tercermin dari 
peringkat Global Innovation Index (2020) yang menempatkan Indonesia di peringkat 85 dari 
131 negara. Kualitas institusi dan business sophistication merupakan kelemahan utama 
Indonesia dalam daya saing iklim inovasi.

Tren investasi serta rantai nilai global juga meningkatkan peranan perlindungan HAKI. 
Dengan semakin tingginya fragmentasi produksi dari negara maju ke negara berkembang 
seperti manufaktur, distribusi, pemasaran, desain, branding hingga R&D, investor 
memerlukan kepastian terhadap sistem perlindungan KI. Selain itu, apabila dilihat dari 
sisi difusi teknologi, perlindungan HAKI dapat memiliki dampak positif terhadap transfer 
pengetahuan/teknologi antar negara maju dan negara berkembang. Sistem proteksi HAKI 
ditujukan untuk dapat menciptakan level playing field baik di negara maju maupun negara 
berkembang sehingga memberikan insentif bagi investasi dan kegiatan R&D. Sistem 
perlindungan HAKI di negara berkembang memungkinkan akses ke proprietary knowledge 
milik korporasi dari negara maju yang lebih luas untuk mendorong akselerasi kegiatan R&D. 
Oleh sebab itu, perlindungan HAKI memiliki keterkaitan erat dengan keputusan bisnis dan 
investasi serta iklim inovasi, penelitian dan pengembangan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia juga masih memiliki pekerjaan rumah khususnya 
tentang mekanisme dan penegakan perlindungan HAKI yang masih belum optimal. Hal 
ini dapat dilihat dari masuknya Indonesia dalam laporan watch list yang dikeluarkan oleh 
Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 2020. Laporan tahunan ini berisikan beberapa 
temuan dari kedua negara terhadap pelanggaran-pelanggaran HAKI di negara-negara lain 
serta rekomendasi untuk peningkatan perlindungan HAKI. Indonesia menempati prioritas 
kedua dalam laporan baik dari Amerika Serikat maupun Uni Eropa setelah Tiongkok. Tabel 
7.2 di bawah menjelaskan beberapa poin penting yang menjadi pembahasan dalam laporan 
terhadap penegakan perlindungan HAKI di Indonesia.
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Tabel 7.2 Poin-poin penting terhadap perlindungan HAKI Indonesia dalam Laporan Watch List 
Uni Eropa & Amerika Serikat

Uni Eropa Amerika Serikat
Kriteria paten yang restriktif membuat 
penegakan perlindungan paten menjadi sulit 
khususnya terkait dengan produk farmasi 
dan produk perlindungan varietas tanaman

Indonesia masih mensyaratkan local working 
requirement dalam UU Paten

Adanya kecurigaan akan upaya registrasi 
merek asing oleh perusahaan domestik yang 
menyebabkan adanya biaya dan proses 
peradilan yang cukup besar bagi perusahaan 
pemegang merek asing

Belum adanya sistem yang efektif terkait 
dengan undisclosed test dan data yang 
dihasilkan untuk mendapatkan approval 
pemasaran dalam produk farmasi dan 
produk perlindungan varietas tanaman

Masih seriusnya permasalahan penegakan 
HAKI. Salah satu penyebabnya adalah tidak 
adanya Unit Kriminal terkait dengan HAKI 
yang dapat melakukan penegakan terkait 
dengan online copyright infringements 
khususnya camcording ilegal dan 
pembajakan live streaming

UU Paten yang masih dinilai khususnya 
terkait dengan kriteria produk yang dapat 
dipatenkan seperti incremental innovations, 
prosedur kewajiban lisensi dan persyaratan 
disclosure untuk penemuan dalam hal 
pengetahuan tradisional dan sumber daya 
genetik

Dampak pendaftaran produk-produk IG baru 
terhadap merek-merek yang sudah terdaftar 
dan memiliki nama produk yang general

Masih kurangnya sistem perlindungan 
yang efektif terhadap unfair commercial 
use dan unauthorized disclosure terhadap 
undisclosed test atau data yang dihasilkan 
untuk mendapatkan pemasaran untuk profuk 
farmasi dan produk tanaman kimia

Belum adanya komitmen dan penegakaan 
yang optimal dalam meberantas pembajakan 
online

Task Force perlindungan KI yang 
beranggotakan kementerian dan lembaga 
terkait sudah tidak lagi aktif. Selain 
pengaktifan kembali, Kepolisian Indonesia 
harus diikutsertakan dalam fungsinya 
sebagai penegak hukum 

Sumber: Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries by 
European Commission, USTR 2020 Special 301 Report

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sudah mengalami perbaikan khususnya dalam 
membangun website untuk pelaporan pembajakan yang mengidentifikasi website-website 
yang memiliki pembajakan online. List ini bermanfaat untuk meminimalisasi penempatan 
iklan pada website yang terlibat dalam pembajakan online. Pemerintah Indonesia juga 
sudah mengeluarankan aturan untuk melakukan pemblokiran sekitar 1745 situs yang 
terlibat pembajakan hak cipta dari tahun 2017 hingga 2019.23 Selain itu, Kemenkumham 
juga sudah memberikan kejelasan tata cara lisensi wajib paten dengan mengeluarkan 
Peraturan Menteri No. 30/2019 yang mengatur prosedur terkait Pemberian Lisensi-Wajib 
Paten. Terakhir, upaya Kementerian Keuangan dalam memperkuat pencegahan pembajakan 
khususnya terkait dengan border enforcement juga patut diapresiasi.

Salah satu permasalahan utama perlindungan KI di Indonesia adalah penegakan 
HAKI yang dinilai masih memerlukan banyak pembenahan. Sarana hukum terkait KI yang 
sudah cukup lengkap tidak akan berarti tanpa adanya peningkatan penegakan dalam 
perlindungan HAKI oleh aparat penegak hukum. Selain, itu hal ini juga memperlihatkan masih 
lemahnya budaya KI sehingga masyarakat belum memiliki tingkat kesadaran yang baik.  

23 https://kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745-situs-melanggar-hki/0/sorotan_media
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Konsekuensinya adalah Indonesia masih belum bisa menjadi negara penghasil inovasi di 
masa depan.

IEU CEPA menjadi salah satu kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan reformasi 
dalam bidang KI. Namun, hal ini bukanlah hal mudah karena dapat dianggap mengorbankan 
kepentingan nasional dan strategis Indonesia. Uni Eropa juga perlu memahami bahwa 
terdapat perbedaan tingkat pembangunan ekonomi serta kesadaran dalam isu KI yang 
cukup signifikan antara kedua negara. 

Selain dari beberapa isu diatas, indikasi geografis (IG) merupakan isu yang banyak 
mendapatkan perhatian baik dari pihak Indonesia maupun Uni Eropa. Negosiasi IEU CEPA 
saat ini mencakup bab khusus tentang GI termasuk daftar 70 produk GI Indonesia dan 
lebih dari 200 produk Uni Eropa diharapkan menerima perlindungan resiprokal. Sebelum 
perundingan putaran ke-9 selesai pada Oktober 2019, Indonesia dan Uni Eropa menerbitkan 
daftar produk GI masing-masing untuk dilindungi melalui Perjanjian IE CEPA. Pada utaran 
terakhir yang berlangsung secara virtual pada bulan Juni 2020, terdapat beberapa koreksi 
dan penyesuaian namun tidak ada keberatan yang diajukan dari kedua belah pihak.

Terlepas dari kondisi saat ini, Kementerian/Lembaga baik tingkat pusat maupun daerah 
serta pengusaha masih berjuang untuk menyelaraskan praktik lokal dengan standar 
internasional. Akibatnya, ekspor produk IG cukup terbatas, kesadaran dalam negeri 
cenderung rendah dan tingkat perlindungan yang diberikan oleh peraturan kurang memadai 
untuk merangsang investasi sektor swasta.

Sejalan dengan pertimbangan yang dikemukakan terkait KI secara umum, penegakan 
hukum IG saat ini juga terbilang cukup lemah sehingga merugikan perkembangan pasar 
domestik baik produk lokal maupun internasional. Salah satu penyebabnya adalah 
pengawasan dan pemantauan pasar atas nama terdaftar IG belum dilaksanakan secara 
sistematis. Selain itu, awareness di antara produsen IG dan ketersediaan data yang akurat 
juga masih perlu ditingkatkan.

Keterampilan lokal untuk kegiatan pengawasan, pemantauan dan pelaporan pasar 
IG harus terus dikembangkan. Informasi aktual mengenai penggunaan nama IG yang 
dilindungi versus ‘nama yang menyerupai IG’ dan praktik pemasaran yang tidak adil yang 
mengikis pangsa pasar potensial dari produk IG asli, juga harus dieksplorasi. Mengingat 
potensi manfaat kebijakan IG dalam mendukung produsen lokal dan keahlian UE di 
bidang ini, Indonesia harus mencari dukungan melalui bantuan teknis untuk memperkuat 
keterampilan dan menyelaraskan praktik dengan UE. 

Pembahasan isu KI dalam IEU CEPA kerap dibandingkan dengan bab yang sudah 
disepakati Vietnam dalam Vietnam-EU Free Trade Agreement (FTA). Kesepakatan dalam 
perjanjian tersebut cukup mendalam. Hanya saja harus diingat bahwa Vietnam sudah 
melakukan persiapan harmonisasi regulasi melalui komitmen-komitmen CP-TPP yang 
merupakan standard tertinggi dalam perjanjian KI. Indonesia bukan merupakan anggota 
CP-TPP sehingga memerlukan waktu transisi untuk melakukan penyesuaian regulasi  
serta reformasi.

Terakhir, isu KI semakin menyentuh banyak isu lainnya di luar perdagangan internasional 
sehingga memerlukan kordinasi antar K/L yang lebih komprehensif. Beberapa K/L yang 
memiliki peranan penting adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 
Keamanan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Kementerian Hukum dan HAM), 
Kejaksaan Agung, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Badan Pengawasan 
Obat dan Makanan. Institusionalisasi working group atau satuan tugas akan mempermudah 
kordinasi dan implementasi dari perjanjian IEU CEPA dan kebijakan KI secara umum.
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PERSAINGAN USAHA

Kebijakan persaingan memfasilitasi tercapainya prinsip kesetaraan, keadilan dan non-
diskriminatif bagi pelaku usaha dalam perekonomian. Tujuan akhir kebijakan persaingan 
usaha adalah peningkatan kesejahteraan konsumen dalam perekonomian. Persaingan 
usaha yang sehat akan mendorong efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi, yang pada 
gilirannya menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan tren pertumbuhan yang 
lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang. Banyak negara telah menetapkan kebijakan 
persaingan berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati secara luas sambil menyesuaikan 
penerapannya dengan kondisi lokal dan iklim usaha dalam perekonomian mereka sendiri. 
Dengan begitu, dalam banyak perundingan FTA antara negara, ruang lingkup kebijakan 
persaingan usaha tidak selalu sama.

Dalam penelitian yang pernah dilakukan OECD (Laprévote, 2019), terdapat beberapa 
provisi terkait dengan prinsip persaingan usaha dalam perundingan FTA. Berbagai provisi 
tersebut termasuk upaya mendorong persaingan usaha, mengadopsi dan mempertahankan 
UU Persaingan Usaha, serta melarang dan memberi sanksi pada praktik dan transaksi 
tertentu yang mendistorsi persaingan, perdagangan dan investasi. Provisi yang ada juga 
biasanya meminta berbagai pengecualian sektoral, yang biasanya dijabarkan dalam 
kebijakan persaingan usaha, untuk dapat ditinjau kembali dan dikurangi. 

Beberapa perundingan FTA juga memasukkan provisi berupa pemberlakuan UU 
Persaingan Usaha untuk perusahaan negara karena hal ini dapat membantu mendorong 
efisiensi yang lebih besar. Selain itu, terdapat juga perundingan yang menyepakati 
pelarangan beberapa jenis subsidi dan bantuan negara, yang dianggap sangat mendistorsi 
yang mempengaruhi perdagangan dan investasi antara para pihak. Setiap perjanjian 
perdagangan memasukkan beberapa provisi prinsip persaingan usaha yang berbeda sesuai 
dengan kepentingan masing-masing perekonomian. Secara khususnya, diikutkannya aspek 
persaingan usaha dalam perjanjian perdagangan bertujuan untuk:

Mengoptimalkan Manfaat Liberalisasi Perdagangan. Tindakan anti-persaingan, yang 
diatur oleh negara dan sektor swasta, dapat menggagalkan tujuan liberalisasi yang luas 
dari FTA. Peraturan terkait persaingan umumnya dimasukkan dalam perundingan untuk 
mendukung tujuan pengurangan hambatan perdagangan (memperluas akses pasar) serta 
mencegah dominasi perusahaan yang menghalangi masuknya (entry) ke sektor tertentu 
atau secara langsung merusak posisi kompetitif dari perusahaan-perusahaan yang 
mencoba memasuki pasar.

Mencapai Tujuan dan Sasaran Ekonomi yang lebih luas. Peningkatan efisiensi ekonomi 
dan kesejahteraan konsumen, meningkatkan investasi iklim yang baik, mendukung proses 
industrialisasi yang berkelanjutan, memfasilitasi berfungsinya pasar secara efisien, serta 
mendukung langkah-langkah pembangunan ekonomi juga menjadi tujuan dari perbaikan 
persaingan usaha. Dengan memasukkan aspek persaingan usaha dalam FTA, hal itu dapat 
berfungsi sebagai sinyal yang mengisyaratkan komitmen kepada calon investor asing 
bahwa negara siap menjalankan kebijakan pro- pasar dan pro-investasi dan sekaligus 
mengindikasikan kepada perusahaan domestik untuk mengejar misi peningkatan 
persaingan mereka.

Mencegah Strategi Anti-trust. Kebijakan persaingan seringkali digunakan sebagai 
pembatasan perdagangan karena perusahaan domestik mencari alternatif untuk melindungi 
pangsa pasar atau keuntungan mereka ketika dihadapkan pada persaingan asing yang 
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meningkat akibat liberalisasi perdagangan dan dengan demikian dapat melobi untuk 
penegakan antimonopoli yang agresif terhadap perusahaan asing untuk “secara efektif 
membatasi impor pesaing atau investor asing keluar dari pasar domestik mereka. Dengan 
latar belakang ini, dimasukkannya ketentuan terkait persaingan dalam FTA dapat membantu 
mengurangi risiko dengan memberlakukan pengujian substantif yang ketat pada otoritas 
persaingan. Biasanya, peraturan generik yang dimasukkan dalam perundingan FTA/CEPA 
mewajibkan para pihak untuk menegakkan undang-undang persaingan mereka dengan 
cara yang transparan dan non-diskriminatif. Dengan begitu, mewajibkan masing-masing 
pihak untuk memberi tahu pihak lain sebelum mengambil keputusan. tindakan penegakan 
hukum terhadap salah satu perusahaannya. 

Sebagaimana disebutkan di atas, ruang lingkup perundingan tergantung dengan 
kepentingan dan kebutuhan Indonesia dan Uni Eropa. Kedua perekonomian menyadari 
kontribusi kebijakan persaingan usaha terhadap penciptaan arus perdagangan yang 
kondusif, stabil, dan dapat diprediksi, yang khususnya penting bagi investor skala kecil 
yang memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu kerjasama yang lebih 
erat di bidang kebijakan persaingan, seperti pertukaran informasi tentang pengenaan 
langkah-langkah kebijakan persaingan yang relevan menjadi penting. Selain itu peningkatan 
kapasitas seperti memberikan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan teknis, 
serta kemungkinan pertukaran staf atau pelatihan juga dapat menjadi area kerjasama.

Beberapa aspek terkait persaingan usaha juga akan mempengaruhi keberhasilan 
implementasi dari perjanjian ini. Masalah subsidi, misalnya, mempunyai potensi 
membahayakan perdagangan dan investasi, karenanya harus terdapat aturan-aturan yang 
mencakup transparansi, konsultasi, dan juga kondisi tertentu untuk jenis subsidi yang 
paling distorti. Dalam aturan yang berlaku untuk anggota WTO dinyatakan bahwa subsidi 
diperbolehkan dengan ketentuan subsidi bersifat umum atau tidak spesifik. Aspek lain 
dalam persaingan usaha adalah masalah aturan dan perlakuan terhadap BUMN. Persaingan 
usaha yang baik seharusnya menjamin kesetaraan level usaha antara perusahaan swasta 
dan BUMN. Sayangnya saat ini Indonesia masih memberikan banyak hak ekslusif kepada 
BUMN, termasuk hak monopoli untuk berbagai sektor produksi yang berperan penting dalam 
pembangunan ekonomi. Kerjasama dan perjanjian dalam bidang persaingan usaha dalam 
IEU CEPA ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan persaingan usaha yang lebih baik.
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8.
PENYESUAIAN 
KEBIJAKAN 
DAN STRATEGI 
OPTIMASI
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DARI PEMBAHASAN DAN analisis dalam studi ini, terlihat bahwa IEU CEPA 
mempunyai potensi untuk memberikan dampak positif tidak hanya untuk 
perdagangan, tetapi juga investasi, pengembangan industri dan sektor jasa serta 
pembangunan sosial ekonomi secara keseluruhan. Tetapi ada banyak prasyarat 

untuk merealisasikan manfaat tersebut, termasuk usaha penyesuaian kebijakan dalam 
negeri. Bagian ini memberikan beberapa catatan penting dan rekomendasi terkait dengan 
opsi penyesuaian kebijakan yang diperlukan dalam implementasi IEU CEPA, serta strategi 
optimasi dalam meningkatkan potensi manfaat dalam perundingan IEU CEPA. Sebagai 
bagian akhir dari Laporan ini, Bab ini juga memberikan beberapa poin kesimpulan dari studi 
yang dilakukan. 

Gambar 8.1 Framework Penyesuaian Kebijakan dan Strategi Optimasi

Dalam Laporan ini, rekomendasi dalam implementasi IEU CEPA difokuskan pada 
empat aspek penyesuaian kebijakan (Gambar 8.1). Yang pertama adalah terkait dengan 
perbaikan Export Quality Infrastructure (EQI). Selanjutnya terkait dengan peningkatan 
daya saing sektor usaha khususnya UMKM serta penyesuaian regulasi dengan penekanan 
pada implementasi Good Regulatory Practice (GRP). Terakhir, pembenahan koordinasi 

Dalam Laporan ini, rekomendasi dalam implementasi IEU CEPA difokuskan pada 
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internal terkait perjanjian perdagangan internasional. Bersama dengan implementasi IEU 
CEPA, keempat penyesuaian ini akan mendukung tercapainya perluasan akses pasar dan 
diversifikasi produk Indonesia, diversifikasi input dan partisipasi jaring produksi, serta 
peluang investasi.

PERBAIKAN KUALITAS  (EQI)

Temuan pada bab sebelumnya menggarisbawahi kesulitan produk-produk Indonesia 
untuk bersaing di pasar Uni Eropa akibat standard produk yang tinggi dibandingkan 
dengan negara-negara partner dagang Indonesia lainnya. Berdasarkan profil Non-Tariff 
Measure (NTM), Uni Eropa memiliki rasio cakupan (coverage ratio) dan rasio frekuensi  
(frequency ratio) yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yaitu sebesar 94.31% 
dan 93.88% sementara rata-rata negara lain adalah 71.98% dan 43.04%.

Kesulitan terkait standard ini juga dicerminkan dari pengalaman perusahaan Indonesia 
dibandingan dengan negara lain. Salah satu temuan dalam wawancara pemangku 
kepentingan adalah bahwa produk Indonesia memiliki tingkat recall yang relative tinggi 
dibandingkan negara lain. Produk Indonesia juga sangat sulit mendapat ijin edar, terutama 
produk makanan dan minuman Indonesia dibandingkan dengan produk Thailand yang tidak 
berbeda jauh. Hal ini sangat terlihat dalam ekspor produk pertanian, kehutanan & perikanan 
yang dekat dengan konsep keberlanjutan yang menjadi prioritas utama dari kebijakan 
perdagangan Uni Eropa. Tabel 8.1 menjelaskan contoh beberapa standard yang dibutuhkan 
untuk melakukan ekspor pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 8.1 Sertifikasi dalam Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Jenis Standard Contoh Sertifikasi

Standard Umum GLOBAL G.A.P (Sistem Pertanian Makanan), HACCP, ISO 22000 
(Sistem Manufaktur Makanan), ISO 9001 (Manajemen Kualitas), 
ISO 14001 (Manajemen Lingkungan, SA 8000 & OHSAS 18001 
(Ketenagakerjaan dan K3)

Standard Khusus EU Organic (Organik), FairTrade, Rainforest Alliance, Kosher 
Check/Kosher (Kosher)

Standard Spesifik Produk C.A.F.E Practices (Kopi), MSC/ASC (Perikanan), Bonsucro (Gula), 
Sustainable Spices Initiative (Rempah-rempah), Forest Steward-
ship Council (Produk Hutan)

Sumber: Berbagai sumber
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Dari hasil wawancara pemangku kepentingan, sektor perikanan juga dihadapkan pada 
tingginya NTM khususnya terkait dengan packaging dan beberapa standard yang lebih tinggi 
dibanding negara-negara lain. Selain itu, Uni Eropa juga memberlakukan daftar approval 
number bagi Indonesia untuk menjaga kualitas mutu produk perikanan yang hingga 
sekarang masih sulit untuk bertambah. Uni Eropa memberikan beberapa rekomendasi 
manajemen kapal yang harus memiliki sertifikat penanganan yang baik, setiap pelabuhan 
harus punya pengawas mutu untuk audit terkait cara penangangan penangkapan ikan, 
peningkatan kompetensi terkait metodologi penangkapan ikan, sistem manajemen mutu 
yang harus di-upgrade, dan sejumlah aspek lainnya.

Pemerintah telah melakukan update terkait aturan-aturan sesuai dengan rekomendasi 
diatas namun hingga saat ini banyak calon eksportir yang belum mendapatkan approval 
number. Sebagai perbandingan, Vietnam memiliki approval number tiga kali lebih banyak 
dari Indonesia khusus untuk produk perikanan.24

Kesulitan pelaku usaha dalam mencapai standard produk Uni Eropa disebabkan oleh 
masih perlunya peningkatan Export Quality Infrastructure (EQI). Seperti salah satu temuan 
dalam wawancara pemangku kepentingan, kapasitas laboratorium penguji dan sertifikasi 
di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Khususnya untuk pasar Uni Eropa, laboratorium di 
Indonesia belum mampu untuk melakukan pengujian dan analisis sesuai dengan standard 
yang berlaku sehingga harus dilakukan di negara tetangga. Pelaku usaha di daerah juga 
mengakui bahwa keterbatasan ini juga terkait dengan distrbusi laboratorium penguji 
dan lembaga sertifikasi. Biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha 
juga menyebabkan produk-produk Indonesia kurang berdaya saing. Tabel 8.2 di bawah 
menjelaskan beberapa contoh isu dalam EQI sektor perikanan dan furnitur di Indonesia.

24  https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
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Tabel 8.2 Isu dalam EQI Sektor Perikanan dan Furnitur 

EQI Sektor Perikanan EQI Sektor Furnitur
Perikanan Tangkap

Temperatur dan kondisi kebersihan kapal nelayan dan di 
pelabuhan

Perbaiakan kualitas dan keamanan pangan dalam kapal, 
pelabuhan ikan dan landing sites

Terbatasnya inspeksi kapal untuk ekspor

Hanya sebagaian kecil kapal yang diinspeksi oleh 
otoritas yang berwenang 

Es balok yang digunakan kapal tangkap belum 
memperhatikan standard kebersihan

Belum adanya pencatatan yang baik terkait dengan 
kapal tangkap baik tingkat pusat dan daerah

Kapal tangkap kecil biasanya memiliki permasalahan 
yang lebih berat terkait dengan standard kebersihan, 
luas kapal, alat tangkap serta penyimpanan yang tidak 
memenuhi standard dan kurangnya pengawasan 

Pengolahan Ikan

Eksportir memerlukan company approval

Beberapa sertifikat dan standard yang harus dimiliki 
antara lain Good Manufacturing Practices (GMP), 
“Sertifikat Kelayakan Pengolahan” Grade A (SKP A) dan 
Hazardous Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Pengolahan ikan memerlukan audit dari pihak kedua 
untuk memastikan traceability pada bahan mentah

GMP dan HACCP masih belum dapat menjamin 
standard kebersihan dan sanitasiakibat kurangnya audit 
dan pengawasan 

Pembelian dan Pemotongan 
Kayu

Isu dalam sektor ini lebih banyak 
terkait denga asal kayu

Kayu jati/teak wood merupakan 
jenis yang paling banyak 
digunakan dan masih banyak 
pembeli yang masih meragukan 
asal kayu dan juga terkait dengan 
illegal logging dan sustainable 
Forestry.

Testing

Pembeli di Uni Eropa 
memerlukan safety tests untuk 
beberapa produk furnitur. 
Pengujian dapat dilakukan di luar 
negeri seperti di Technischer 
Überwachungsverein (TÜV) atau 
Asian Pacific Inspection (API)

Di Indonesia terdapat satu 
lembaga penguji yaitu Balai 
Pengujian Mutu Barang Eksport 
dan Impor (BPMBEI)

Pembeli masih memiliki 
preferensi untuk menggunakan 
sertifikat lembaga penguji di 
luar Indonesia dan berstandard 
internasional karena lembaga 
penguji Indonesia cenderung 
lebih mahal dan memakan waktu 
yang lama

Sumber: Lord, Oktaviani dan Ruehe (2010)

 
Dari tahun 2016 hingga tahun 2019, terdapat peningkatan jumlah LPK yang terakreditasi 

oleh Komite Akreditasi Nasional sebesar 14,7% atau meningkat sebanyak 539 LPK (Tabel 
8.3). Sebagian besar penambahan LPK ini masih berpusat pada laboratorium penguji, 
lembaga inspeksi serta laboratorium kalibrasi. Sementara tidak ada penambahan untuk 
Lembaga Sertifikasi seperti HACCP, Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok (SMKRP)/
SNI ISO 28000:2009 dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan/ISO 22000:2018. Yang juga 
menjadi perhatian adalah lokasi dari LPK untuk memastikan efisiensi biaya yang dibutuhkan 
oleh pelaku usaha. Selain itu, BSN juga sudah memiliki empat Kantor Layanan Teknis (KLT) 
di Makassar, Palembang, Bekasi, Pekanbaru, Surabaya dan Bandung yang diharapkan 
dapat meningkatakan awareness, informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian pada 
pemangku kepentingan di daerah.
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Tabel 8.3 LPK yang diakreditasi KAN 2016-2019

No LPK 2016 2017 2018 2019
1 Laboratorium Penguji 1072 1170 1296 1366
2 Laboratorium Kalibrasi 230 249 274 291
3 Laboratorium Medik 49 55 64 70
4 Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi 11 13 17 24
5 Produsen Bahan Acuan - - - -
6 Lembaga Inspeksi 53 80 91 114

7
Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah 
Kaca 2 3 3 3

8 Lembaga Sertifikasi Produk 47 59 69 72
9 Lembaga Sertifikasi Organik 8 8 9 9

10 Lembaga Sertifikasi Halal 0 0 1 1
11 Lembaga Sertifikasi Ekolabel 2 2 2 2
12 Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu 22 25 25 27
13 Lembaga Sertifikasi PPIU - - 2 13
14 Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata 52 49 37 34

15
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari 13 14 14 15

16 Lembaga Sertifikasi Personel 7 11 16 18

17
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen Bioresiko 
Laboratorium 0 0 0 1

18 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 36 40 46 51

19
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Keamanan Pangan 8 8 8 8

20 Lembaga Sertifikasi HACCP 8 8 8 8

21
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen 
Kemanan Informasi 2 4 6 10

22
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 
Alat Kesehatan 2 2 2 2

23
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan 0 2 6 9

24
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Lingkungan 16 20 21 23

25 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi 1 1 2 2
26 Lembaga Sertifikasi SMK3 0 0 0 3
27 Lembaga Sertifikasi SMKRP 0 0 0 1

Sumber: Badan Standardisasi Nasional (2020)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas EQI, beberapa yang hal dapat 
dilakukan pemerintah. Pertama, dalam jangka menengah, Indonesia dapat mendorong 
konvergensi peraturan dengan Uni Eropa melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) yang 
melingkupi kesamaan pemberlakuan standar, sertifikasi dan pengujian. Dengan demikian, 
sertifikat yang sudah didapatkan oleh pelaku usaha di Indonesia bisa berlaku di Uni Eropa 
dan sebaliknya. Pemerintah dan Delegasi Uni Eropa dapat mengidentifikasi beberapa 
sektor/produk yang dapat dijadikan pilot project seperti produk kopi yang merupakan salah 
satu produk unggulan Indonesia. 

Kedua, memberikan insentif bagi Uni Eropa untuk untuk berinvestasi dalam membangun 
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laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi di Indonesia yang sesuai dengan standard 
Uni Eropa. Hal ini akan berkontribusi dalam peningkatan kapasitas dukungan peralatan dan 
sumber daya manusia pada sistem EQI di Indonesia. 

Terakhir, memasukan program peningkatan kapasitas yang lebih intensif dan efektif 
terkait dengan EQI dalam pembahasan perundingan IEU CEPA. Khususnya kepada LPK, 
sektor swasta dan pengambil kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan awareness, 
kapasitas serta kepatuhan terhadap standard Uni Eropa dan juga standard internasional 
lainnya. Untuk itu, inisiatif ini dapat menjadi salah satu masukan bagi Indonesia dan Uni 
Eropa khususnya terkait dengan negosiasi bab economic cooperation yang berperan 
penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha produk-produk potensial di Indonesia.

PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR USAHA KHUSUSNYA UMKM

Permasalahan daya saing tentunya masih menjadi masalah menahun yang kerap 
muncul dalam diskusi implementasi perjanjian perdagangan internasional. Menurut Global 
Competitiveness Report 2019 (WEF, 2019), Indonesia menempati peringkat ke-50 dari 
141 negara atau turun dari tahun 2018. Beberapa penyebabnya adalah adopsi teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK), kesehatan, pasar produk dan keterampilan dan pasar 
tenaga kerja. Walaupun masih berada di bawah Indonesia, Vietnam mencetak perbaikan 
yang cukup signifikan dari 58,1 di 2018 ke 61,5 pada tahun 2019. Daya saing Indonesia yang 
cenderung stagnan ini menjadi penghalang dalam realisasi potensi manfaat IEU CEPA.

Perusahaan khususnya pada sektor manufaktur di Indonesia secara umum masih 
dihadapkan dengan masalah-masalah daya saing klasik seperti biaya energi yang 
relatif tinggi, sulitnya mendapatkan bahan baku impor, biaya logistik yang relatif mahal 
serta permasalahan di bidang ketenagakerjaan seperti upah yang tidak sesuai dengan 
produktivitas. Ditambah lagi dengan masalah-masalah spesifik sektoral, seperti penggunaan 
mesin-mesin tua di tekstil dan garmen, ataupun masalah penguasaan teknologi di 
elektronika. Padahal temuan hasil simulasi pada Bab sebelumnya, sektor seperti elektronik, 
otomotif dan manufaktur lainnya berpotensi untuk mendapatkan peningkatan persaingan 
dari produk Uni Eropa.

Dari sisi regulasi Laporan Ease of Doing Business (EoDB) 2020, memperlihatkan bahwa 
sektor usaha di Indonesia masih memiliki permasalahan yang cukup menantang dalam hal 
memulai bisnis, pelaksanaan kontrak serta perdagangan across borders. Terkait dengan 
perdagangan internasional, Tabel 8.4 memperlihatkan biaya, baik dalam waktu maupun 
uang, yang diperlukan untuk melakukan ekspor dan impor. Kedua kota yaitu Jakarta dan 
Surabaya relatif memiliki kinerja dibawah rata-rata negara di kawasan dan biaya impor juga 
cenderung lebih besar dibandingkan dengan biaya ekspor.
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Tabel 8.4 Indikator Perdagangan Internasional Ease of Doing Business (2020)

No Indikator Jakarta Surabaya Asia Timur 
dan Pasifik

1 Waktu untuk Ekspor:  
Kepatuhan Perbatasan (jam)

51 75 57,5

2 Biaya untuk Ekspor:  
Kepatuhan Perbatasan (USD)

207 225 381,1

3 Waktu untuk Ekspor:  
Kepatuhan Dokumen (jam)

60 66 55,6

4 Biaya untuk Ekspor:  
Kepatuhan Dokumen (USD)

130 170 109,4

5 Waktu untuk Impor:  
Kepatuhan Perbatasan (jam)

80 168 68,4

6 Biaya untuk Impor:  
Kepatuhan Perbatasan (USD)

384 376 422,8

7 Waktu untuk Impor:  
Kepatuhan Dokumen (jam)

106 107 53,7

8 Biaya untuk Impor:  
Kepatuhan Dokumen (USD)

160 180 108,4

Sumber: Laporan Ease of Doing Business (2020)

Beberapa kebijakan pemerintah seperti rezim perdagangan yang cenderung tertutup 
serta investasi yang restriktif akan semakin memperparah daya saing Indonesia di masa 
depan (Aswicahyono & Rafitrandi, 2018). Hal ini juga tercermin dalam wawancara pemangku 
kepentingan, baik pelaku usaha maupun pengambil kebijakan masih mempertanyakan 
kemampuan sektor usaha untuk dapat bersaing baik untuk mendapatkan pasar di  
Uni Eropa maupun dalam menghadapi kompetisi produk-produk Uni Eropa di Indonesia. 
Selain itu, masih adanya persepsi negatif terkait dengan produk dan investasi luar negeri  
di masyarakat.

Perhitungan simulasi dalam studi ini menemukan bahwa dampak sosial ekonomi 
IEU CEPA akan cukup signifikan. Adapun dampak negatif yang harus diantisipasi adalah 
peningkatan kesenjangan pendapatan akibat dari peningkatan output yang signifikan di 
sektor jasa yang lebih didominasi oleh pekerja tingkat menengah keatas. Salah satu jenis 
penyesuaian kebijakan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan daya saing sektor usaha 
khususnya UMKM yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian. Apabila UMKM 
dapat memanfaatkan IEU CEPA dengan baik, maka hal ini akan memberikan dampak positif 
terhadap perbaikan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kuncinya 
adalah bagaimana meningkatkan internasionalisasi UMKM di Indonesia baik dari sisi 
kontribusi ekspor maupun menjadi pendukung rantai nilai di dalam negeri. 

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan kontribusi UMKM terhadap 
nilai ekspor yang rendah dibandingkan negara-negara di kawasan (Yoshino & Wignaraja, 
2015). Padahal menurut Harvie, Narjoko dan Oum (2015), integrasi UMKM dan rantai nilai 
global akan menjadi penting untuk meningkatkan keuntungan dari integrasi kawasan dan 
globalisasi. Adapun beberapa hambatan seperti hambatan informasi dan sumber daya 
manusia, distribusi, logistik, promosi, keuangan, prosedural serta harga masih ditemukan 
dan mempengaruhi kontribusi UMKM Indonesia dalam rantai nilai global (Revindo, Gan dan 
Massie, 2018).

Menurut ERIA-OECD (2018), terdapat lima jenis kebijakan dalam rangka mendorong 
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akses pasar dan internasionalisasi UMKM yaitu promosi ekspor, integrasi rantai nilai 
global, penggunaan perdagangan elektronik, standard kualitas dan fasilitasi perdagangan. 
Indonesia khususnya untuk dimensi kebijakan akses pasar dan internasionalisasi cenderung 
cukup baik walaupun dibawah kinerja Singapura, Malaysia dan Thailand. Kebijakan terkait 
e-commerce dan promosi ekspor adalah dua elemen dengan skor tertinggi di Indonesia. 
Sebaliknya, skor terendah terdapat di elemen kebijakan fasilitasi perdagangan serta integrasi 
rantai nilai. Beberapa opsi kebijakan prioritas yang dapat diambil antara lain peningkatan 
partisipasi rantai nilai serta peningkatan akses terhadap standard seperti sertifikasi dalam 
rangka meningkatkan daya saing untuk menghadapi IEU CEPA.

Kebijakan yang terkait dengan integrasi rantai nilai global di Indonesia masih terbatas. 
Beberapa contoh kebijakan antara lain kemitraan bisnis dengan perusahaan multinasional 
dan ekportir besar, peningkatan linkages dengan eksternal maupun supplier antara, 
transfer teknologi dari perusahaan multinasional. Peranan Kementerian Perindustrian dan 
Kementerian KUKM merupakan dua instansi yang bertanggungjawab terkait kebijakan ini 
khususnya terkait dengan program kemitraan. Program kemitraan ini juga dapat menjadi 
salah satu masukan bagi chapter economic cooperation yang masih dalam tahap negosisasi

Kebijakan penyesuaian dan optimasi juga dapat berfokus pada peningkatan akses 
dan keterjangkauan biaya dalam mencapai standard produk dengan tingkat internasional 
khususnya kepada UMKM. Temuan pada bab-bab sebelumnya juga menyoroti biaya 
tambahan yang harus ditanggung oleh UMKM terkait dengan skala usaha dan biaya 
informasi. Adapun tujuannya adalah meningkatkan kuantitas produksi untuk mencapai 
skala usaha yang cukup, menurunkan kerugian dari produk-produk yang tidak sesuai dengan 
standard dan memastikan keberlanjutan suplai UMKM. Kerja sama dengan pihak Uni Eropa 
dalam rangka akses informasi, pelatihan dan pendampingan dalam hal kualitas produk dan 
standard diharapkan dapat masuk sebagai salah satu poin penting dalam perundingan 
IEU CEPA. Harapannya, IEU CEPA dapat memfasilitasi kesempatan transfer teknologi dari 
perusahaan-perusahaan manufaktur dari Uni Eropa. 

MENDORONG FLEKSIBILITAS REGULASI DAN PENGUATAN  
 (GRP)

Sebagai kerja sama ekonomi yang memiliki target komitmen yang tinggi, IEU CEPA 
tentu memerlukan penyesuaian dan reformasi regulasi domestik yang cukup signifikan. 
Perubahan regulasi setingkat UU akan memerlukan waktu yang lama karena harus 
mengikuti proses legislasi nasional. Pilihan lainnya yaitu dengan meningkatkan fleksibilitas 
pada aturan-aturan turunan seperti peraturan menteri. Namun, hal ini juga bukanlah hal 
yang mudah sehingga implementasi perjanjian ini tentu membutuhkan biaya politik  
yang tinggi. 

Gambar 8.2 juga memperlihatkan bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara 
tetangga dalam hal persepsi kemampuan pemerintah dalam memformulasikan kebijakan 
dan regulasi dengan tujuan membantu perkembangan sektor swasta. 
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Gambar 8.2 Peringkat Indeks Kualitas Regulasi (0 (terendah) hingga 100 (tertinggi))

Sumber: Worldwide Governance Indicators (2020)

Hal ini juga dikonfi rmasi dalam studi terkait dengan kerja sama regulasi internasional 
yang menilai keuntungan, tantangan dan permasalahan pengambil kebijakan dalam 
melakukan harmonisasi regulasi (Gill dan Setyadi, 2020). Pemerintah Indonesia menilai 
bahwa hambatan legal perubahan regulasi oleh kementerian teknis merupakan hambatan 
terbesar dalam harmonisasi peraturan. Hal ini juga tidak didukung dengan tingkat kesadaran 
yang mencukupi dari pemangku kepentingan dan pada sulitnya pengambil kebijakan untuk 
mengkomunikasikan keuntungan dalam proses harmonisasi kebijakan. 

Selain itu, beberapa isu-isu yang dibahas dalam negosiasi IEU CEPA merupakan isu 
yang sama sekali baru bagi pemerintah Indonesia. Bahkan untuk beberapa isu, belum ada 
landasan regulasi baik ditingkat nasional maupun konsensus internasional (multilateral) 
contohnya adalah isu perdagangan dan pembangunan keberlanjutan, perdagangan digital 
(termasuk pelindungan data) serta isu-isu terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini 
menjadi tantangan tersendiri bagi tim negosiasi dan K/L terkait dalam menentukan posisi 
runding, belum lagi pada saat pelaksanaan nanti.

Untuk itu, analisis dan temuan studi menggarisbawahi pentingnya kepastian dan 
transparansi atas regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia. Diterbitkannya UU Cipta Kerja, 
seperti telah dibahas sebelumnya, memberikan angin segar untuk perubahan kerangka 
regulasi. Tetapi ada banyak aspek regulasi yang belum sepenuhnya dapat diakomodasi 
dalam UU tersebut, yang masih menghambat realisasi manfaat dari IEU CEPA.

Contoh aturan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN). Regulasi ini meliputi sektor-sektor penting mulai dari energi & sumber daya 
mineral, government procurement, produk telepon seluler, komputer genggam & komputer 
tablet, produk elektronika dan telematika hingga produk farmasi. Regulasi ini cukup 
kontroversial mengingat beberapa negara mempertanyakan keselarasan regulasi tersebut 
dengan prinsip-prinsip perdagangan yang telah disepakati pada tingkat multilateral di WTO. 
Contohnya pada pertemuan Committee on Trade-Related Investment Measures, Indonesia 
memberikan penjelasan terkait dengan regulasi TKDN kepada negara-negara partner 
dagang seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Taiwan khususnya terkait dengan 
sektor telekomunikasi, perdagangan retail dan produk farmasi.

Salah satu temuan di FGD sektor swasta juga memperlihatkan bahwa aturan TKDN ini 
cukup menyulitkan khususnya industri otomotif karena kesulitan untuk mendapatkan produk 
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input dalam negeri yang tidak tersedia untuk memenuhi persyaratan TKDN. Penyebab 
utamanya adalah karena belum mature-nya supplier domestik khususnya industri skala 
menengah yang memiliki daya saing. Tabel 8.5 di bawah memperlihatkan regulasi-regulasi 
terkait dengan TKDN yang sedang berlaku di Indonesia.

Tabel 8.5 Regulasi Terkait TKDN

No Regulasi Topik
1 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2014
Perindustrian

2 Peraturan Pemerintah Nomor 
29 Tahun 2018

Pemberdayaan Industri

3 Peraturan Presiden Nomor 
146 Tahun 2015

Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan 
Kilang Minyak Di Dalam Negeri

4 Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5 Peraturan Presiden Nomor 55 
Tahun 2019

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik 
Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk 
Transportasi Jalan

6 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 57 
Tahun 2006

Penunjukkan surveyor sebagai pelaksana verifikasi 
capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas 
barang / jasa produksi dalam negeri

7 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 16 
Tahun 2011

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat 
Komponen Dalam Negeri

8 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 54 
Tahun 2012

Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk 
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

9 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 02 
Tahun 2014

Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 
Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

10 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 03 
Tahun 2014

Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 
Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah

11 Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 27 
Tahun 2015

Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Perangkat 
Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term 
Evolution

12 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 15 
Tahun 2016

Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower 
Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam 
Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur 
Ketenagalistrikan

13 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 05 
Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian 
Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman 
Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk 
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

14 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 04 
Tahun 2017

Ketentuan Dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen 
Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya

15 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 29 
Tahun 2017

Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, 
Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet
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16 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 06 
Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian 
Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tentang Standar 
Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi 
Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam 
Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur 
Ketenagalistrikan

17 Peraturan Kepala BKPM 
Nomor 6 Tahun 2018

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi 
Penanaman Modal

18 Peraturan Menteri 
BUMN Nomor PER - 08/
MBU/12/2019

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 
Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

19 Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 4 
Tahun 2019

Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat 
Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan 
Televisi Siaran dan Radio Siaran

20 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 16 
Tahun 2020

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi

21 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 32 
Tahun 2020

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang 
Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam 
Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan 
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.

22 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 22 
Tahun 2020

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan 
Telematika

23 Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 27 
Tahun 2020

Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan 
Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri 
Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan 
Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric 
Vehicle)

Sumber: Kementerian Perindustrian (2020)

Seperti yang dikemukakan dalam FGD pelaku usaha, barang impor, khususnya 
input produksi, sangat dibutuhkan dalam produksi terutama untuk sektor-sektor yang 
tergantung pada rantai nilai global seperti dijelaskan di Bab sebelumnya. Impor tersebut 
juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas. Studi dari Amiti & Konings, (2007) 
menemukan sektor usaha di Indonesia mendapatkan peningkatan produktivitas akibat input 
yang lebih murah dan berkualitas dari liberalisasi perdagangan. Selain itu, Negara (2016) juga 
menemukan bahwa TKDN belum efektif untuk menurunkan permintaan atas barang input 
impor akibat pentingnya impor tersebut dalam penentuan daya saing sektor manufaktur 
Indonesia. Enforcement dan pengawasan yang lemah juga masih menjadi hambatan dalam 
implementasi regulasi ini. TKDN yang restriktif hanya memberikan dampak negatif terhadap 
daya saing serta membatasi akses terhadap teknologi dan pengetahuan bagi pelaku usaha.

Regulasi mengenai TKDN memerlukan reformasi dan penyelarasan dalam arah kebijakan 
dan strategi perdagangan dan industri di Indonesia. Pertama, dengan berkembangnya tren 
rantai nilai global maka negara yang akan mendapatkan keuntungan dalam perdagangan 
dan investasi adalah negara yang memiliki tingkat integrasi supply-chain di kawasan. 
Tidak menutup kemungkinan bila investasi dari Uni Eropa yang diharapkan dapat masuk ke 
Indonesia akan berpikir dua kali untuk menjadi Indonesia sebagai production hub mengingat 
masih sulitnya proses importasi. 

Yang kedua, harus diakui bahwa Indonesia masih merupakan negara pengimpor inovasi 
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dan teknologi. Barang input impor memiliki kandungan teknologi dan knowledge yang 
dapat berguna bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Dengan kata lain, hambatan 
barang input sama dengan menghambat potensi spillover teknologi. 

Terakhir, implementasi regulasi TKDN juga perlu dievaluasi. Selain belum memiliki 
mekanisme perencanaan dan evaluasi berbasis empiris, proses permohonan penilaian 
TKDN juga perlu penyederhanaan lebih lanjut untuk memotong birokrasi dan biaya. Kebijakan 
berbasis empiris juga akan mendukung posisi Indonesia dalam forum multilateral dan juga 
perundingan negosiasi di masa depan.

Selain TKDN, penyesuaian regulasi dalam bidang investasi khususnya terkait dengan 
DNI juga menjadi pembahasan dalam perundingan, disamping menjadi penentu dalam 
suksesnya implementasi nanti. Isu yang menjadi sorortan adalah sektor-sektor yang dinilai 
restriktif dan memiliki persyaratan turunan yang menyulitkan investor. Terkait dengan 
DNI, Uni Eropa menginginkan 100 persen kepemilikan modal dari luar negeri (Foreign 
equity participation) serta eliminasi persyaratan joint venture. Hal ini tentunya akan sulit 
untuk dilakukan di pihak Indonesia karena daftar ini diatur pada Peraturan Presiden No 44  
Tahun 2016. 

Yang disayangkan adalah sektor yang memerlukan investasi merupakan sektor yang 
paling restriktif dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sektor jasa. Contoh sub-sektor 
jasa yang paling restriktif di Indonesia menurut OECD FDI Restrictiveness Index adalah 
adalah jasa akuntansi & audit (0,66), jasa bisnis (0,58) dan jasa perdagangan retail (0.54). 
Relaksasis di sektor ini kemungkinan besar akan memberikan keuntungan besar terutama 
dari dampak peningkatan efisiensi sektor jasa di Indonesia. 

Seperti disebutkan di Bab sebelumnya, IEU CEPA diharapkan dapat meningkatkan 
produktivitas dan kualitas sektor jasa di Indonesia seperti jasa keuangan, jasa bisnis dan 
jasa transportasi melalui dua channel yaitu peningkatan akses pasar perusahaan Uni 
Eropa dan potensi peningkatan investasi di sektor ini. Duggan et al. (2013) menemukan 
bahwa dampak liberalisasi dalam investasi langsung dalam sektor jasa akan memberikan 
dampak positif terhadap produktivitas perusahaan manufaktur. Dibandingkan dengan 
negara-negara lain, Indonesia masih sangat lambat untuk membuka investasi dalam 
sektor jasa dan cenderung stagnan dari tahun 2006 hingga 2018. Salah satunya adalah 
national treatment dalam sektor transportasi laut dan asuransi komoditas tertentu yang 
mensyaratkan penggunaan perusahaan jasa asal Indonesia.

Indonesia juga memiliki kebijakan mobilitas pekerja asing yang restriktif. Kemudahan 
mobilitas pekerja dan investasi merupakan dua hal yang berkaitan dalam mendorong kreasi 
dan difusi inovasi dalam perekonomian. Menurut OECD (2020), Indonesia memiliki aturan 
yang paling restriktif terkait dengan pekerja asing, khususnya di sektor jasa bisnis, hukum 
dan akuntansi & audit. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, jumlah penduduk 
migran dari luar negeri di Indonesia juga sangat kecil hanya sekitar 0.13% dengan tren yang 
cenderung menurun dibandingkan 1990. Bahkan Vietnam mengalami pertumbuhan yang 
signifikan dalam beberapa tahun terakhir (IOM, 2019). Oleh sebab itu, reformasi kebijakan 
mobilitas tenaga kerja asing diharapkan dapat berdampak pada peningkatan arus investasi 
langsung luar negeri dan perbaikan iklim inovasi.

UU Cipta Kerja diklaim oleh pemerintah telah menyederhanakan/merevisi 79 regulasi 
setingkat UU yang mencakup 1.260 pasal. Dalam sektor investasi sendiri beberapa 
terobosan reformasi regulasi diantaranya adalah perizinan berusaha berbasis risiko yaitu 
usaha risiko menengah (rendah & tinggi) cukup dengan NIB dan standard, pemerintah 
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daerah memberikan pelayanan perizinan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan 
Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemberian insentif fiskal, seperti tax 
holiday, tax allowance, super tax deduction serta perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) 
menjadi Daftar Prioritas Investasi (DPI). Adapun beberapa sektor usaha yang akan dibuka 
untuk asing dapat dilihat di Tabel 8.6 di bawah.

Tabel 8.6 Sektor Usaha yang Akan Dibuka Berdasarkan UU Cipta Kerja

1 Pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam
2 Industri pembuat Chlor Alkali dengan Merkuri
3 Industri bahan aktif pestisida
4 Minuman beralkohol
5 Minuman beralkohol berbahan anggur
6 Minuman mengandung malt
7 Pengoperasian terminal penumpang angkutan darat
8 Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor
9 Sarana navigasi pelayaran dan Vessel Traffic Information System (VTIS)
10 Layanan navigasi penerbangan
11 Jasa pengujian tipe kendaraan bermotor
12 Penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
13 Museum pemerintah
14 Jasa pengoperasian wisata peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton, 

prasasti, petilasan, bangunan kuno)

Sumber: Katadata (2020)25 

Dalam mengantisipasi reformasi regulasi dan komitmen-komitmen yang terdapat 
pada IEU CEPA, pengarusutamaan GRP menjadi penting untuk didorong dalam rangka 
meningkatkan kualitas regulasi dan kepastian usaha di Indonesia. Isu utama dalam 
pembentukan regulasi di Indonesia adalah proses perencanaan serta evaluasi, yang sering 
menyebabkan tumpang tindihnya regulasi. Bank Dunia mencatat sekitar 6300 Peraturan 
Menteri yang dikeluarkan selama tahun 2015-2018 yang terkait dengan aktivitas ekonomi. 
Kebanyakan dari peraturan tersebut diluncurkan untuk melindungi konsumen, masyarakat, 
pekerja, lingkungan, dunia usaha maupun perekonomian. Namun, regulasi tersebut tidak 
dapat dijalankan dengan efektif dan menimbulkan beban kepada perekonomian serta 
menjadi ajang penyalahgunaan wewenang dan sumber rente ekonomi.

PENGUATAN KOORDINASI STRATEGI DALAM IMPLEMENTASI PERJANJIAN 
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Berdasarkan analisis kualitatif, koordinasi internal antar K/L menjadi sangat penting 
baik dalam proses perencanaan, negosiasi dan implementasi perjanjian perdagangan 
internasional. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan adalah 
kurangnya pengetahuan terkait perjanjian perdagangan. Utilisasi Surat Keterangan Asal 
(SKA) di Indonesia untuk mendapatkan tarif preferensial masih relatif kecil dibandingkan 
negara-negara lain. 

25 https://katadata.co.id/pingitaria/finansial/5f7ddb0c60090/uu-cipta-kerja-buka-14-jenis-usaha-yang-sebelumnya- 
 tertutup-bagi-asing
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Studi Hayakawa (2015) yang menggunakan data dari perusahaan afi liasi Jepang di 
ASEAN yang menyebutkan bahwa utilisasi FTA di Indonesia masih belum optimal. Studi 
yang dilakukan oleh CSIS (2013) juga menunjukan bahwa hanya 43% perusahaan yang 
disurvei menggunakan tarif preferensial dari perjanjian perdagangan. Sementara itu, data 
SKA di DKI Jakarta tahun 2017-2019, menunjukan tingat utilisasi SKA hanya sekitar 30-
33%. Sedangkan dari survei tingkat perusahaan di Yogyakarta, ditemukan bahwa tingkat 
utilisasi berkisar 44% (Nasution dan Verico, 2019). Salah satu kelemahan dari utilisasi FTA 
di Indonesia adalah masih terbatasnya informasi terkait dengan akses pasar ke luar negeri, 
ditambah lagi apabila perusahaan berada di luar pulau Jawa.

Gambar 8.3 menunjukan proporsi nilai ekspor yang menggunakan SKA dibandingkan 
dengan nilai ekspor total pada masing-masing negara tujuan. Dari tahun 2015 hingga 
2019, terdapat tren peningkatan dalam penggunaan tingkat penggunaan SKA dari 66% 
ke 79% secara umum. Apabila dilihat pada masing-masing negara mitra dagang, proporsi 
penggunaan SKA terbesar adalah SKA Form E (ASEAN-China FTA) yang hampir mencapai 
100% pada tahun 2019. SKA Form D dengan tujuan negara-negara ASEAN juga mengalami 
peningkatan yang cukup signifi kan. Sementara itu, ekspor Indonesia yang menggunakan 
SKA hanya mencapai 42,6% untuk form IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership 
Agreement) dan AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) dan 
cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir.

Gambar 8.3 Proporsi Penggunaan SKA terhadap Total Ekspor per Negara 2015-2019 (%)

Sumber: E-SKA (diolah PDSI, Sekjen Kemendag dan Puska KPI, BPPP)

Mengingat banyaknya jumlah pemangku kepentingan dan sektor baik pusat maupun 
daerah yang terlibat, diperlukan penguatan koordinasi yang menyeluruh untuk perjanjian-
perjanjian perdagangan yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Hal ini termasuk mulai dari 
perencanaan dan negosiasi dan khususnya dalam sosialisasi, monitoring dan evaluasi. 
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Terdapat lebih dari 20 kementerian dan lembaga yang berperan dalam perundingan IEU CEPA 
belum lagi ditambah dengan perundingan perjanjian perdagangan lainnya yang berjalan 
secara paralel. Indonesia memiliki total 22 FTA diantaranya tujuh perjanjian perdagangan 
dalam tahap negosiasi, tiga yang sudah diratifikasi namun belum berjalan dan 12 FTAs  
yang berlaku.26  Hal ini memerlukan arah kebijakan dan prioritas yang lebih baik dari 
pengambil kebijakan terkait mengingat sumber daya yang terbatas.

Berkaca pada Uni Eropa, tahapan serta proses perjanjian perdagangan harus melalui 
mekanisme yang robust dan mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan.  
Selain feasibility study pada saat awal penjajakan perjanjian perdagangan, pemerintah 
juga perlu untuk melakukan asesmen potensi dampak (impact assessment) saat desain 
awal perundingan. Selanjutnya, diperlukan juga sustainability impact assessment 
yang menyertakan lebih banyak pemangku kepentingan dan aspek pembahasan yang 
multidimensi. Terkait dengan aspek transparansi, Uni Eropa juga memberikan akses 
terhadap position papers, teks proposal perjanjian, background papers dan factsheet 
yang terbuka untuk publik. Dalam periode implementasi perjanjian perdagangan, evaluasi 
ex-post secara komprehensif juga diperlukan untuk meningkatkan manfaat dan juga 
mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari perjanjian perdagangan tersebut.

Apabila diperlukan, Kementerian Perdagangan dapat mulai mengumpulkan data terpadu 
dan accessible antar K/L untuk menentukan posisi; contohnya dari data utilisasi FTA terpilah 
berdasarkan produk (Bea & Cukai, Kementerian Keuangan), SKA (Kementerian Perdagangan) 
serta database data perdagangan internasional. Data ini dapat berguna untuk memperbaiki 
proses monitoring dan evaluasi FTA. Selanjutnya, penguatan koordinasi dengan pemangku 
kepentingan di daerah juga sangat dibutuhkan. Pemerintah dan pemangku kepentingan di 
daerah juga perlu pemahaman yang baik mengenai substansi dari perjanjian perdagangan 
tersebut. Contohnya asosiasi industri/pelaku usaha terkait kesiapan sektor hingga UMKM 
yang memiliki potensi ekspor. Perluasan dan institusionalisasi FTA Center juga dirasakan 
perlu karena efektif dalam menyelenggarakan coaching clinic/pelatihan hingga sosialisasi 
terkait dengan FTA ke pelaku usaha yang Sebagian besar adalah UMKM. Secara khusus, 
dukungan dalam hal anggaran dan pelatihan untuk mendorong ekspor sebagai program 
nasional akan sangat dibutuhkan.

 

26 Asia Regional Integration Center (ARIC) database https://aric.adb.org/fta
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Boks 8.1 Free Trade Agreement Center 

Salah satu pilot project yang sedang berjalan di Dirjen PPI adalah FTA Center. 
FTA center sendiri memberi pelayanan dari segi konsultansi, edukasi, serta 
advokasi ekspor. Untuk layanan konsultansi, FTA center membantu dalam 
pemanfaatan FTA (Free Trade Agreement), mempersiapkan perusahaan, 
melakukan riset dan pemilihan pasar, persiapan produk, penetapan harga, 
serta pemetaan calon pembeli. Saat ini, FTA center hanya tersedia di beberapa 
kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, dan Semarang. 
Hingga saat ini, lebih dari 90% usaha yang dibimbing oleh FTA center adalah 
UMKM. 
Untuk mengumpulkan informasi terkait pasar ekspor, FTA center akan 
memberikan informasi dari ITC, modul access map mengenai tarif dan 
regulasi di negara eksportir dan importir untuk setiap produk HS, serta modul 
inter-ASEAN; sedangkan untuk data bersumber dari INATRADE. FTA center 
juga membantu koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan 
terus memantau Indonesia National Single Window (INSW) untuk mengetahui 
peraturan-peraturan terbaru. Untuk pemetaan produk ekspor, FTA center akan 
melihat produk unggulan dari masing-masing provinsi yang kemudian akan 
dicocokkan dengan pangsa pasar di negara tujuan.
FTA Center memiliki potensi sebagai mitra strategis yang menghubungkan 
pemerintah pusat, daerah serta pelaku usaha dan akademisi. Konsep one-
stop solution ini sangat dibutuhkan oleh sektor usaha khususnya UMKM 
yang masih membutuhkan banyak pendampingan. Dalam hal ini, peranan 
FTA Center dapat diperluas dan diinstitusionalisasi sehingga manfaat dari 
program ini lebih banyak dirasakan oleh daerah.

Sumber: Wawancara Pemangku Kepentingan Daerah

Salah satu masukan yang dapat menjadi pertimbangan adalah pentingnya untuk 
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif secara nasional terkait 
dengan proses sosialisasi perjanjian perdagangan internasional yang lebih komprehensif 
dan inklusif. Kementerian Perdagangan dan K/L terkait biasanya mengikutsertakan asosiasi 
dan pelaku usaha terkait dalam sosialisasi ini. Namun diperlukan kelembagaan yang lebih 
kuat dalam mengatur proses ini agar kordinasi antar K/L menjadi lebih efektif dan sosialisasi 
juga berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan hingga mencapai pemerintah 
dan pelaku usaha di daerah. 

Terakhir, perbaikan khususnya dalam hal monitoring dan evaluasi diperlukan untuk 
meningkatkan transparansi dan juga dukungan dari pemangku kepentingan. Hingga saat 
ini belum ada kerangka regulasi yang mengatur terkait dengan sosialisasi, monitoring dan 
evaluasi perjanjian perdagangan. Dampaknya adalah yang pertama tidak adanya data yang 
terintegrasi misalnya terkait dengan data dan analisis kapasitas produksi dalam negeri, 
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perdagangan dan investasi luar negeri baik makro maupun sektoral. Hal ini berguna untuk 
mendukung posisi Indonesia dalam proses negosiasi sehingga berlandaskan bukti empiris. 
Selanjutnya, belum adanya manajemen knowledge yang baik untuk melihat lesson learnt 
dari perjanjian-perjanjian perdagangan yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Terakhir, hal 
ini juga mengakibatkan terbatasnya studi dan penelitian terkait dengan evaluasi dampak 
perjanjian internasional di Indonesia.
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BERDASARKAN TEMUAN PADA bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 
hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa belum mencapai titik optimal. 
Daya saing Indonesia baik dalam hal perdagangan dan investasi juga cenderung 
stagnan dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara 

lain di kawasan. Oleh sebab itu, IEU CEPA memberikan peluang bagi kedua pihak untuk 
meningkatkan kerja sama ekonomi dari sisi perdagangan barang dan jasa maupun 
investasi. Dengan menganalisis potensi dampak implementasi IEU CEPA, studi ini 
memberikan pembahasan yang komprehensif terhadap manfaat serta tantangan yang akan 
dihadapi oleh Indonesia di masa depan. Hasil analisis dari data perdagangan dan simulasi 
model ekonomi juga memberikan nilai tambah terhadap studi-studi terdahulu. Selain itu, 
pandangan dari pemangku kepentingan baik pusat dan daerah juga memperkaya hasil studi 
dan berguna untuk memvalidasi temuan dari data sekunder.

Untuk meningkatkan daya saing dalam perekonomian global, studi ini menggarisbawahi 
pentingnya pemahaman pemangku kepentingan tentang konsep GVC. Perdagangan barang 
dan jasa serta investasi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang esensial. Penurunan 
hambatan perdagangan tanpa peningkatan efisiensi sektor jasa tidak akan memberikan 
manfaat yang maksimal pada perekonomian. Sama halnya dengan liberalisasi sektor jasa 
yang tidak akan efektif apabila deregulasi dan reformasi sektor investasi masih dilakukan 
setengah hati. Masih terbatasnya partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global merupakan 
pertanda bahwa masih kurangnya pemahaman dan perhatian pemangku kepentingan 
terkait dengan konsep ini. Akselerasi dan transformasi ekonomi hanya akan tercapai 
apabila Indonesia berhasil meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global dan IEU CEPA 
memberikan kesempatan tersebut.

IEU CEPA juga dapat berkontribusi menjadi salah satu faktor pendorong pemulihan 
ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ditengah ketidakpastian ekonomi dan tren 
proteksionisme perdagangan dunia, IEU CEPA berpotensi menjadi katalis dalam konteks 
reformasi ekonomi Indonesia secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan kebutuhan 
Indonesia khususnya terkait dengan perbaikan regulasi dan iklim usaha. Berdasarkan hasil 
temuan simulasi model ekonomi, potensi peningkatan output dan kesejahteraan yang 
signifikan baik pada Indonesia dan Uni Eropa diharapkan menjadi bagian penting dalam 
pemulihan ekonomi. IEU CEPA juga tentunya akan memperkuat komitmen pemerintah 
terhadap kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka bersama dengan 
perjanjian perdagangan lainnya seperti IA CEPA dan RCEP.

Harus diakui bahwa perundingan perjanjian IEU CEPA masih akan berjalan cukup 
dinamis. Masih adanya perbedaan posisi Indonesia dan Uni Eropa dalam isu-isu yang sedang 
berkembang dan terbilang baru akan memerlukan upaya lebih dari kedua belah pihak. Namun 



138

demikian, tantangan ini merupakan hal yang wajar dalam proses perjanjian perdagangan. 
Misalnya, penyesuaian regulasi dan kebijakan yang sudah dibahas sebelumnya harus dilihat 
sebagai peluang untuk melakukan reformasi dengan tujuan meningkatkan daya saing serta 
iklim usaha di Indonesia. Banyak studi memperlihatkan bahwa konvergensi dan fleksibilitas 
regulasi akan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi sektor usaha khususnya 
dalam konteks semakin berkembangnya tren GVC.

Dalam rangka persiapan implementasi, penyesuaian kebijakan merupakan hal yang tidak 
bisa dilepaskan dalam proses perjanjian perdagangan. Perbaikan kualitas infrastruktur serta 
harmonisasi regulasi adalah beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Selain itu, 
penguatan koordinasi antar K/L untuk meningkatkan awareness sektor usaha baik pusat 
maupun daerah juga penting dilakukan sejalan dengan perundingan. Capacity building 
sektor usaha terkait prosedur dan standardisasi produk khususnya UMKM dapat menjadi 
perhatian dalam perundingan isu economic cooperation. Penurunan hambatan informasi 
dan kapasitas ini bertujuan untuk memaksimalkan utilisasi perjanjian perdagangan nantinya. 
Keberhasilan pemerintah dalam mempersiapkan hal-hal tersebut, berbanding lurus dengan 
realisasi manfaat yang akan diterima oleh Indonesia dalam IEU CEPA di masa depan. 
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LAMPIRAN 1 METODOLOGI STUDI

Studi Pustaka
Kajian tersebut akan mengidentifikasi dan mengkaji studi-studi yang sudah pernah 

dikerjakan tentang dampak perjanjian perdagangan bebas dan bentuk kerjasama ekonomi 
lainnya. Studi Pustaka ditujukan untuk menyiapkan desain dan metodologi penelitian 
untuk studi ini. Selain itu, CSIS juga akan mengkaji kerangka regulasi Perjanjian Kemitraan 
Ekonomi Komprehensif yang sudah ditandatangani Indonesia. Studi ini juga akan meninjau 
perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang sudah berjalan antara Uni Eropa dengan 
negara lain (seperti dengan Vietnam) untuk mendapatkan pelajaran dari perjanjian tersebut 
dan untuk melihatnya dalam konteks negosiasi IEU CEPA.

Analisis Data Kuantitatif dan Model Ekonometri
Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

dampak ekonomi dan sosial-ekonomi dari perjanjian IEU CEPA. Dengan menggunakan 
data sekunder, studi ini akan menyusun dan menganalisis data statistik dari berbagai 
indikator perdagangan dan investasi yang terkait dengan hubungan perdagangan dan 
investasi antara Indonesia dan EU. Selain itu, analisis akan menggunakan pendekatan 
model ekonometri untuk mengestimasi dampak sosial ekonomi dari perjanjian IEU CEPA 
dengan menggunakan model CGE. Misalnya dampak IE CEPA berupa penciptaan lapangan 
kerja dan peningkatan efisiensi yang diukur melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat 
(efek distribusi dan alokasi sumber-sumber perekonomian). Estimasi yang dihasilkan dari 
analisis kuantitatif dan model ekonometri akan digunakan untuk menyusun strategi optimal 
pemanfaatan perjanjian IEU CEPA dan untuk memitigasi tantangannya.

Wawancara Mendalam dan Focus Group Discussions (FGDs)
Beberapa wawancara dilakukan untuk memperkaya hasil penelitian ini. Hal ini sangat 

penting untuk mendapatkan informasi primer/persepsi, terutama dari pejabat pemerintah 
dan dunia usaha tentang potensi dampak IEU CEPA. Dengan melakukan wawancara, 
penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi dan pandangan langsung tentang 
potensi dampak IEU CEPA dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dan akan 
terpengaruh langsung oleh hasil perundingan tersebut.

Seperti halnya wawancara mendalam, FGD dilakukan untuk membahas berbagai 
permasalahan dan isu seputar kesepakatan IEU CEPA, termasuk potensi peluang dan 
tantangannya dalam platform yang lebih besar dengan peserta lebih banyak. Kegiatan 
ini akan memungkinkan terjadinya pertukaran pendapat, sekaligus menangkap dinamika 
berbagai pendapat. FGD dilakukan secara daring di Jakarta, Medan dan Makassar melalui 
kerjasama dengan FTA Center di tingkat provinsi untuk melihat permasalahan di tingkat 
daerah serta membahas kemungkinan pemecahannya. Adapaun kerangka berpikir dari FGD 
dapat dilihat pada gambar di bawah,
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Gambar 1.1 Kerangka Berpikir FGD Daerah Studi IEU CEPA

Pemilihan kota Medan dan Makassar didasarkan pada kondisi geografi s di mana Medan 
mewakili Indonesia bagian Barat sementara Makassar dianggap mewakili Indonesian 
bagian Timur. Diharapkan terjadinya pertukaran pendapat, sekaligus menangkap dinamika 
perbedaan pendapat dengan kegiatan tersebut. Dalam implementasinya, kunjungan ke 
luar Jakarta terpaksa digantikan dengan FGD dan wawancara mendalam secara daring 
mengingat kondisi pandemik Covid19 yang tidak menentu.

Lokakarya Internal dan Analisa Kebutuhan
Sepanjang periode penelitian, CSIS mengadakan lokakarya internal yang secara aktif 

melibatkan perwakilan kementerian dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka 
dan memberikan pengalaman praktis untuk melakukan penelitian tentang isu-isu terkait 
perdagangan dan investasi. Selain itu, lokakarya ini diharapkan dapat memperoleh masukan 
dan saran dari perwakilan pemerintah tersebut guna meningkatkan dan meningkatkan 
kualitas penelitian.

Akan ada enam lokakarya internal selama periode studi. Lokakarya ini bertujuan untuk 
membahas 1) arah studi; 2) pendekatan pemodelan dan analisis kuantitatif lainnya; 3) 
instrumen penelitian untuk pengumpulan data kualitatif (wawancara dan FGD); 4) hasil 
pendahuluan dari kuantitatif dan; 5) keluaran pemodelan dan hasil awal dari analisis 
kualitatif. Lokakarya terakhir akan diadakan untuk membahas hasil studi secara keseluruhan 
dan kemungkinan rekomendasi kebijakan.

Selain itu, workshop internal juga akan mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan 
instansi pemerintah terkait terkait analisis perdagangan seperti data dan instrumennya. 
Analisis kebutuhan (needs assessment) akan memberikan pemahaman untuk mendukung 
lembaga-lembaga dengan pengetahuan penting tentang analisis perdagangan dan 
untuk membangun kapasitas internal lembaga. Fokus dari penilaian ini adalah untuk 
memeriksa berbagai database / alat perdagangan internasional termasuk TradeMap, Solusi 
Perdagangan Terintegrasi Dunia (WITS) dan lainnya, dan bagaimana mereka sesuai dengan 
kebutuhan lembaga. 
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LAMPIRAN 2. HASIL FGD SEKTOR SWASTA DAERAH (DKI JAKARTA, SUMATERA UTARA 
DAN SULAWESI SELATAN)

Kelompok 1 
(Export Oriented Firms)

Kelompok 2 
(Import Competing 
Firms)

Kelompok 3 
(Imported Inputs 
Users)

Persepsi Prosedur lebih jelas 
dibandingkan dengan 
negara-negara Asia 
Timur

Biaya logistik serta bea 
& cukai di negara Uni 
Eropa termasuk mahal

Tarif masih tinggi 
karena belum ada 
perjanjian perdagangan 
seperti dengan 
Australia

Adanya perbedaan 
perlakuan produk 
Indonesia. Misalnya, 
produk dari Thailand 
cenderung tidak ada 
kendala sedangkan 
Indonesia memiliki 
potensi recall lebih 
besar untuk produk 
yang sejenis

Produk Indonesia cukup 
diminati walaupun 
relatif lebih mahal 
dibandingkan dengan 
negara lain 

Ada perbaikan pelayanan 
fasilitasi perdagangan 
khususnya terkait dengan 
INSW i.e. digitalisasi 
dan integrasi perizinan 
sehingga mendukung 
transparansi dan 
predictability

Produk dari Uni Eropa 
cenderung lebih cepat 
dan aman dalam proses 
importasi dibandingkan 
dengan negara lain 
seperti China dan India

Tidak terdapat 
kekhawatiran terkait 
peningkatan akses 
pasar produk EU karena 
diferensiasi produknya 
dan juga harganya yang 
sesuai dengan daya beli 
masyarakat

Adanya barang impor 
yang lebih murah malah 
menguntungkan karena 
beberapa merupakan 
barang-barang input yang 
penting

Kualitas produk-produk 
negara EU jauh di atas 
negara lain, contohnya 
China. Apabila produk 
EU menjadi lebih murah 
secara harga, akan 
menimbulkan dampak 
positif

Potensi terkena 
pemeriksaan fisik di 
bea cukai Uni Eropa 
cukup besar

Mesin dan peralatan 
dari Uni Eropa 
berkualitas baik namun 
lebih sulit dioperasikan

Proses administrasi 
yang cenderung lama 
diproses bea cukai 
Indonesia



148

 
Identifikasi 
Masalah

 
Kendala standardisasi 
di daerah seringkali 
tidak terdapat lab yang 
sesuai kriteria untuk 
mengeluarkan sertifikat 
untuk memenuhi 
standar untuk ekspor

Keterbatasan kapasitas 
lembaga inspeksi 
masih sehingga ada 
kemungkinan untuk 
inspeksi di Malaysia 
atau Singapura 
sehingga semakin 
mahal

Sertifikasi inspeksi 
hanya berlaku 1 tahun 
dan harus diperpanjang 
tiap tahun

Logistik belum Direct ke 
negara tujuan di Eropa 
sehingga menyebabkan 
biaya menjadi mahal 
dan waktu pengiriman 
lebih lama (sangat 
berpengaruh khususnya 
untuk makanan/
minuman)

Tarif dan bea masuk 
yang tinggi seperti 
produk kayu 

 
Kebijakan tarif masih 
kurang kompetitif 
dibandingkan dengan 
negara tetangga seperti 
Malaysia dan Thailand

Fenomena missing 
middle (skala produksi) 
industri domestik

Ada aturan TKDN namun 
banyak produk input 
dalam negeri yang 
belum tersedia untuk 
memenuhi rasio TKDN 
yang diharuskan -> 
dibutuhkan strategi yang 
lebih komprehensif yang 
memperhitungkan hal 
tersebut

Kendala utama mindset 
masyarakat Indonesia 
bahwa produk impor 
lebih baik dari produk 
lokal

Banyak sertifikat untuk 
masuk ke produk ekspor 
Eropa, terutama untuk 
makanan dibandingkan 
sertifikasi untuk ke 
Amerika

 
Sertifikasi ISO yang 
diterbitkan oleh 
Indonesia untuk produk 
ekspor sudah diterima 
oleh belanda, tetapi 
tidak/belum tentu 
diterima di negara EU 
lainnya.

Kendala juga terkait 
perizinan tenaga kerja 
asing

Perizinan terkait 
investasi juga sulit 
sehingga bahkan 
terdapat seorang 
investor yang 
mengurungkan niatnya 
untuk berinvestasi

Impor mesin masih 
di Biaya PPN yang 
mahal dan kesulitan 
untuk mendapatkan 
pembebasan PPN 
untuk impor mesin 
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Aspirasi

 
Informasi yang lebih 
komprehensif terkait 
dengan potensi pasar 
dan regulasi terkait 
dengan prosedur 
ekspor karena asing-
masing negara di Uni 
Eropa memiliki aturan 
yang berbeda

Pemerintah dapat 
mengatasi black 
campaign terhadap 
palm oil. Substitusi 
palm oil mahal dan 
sudah digunakan 
banyak di industri 
makanan dari Indonesia

Sertifikasi yang 
didapatkan di Indonesia 
dapat juga diakui di Uni 
Eropa

Terdapat kecemasan 
bagi pengusaha kecil 
dan menengah dalam 
hal competitiveness nya 
baik secara harga dan 
kualitas.

Impor seharusnya 
menjadi tools 
untuk menggenjot 
pertumbuhan industri 
dalam negeri 

 
Diharapkan dapat 
mengaplikasikan 
proses self-certificate 
seperti di ASEAN agar 
mempermudah proses 
impor ekspor Indonesia 
dan EU lebih mudah dan 
flow barangnya semakin 
cepat

Meningkatkan efisiensi 
prosedur ekspor impor 
khususnya untuk produk 
segar seperti udang

Permesinan/alat produksi 
yang masih yang 
standar, sedikit kapasitas 
produksinya; padahal 
secara teknik tenaga 
kerja menguasai teknik 
pengolahan. Butuh akses 
untuk mendapatkan 
mesin produksi yang 
berkapasitas besar atau 
untuk upgrade mesin-
mesin yang ada

 
Perlu adanya 
sosialisasi yang baik 
yang dilakukan oleh 
bea cukai mengenai 
aturan dan kebijakan 
importasi

Mendorong digitalisasi 
perizinan khususnya 
dalam investasi

Khusus di sektor jasa, 
diperlukan juga untuk 
bisa mempermudah 
labor mobility dalam 
rangka transfer 
knowledge

 
Rekomen-
dasi

 
Edukasi terkait dengan 
pentingnya sertifikasi

Skema subsidi 
sertifikasi untuk UMKM

Peningkatan kapasitas 
melalui pelatihan/
pendampingan dan 
informasi pasar kepada 
UMKM

Penguatan kebijakan 
promosi: Trade show 
dan eksibisi/pameran 

 
Memastikan adanya 
transfer teknologi

Peningkatan daya saing 
produk domestik

Perbaikan kualitas 
infrastruktur dan 
kebijakan fasilitasi 
perdagangan di luar 
pulau Jawa

Sosialisasi yang lebih 
mendalam hingga daerah

 
Mempermudah 
fasilitasi impor karena 
sama pentingnya 
dengan fasilitasi ekspor

Pembukaan akses 
pasar sektor jasa 
Indonesia

Insentif dan fasilitasi 
impor barang modal 
seperti mesin dari Uni 
Eropa

Sumber: Hasil FGD Sektor Swasta
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LAMPIRAN 3. ANALISIS MODEL EKONOMI MENGGUNAKAN GTAP

Liberalisasi perdagangan menandakan terjadinya kemudahan perdagangan akibat 
penurunan tarif dan hambatan Non-Tariff. Namun, database GTAP hanya menyediakan data 
tarif dan tidak mengakomodasi data hambatan Non-Tariff. Maka dari itu, kami menggunakan 
estimasi tarif ekuivalen dari hambatan Non-Tariff agar dapat melihat dampak liberalisasi 
perdagangan dalam cakupan yang lebih luas. Estimasi tarif ekuivalen ini akan kami gunakan 
untuk pembaruan data tarif pada database GTAP, sesuai dengan simulasi yang dijalankan 
oleh Widyastutik et al (2014) yang melakukan pembaruan tarif pada sektor jasa konstruksi 
untuk melihat dampak komitmen Indonesia di sektor jasa konstruksi dalam komitmes 
AFAS. Kami menggunakan penghitungan tarif ekuivalen untuk Non-Tariff Measure (NTM) 
pada barang dengan perhitungan World Bank27, menggunakan data NTM barang pada 
tahun 2012 sampai 2016. Kami menggunakan tarif ekuivalen dari hambatan Non-Tariff di 
perdagangan jasa yang dihitung oleh Fontagne et al (2016) yang dihitung dengan metode 
pengurangan dalam gravity approach dan menggunakan database GTAP 2011. 

Gambar 3.1 Skema Skenario Simulasi GTAP IEU CEPA

Sumber: Peneliti

Baseline dari skenario simulasi dibentuk dari dua tahapan. Tahap pertama, kami 
menyesuaikan tarif barang dan tarif ekuivalen jasa di database GTAP tahun 2014 menjadi 
tarif tahun 2018 menggunakan data tarif Most Favored Nation (MFN) pada database World 
Integrated Trade Solution (WITS). Penyesuaian ini kami lakukan untuk perdagangan bilateral 
Indonesia dan EU, serta lima perdagangan bilateral lain yang sudah memasuki masa 
perjanjian dalam periode 2014-2020: 1) Indonesia-Australia, 2) EU-Vietnam, 3) EU-Canada, 
4) EU-Jepang dan 5) EU-Singapura. Pada tahap kedua, kami mengasumsikan bahwa ke 
lima perdagangan bilateral tersebut telah mencapai akhir dari jadwal tarif, di mana hampir 
seluruh produk telah mencapai tarif sama dengan nol kecuali produk-produk yang disepakati 
untuk tidak terliberalisasi sepenuhnya. Kami juga mengurangi tarif ekuivalen pada jasa dan 
tarif ekuivalen dari NTM barang sebesar 50%.

27  https://datacatalog.worldbank.org/dataset/ad-valorem-equivalent-Non-Tarifff-measures
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Setelah baseline terbentuk, kami melakukan simulasi dengan tiga skenario berbeda 
untuk melihat dampak dari liberalisasi perdagangan pada IEU CEPA. Skenario pertama 
mengasumsikan bahwa terjadi penurunan tarif pada perdagangan barang bilateral Indonesia 
dan EU. Pada skenario ini, penurunan tarif yang diberikan untuk barang impor dari Indonesia 
di EU disamakan dengan barang impor Vietnam di EU pada akhir jadwal tarif. Sementara, 
penurunan tarif barang impor EU di Indonesia menggunakan penurunan tarif untuk barang 
impor Australia di Indonesia pada akhir jadwal tarif.  Skenario kedua mengasumsikan 
bahwa terjadi penurunan tarif seperti skenario pertama, di tambah dengan penurunan 
setengah tarif ad-valorem ekuivalen dari Non-Tariff Measures (NTM) pada barang. Skenario 
ketiga mengasumsikan bahwa terjadi penurunan tarif pada barang dan tarif ad-valorem 
ekuivalen NTM barang seperti skenario kedua, serta penurunan tarif ad-valorem dari Non-
Tariff Barrier (NTB) pada jasa sebesar 50 persen. Hasil dari skenario ketiga akan menjadi 
input untuk simulasi pada tingkatan regional atau provinsi dalam model IndoTERM yang 
akan dijelaskan lebih lanjut pada sub-bab setelah ini.
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Tabel 3.1 Agregasi Wilayah GTAP

No. Negara/Wilayah Komposisi

1 Philippines Philippines

2 Indonesia Indonesia

3 Malaysia Malaysia

4 Thailand Thailand

5 Singapore Singapore

6 Vietnam Viet Nam

7 OtherAsia Hong Kong; Mongolia; Taiwan; Rest of Eat Asia; Brunei 
Darussalam; Cambodia; Lao People’s Democratic Republ;  
Rest of Southeast Asia; Bangladesh; Nepal; Pakistan;  
Sri Lanka; Rest of South Asia

8 Japan Japan

9 China China

10 SouthKorea Korea

11 USA United States of America

12 Canada Canada

13 Turkey Turkey

14 India India

15 Australia Australia

16 NorwaySwitz Switzerland; Norway

17 NewZealand New Zealand

18 RestOfWorld Rest of Oceania; Mexico; Rest of North America; Argentina; 
Bolivia; Brazil; Chile; Colombia; Ecuador; Paraguay; Peru; 
Uruguay; Venezuela; Rest of South America; Costa Rica; 
Guatemala; Honduras; Nicaragua; Panama; El Salvador;  
Rest of Central America; Dominican Republic; Jamaica;  
Puerto Rico; Trinidad and Tobago; Caribbean; United 
Kingdom; Rest of EFTA; Albania; Belarus; Russian Federation; 
Ukraine; Rest of Eastern Europe; Rest of Europe; Kazakhstan; 
Kyrgyzstan; Tajikistan; Rest of Former Soviet Union; Armenia; 
Azerbaijan; Georgia; Bahrain; Iran Islamic Republic of; Israel; 
Jordan; Kuwait; Oman; Qatar; Saudi Arabia; United Arab 
Emirates; Rest of Western Asia; Egypt; Morocco; Tunisia; 
Rest of North Africa; Benin; Burkina Faso; Cameroon; Cote 
d’Ivoire; Ghana; Guinea; Nigeria; Senegal; Togo; Rest of Western 
Africa; Central Africa; South Central Africa; Ethiopia; Kenya; 
Madagascar; Malawi; Mauritius; Mozambique; Rwanda; 
Tanzania; Uganda; Zambia; Zimbabwe; Rest of Eastern Africa; 
Botswana; Namibia; South Africa; Rest of South African 
Customs ; Rest of the World.

19 EU_27 Austria; Belgium; Bulgaria; Croatia; Cyprus; Czech Republic; 
Denmark; Estonia; Finland; France; Germany; Greece; Hungary; 
Ireland; Italy; Latvia; Lithuania; Luxembourg; Malta; Netherlands; 
Poland; Portugal; Romania; Slovakia; Slovenia; Spain; Sweden.
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Tabel 3.2 Agregasi Sektoral GTAP

No. Sektor Komposisi

1 Agriculture Paddy rice; Wheat; Cereal grains nec; Vegetables, fruit, nuts;  
Oil seeds; Sugar cane, sugar beet; Plant-based fibers;  
Crops nec; Bovine cattle, sheep and goats;  
Animal products nec; Wool, silk-worm cocoons; Processed rice.

2 Forestry Forestry.

3 Fishing Fishing.

4 Energy Coal; Oil; Gas; Minerals nec; Petroleum, coal products; Gas 
manufacture, distribution.

5 Food Bovine meat products; Meat products nec; Sugar; Food 
products nec; Beverages and tobacco products.

6 VegOil Vegetable oils and fats.

7 Dairy Raw milk; Dairy products.

8 Clothing Textiles; Wearing apparel; Leather products.

9 OtherManuf Wood products; Paper products, publishing; Chemical products; 
Basic pharmaceutical products; Rubber and plastic products; 
Transport equipment nec; Manufactures nec.

10 Mining Mineral products nec; Ferrous metals; Metals nec;  
Metal products.

11 MotorVehicle Motor vehicles and parts.

12 Electronic Computer, Electronic and optic.

13 Machinery Electrical equipment; Machinery and equipment nec.

14 OtherService Electricity; Water; Construction; Warehousing and support 
activi; Real estate activities; Business services nec; 
Recreational and other service; Public Administration and defe; 
Human health and social work a; Dwellings.

15 Comm Communication.

16 FncInsurance Financial services nec; Insurance.

17 Transport Transport nec; Water Transport; Air Transport.

18 Trade Trade.

19 Accomodation Accommodation, Food and servic.

20 Education Education.

Tabel 3.3 Agregasi Faktor Produksi GTAP

No. Sektor Komposisi

1 Land Land.

2 UnSkLab Clerks; Service/Shop workers; Agricultural and Unskilled.

3 SkLab Technicians/AssocProfessional; Officials and Managers.

4 Capital Capital.

5 NatRes Natural Resources.
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LAMPIRAN 4. METODOLOGI ANALISIS MODEL EKONOMI DENGAN INDOTERM

IndoTERM adalah sebuah model Computable General Equilibrium (CGE) yang 
menggambarkan kondisi keseimbangan umum pada perekonomian nasional Indonesia 
yang dikembangkan sejak tahun 2006 oleh kolaborasi antara Universitas Padjajaran, 
Monash University, BAPPENAS, dan juga ADB. Model ini berasal dari model CGE nasional 
milik Australia yaitu TERM (The Enormous Regional Model), yang memperlakukan wilayah-
wilayah di negara tersebut sebagai suatu negara sendiri. Oleh karena itu, IndoTERM juga 
memiliki karakteristik yang serupa, dimana model tersebut adalah suatu model “bottom-up” 
dari beberapa perekonomian daerah yang ada di Indonesia. Adapun data yang digunakan 
oleh IndoTERM versi terbaru adalah data Input-Output Indonesia tahun 2010 yang 
dikeluarkan oleh BPS. Secara total, IndoTERM memiliki 185 sektor industri dan komoditas, 
34 provinsi, dan 4 jenis pekerjaan yang dibagi berdasarkan keterampilan pekerja. Ke-185 
sektor tersebut diagregasi menjadi hanya 20 sektor dengan mengikuti agregasi yang sama 
dengan GTAP. Agregasi tersebut tersedia pada tabel di bawah.

Variabel-variabel yang diberlakukan shock pada model IndoTERM adalah variabel harga 
impor Indonesia per komoditas (pfimp) dan juga kenaikan permintaan ekspor Indonesia per 
komoditas (xexpd). Variabel yang disebutkan terakhir disusun berdasarkan formula fp = p + 
q/ESUBM dimana p adalah harga ekspor Indonesia kepada dunia (pxw), q adalah kuantitas 
ekspor Indonesia kepada dunia (qxw), sedangkan ESUBM adalah elastisitas komoditas 
terkait, ketiganya berasal dari output simulasi model GTAP. Adapun variabel harga impor 
Indonesia per komoditas diambil secara langsung dari model GTAP melalui variabel pim 
yang menunjukkan hal yang serupa. 

Proses simulasi pada IndoTERM berlangsung dalam dua tahapan. Pada tahap awal, 
data IndoTERM dasar diberlakukan shock pertama yang berasal dari output simulasi 
model GTAP skenario baseline. Hasil dari proses ini akan menghasilkan database terbaru 
untuk perekonomian Indonesia yang mencoba untuk mengaproksimasi kondisi terkini 
sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian metodologi model GTAP. Kemudian, untuk 
tahapan selanjutnya maka database terbaru ini akan diberlakukan shock yang kedua yang 
berasal dari output simulasi model GTAP skenario IEU CEPA. Hasil dari shock kedua inilah 
yang disebut sebagai hasil akhir, dimana outputnya akan digunakan untuk dua hal, yaitu 
sebagai perangkat analisis dampak kewilayahan dari IEU CEPA dan juga sebagai variabel 
input untuk model mikrosimulasi. Adapun untuk kebutuhan pertama, variabel yang dianalisis 
adalah variabel persentase perubahan PDRB pengeluaran riil setiap provinsi (xgdpexp). 
Untuk keperluan dekomposisi PDRB, maka variabel keluaran sektoral per provinsi (xtot) dan 
juga variabel permintaan akhir setiap provinsi (xfin) juga akan dianalisis sebagai tambahan. 
Sedangkan untuk kebutuhan kedua, variabel yang diberikan sebagai input kepada model 
Mikrosimulasi adalah variabel upah pekerja (plab), permintaan terhadap pekerja (xlab), 
harga faktor produksi berupa kapital (pcap), dan harga akhir komoditas untuk rumah tangga 
(phou). Dua tabel komprehensif mengenai variabel input serta output model IndoTERM 
pada studi ini tersedia di bawah.
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Tabel 4.1 Agregasi Sektor Model IndoTERM

No. Sektor Baru Sektor Lama
1 Agriculture Rice, Corn, Sweet Potato, Cassava, Other Tubers, Peanuts, Soy, Other 

Nuts, Other Grains, Vegetables, Décor Plants, Cane, Tobacco, Plant 
Fiber, Other Plantation, Fruits, Plant Biophrom, Rubber, Coffee, Tea, 
Cocoa, Clove, Cashew, Agriculture Service.

2 Forestry Wood, Other Forest Products, Sawmill, Plywood, Wood Building 
Material, Other Wood Products, Paper Pulp, Paper.

3 Fishing Fish, Shrimp, Other Aquatics, Seaweed.

4 Energy Coal Lignite, Crude Oil, Oil & Gas Ref.

5 Food Abattoir, Meat Products, Dried Fish, Fish Products, Processed 
Vegetables & Fruits, Edible Crops, Copra, Dairy Products, Other Flour, 
Wheat Flour, Rice Milling, Bread & Biscuits, Sugar, Confectionary,  
Pasta Noodle, Coffee Processed, Tea Processed,  
Soy Processed, Other Foods, Animal Feeds, Alcoholic Beverages,  
Non Alcoholic Beverages, Cigarettes, Tobacco Products.

6 VegOil Coconut Oil, Palm Oil 

7 Dairy Livestock, Fresh Milk, Poultry, Other Animal Products.

8 Clothing Yarn, Textile, Ropes Carpets, Other Textile Products, Knitted Products, 
Apparel, Tanning, Leather Products, Footwear.

9 OtherManuf Paper Products, Printed Products, Other Non Metal Products, Basic 
Chemicals, Fertilizers, Plastics, Pesticide, Paints, Varnish, Soaps, 
Cosmetics, Other Chemical Products, Pharmaceuticals, Traditional 
Medicine, Smoked Rubber, Other Rubber Products, Plastic Products, 
Glass, Clay-Cement Products, Cement, Weapons Ammo, Other 
Transport Equipments, Furniture, Jewelry, Music Instrument, Sports 
Equipment, Games & Toys, Medical Devices, Other Industrial Products.

10 Mining Tin Ore, Bauxite, Copper, Nickel, Other Metal Products, Gold Ore, Silver 
Ore, Galian Products, Non Metal Minerals, Coarse Salt, Petrol, Other 
Mining Quarry, Basic Iron Steel, Non Ferr Metal, Foundry Products, Fab 
Metal Product, Dom Metal Products, Other Metal Products.

11 MotorVehicle Tire, Motor Vehicle, Motorcycle.

12 Electronic Electronic Products, Electronic Equipments, Electronic Motor Gen, 
Batteries, Other Electronic Equipments, Dom Electronic Equipments, 
Primary Mover.

13 Machinery Office Machine, Other Machine Equipments, Ships, Railway Equipments, 
Aircraft.

14 OtherService Electricity, Gas Distillation, Water Supply, Waste Management, 
Residential Building, Electronic Gas Infrastructure, Agriculture 
Infrastructure, Other Buildings, Transport Services, Real Estate Services, 
Prof Science Technology, Rental Services, General Governments, 
Governments Health, Other Government Services, Private Health, Arts 
Entertainments, Household Repairs, Other Services.

15 Comm Postal, Publishing, Broadcasting, Telecommunication,  
Information Technology.

16 FncInsurance Financial Services, Insurance Services, Pension Services, Other 
Financial Services.

17 Transport Roads & Bridges, Rail Transport, Land Transport, Sea Transport,  
River Transport, air Transport.

18 Trade Man Mtl Repair, Car Trading, Car Repair, Other Trades.

19 Accomodation Hotels, Restaurants.

20 Education Government Education, Private Education.

Sumber: Hasil olahan IndoTERM
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Tabel 4.2 Variabel Input Model IndoTERM 

No. Deskripsi Variabel GTAP IndoTERM
1 Harga Impor Komoditas pim pfimp
2 Permintaan Ekspor Komoditas pxw + qxw/ESUBM xexpd

Sumber: Hasil olahan IndoTERM

Tabel 4.3 Variabel Output Model IndoTERM

No. Deskripsi Variabel IndoTERM Kegunaan
1 PDRB Riil per Provinsi xgdpexp Analisis
2 Keluaran Sektoral per Provinsi xtot Analisis
3 Permintaan Akhir per Provinsi xfin Analisis
4 Upah Tenaga Kerja plab Input MS
5 Permintaan Tenaga Kerja xlab Input MS
6 Harga Kapital pcap Input MS
7 Harga Komoditas untuk Rumah Tangga phou Input MS

Sumber: Hasil olahan IndoTERM

LAMPIRAN 5. ANALISIS MIKROSIMULASI

Sebagaimana dijabarkan sebelumnya, dua model CGE dapat menunjukkan hasil untuk 
perekonomian secara luas. Akan tetapi, model-model tersebut tidak dapat menangkap 
efek distributif di level individu atau rumah tangga sehingga perlu dikombinasikan dengan 
model mikrosimulasi. Mikrosimulasi ini mengikuti Tiberti, Cicoweiz, dan Cockburn (2017) 
yang setidaknya menerapkan tiga model utama ekonometri. Pendekatan yang digunakan 
dalam CGE-Mikrosimulasi ini adalah top-down with behavior di mana terdapat beberapa 
model ekonometri yang memperhitungkan respon pelaku ekonomi terhadap perubahan 
kebijakan atau shock. Pertama, income generation model yang mengestimasi keberagaman 
kesejahteraan rumah tangga sebagai akibat perubahaan status pekerjaan dan pendapatan. 
Kedua, model ekonometri yang memprediksi perubahaan riil dalam konsumsi rumah 
tangga. Terakhir, model ekonometri yang mengestimasi level kemiskinan dan ketimpangan. 
Dalam implementasinya, model ini mengasumsikan perfect mobility across occupational 
status dan perfect rigidity across type of workers.

Dalam praktiknya, studi ini mengaitkan IndoTERM dan Indonesia Family Longitudinal 
Survey (IFLS) melalui empat variable yaitu plab_id (upah atau harga tenaga kerja), pcap 
(harga sewa untuk modal), xlab (permintaan tenaga kerja), dan phou28 (indeks harga rumah 
tangga). Keempat variabel ini dianggap menangkap aspek perubahan pekerja, upah/gaji, 
dan harga komoditas.

Lebih lanjut lagi, mikro data yang digunakan dalam simulasi adalah IFLS 5 tahun 2014. 
Cross-section data ini digunakan untuk mengestimasi parameter perilaku mikroekonomi. 
Database ini dipilih karena dianggap relatif lebih lengkap dan kaya (mencakup aspek 
pekerjaan, pendapatan dan pengeluaran) dibanding data sosial ekonomi lainnya, serta 
mampu menangkap heterogenitas perilaku individu dan rumahtangga. Sampel IFLS 5 
merepresentasikan populasi Indonesia pada tahun 2014 di 13 provinsi yang tercakup 
dalam survey IFLS 1 pada tahun 1993. Untuk itu, studi ini melakukan kalibrasi pembobotan 

28 Harga komoditas agrikultur untuk baseline dibulatkan menjadi –0.99 untuk memudahkan kalkulasi
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sampel agar lebih representatif untuk populasi Indonesia di tahun 2019 di provinsi tersebut. 
Variabel pendapatan dideflasikan menggunakan rasio indeks harga di tahun 2019 dan 
2014. Mikrosimulasi ini menggunakan Garis Kemiskikan (GK) level nasional pada Maret 
2019. Keterampilan didefinisikan sebagai level pendidikan yang ditamatkan.29 Untuk 
menyeleraskan pengeluaran pada data mikro (IFLS) dan data makro (IndoTERM), komoditas 
dalam variabel pengeluaran dikelompokkan kembali seperti pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Klasifikasi Pengeluaran

Variabel Data Mikro Data Makro

exp_1 Staple Foods Agriculture

exp_2 Vegetables/Fruits Agriculture

exp_3 Dried Foods/Cookies Food

exp_4 Meat Food

exp_5 Fish Fishing

exp_6 Other Dishes Food

exp_7 Milk/Eggs Dairy

exp_8 Spices Food

exp_9 Vegetable Oils VegOil

exp_10 Beverages Food

exp_11 Coffee Food

exp_12 Tea Food

exp_13 Cocoa Food

exp_14 Other Consumer Products Food

exp_15 Electricity OtherService

exp_16 Water OtherService

exp_17 Fuel Energy

exp_18 Telephone Comm

exp_19 Personal Toiletries OtherManuf

exp_20 Household items OtherManuf

exp_21 Domestic Services & Servant Wages OtherService

exp_22 Recreation and entertainment OtherService

exp_23 Transportation Transport

exp_24 Other nonFood items on regular basis OtherService

exp_25 Clothing Clothing

exp_26 Household supplies & furnitures OtherManuf

exp_27 Medical cost OtherService

exp_28 Taxes & ceremonies OtherService

exp_29 Other nonFood items on irregular basis OtherService

exp_30 Education Education

29 Pekerja terampil (skilled workers) memiliki Pendidikan terakhir. Sedangkan, pekerja tidak terampil (unskilled workers)  
 memiliki Pendidikan terakhir




